RENCANA STRATEGIS

Dinas Kesehatan Provinsi Maluku
Tahim 2020 — 2024

perikan AS! saig
?ﬂdﬂ Bayl

~
~
B

MERINTAH PROYIS]

JI. Dewi Sartika
Karpan Ambon
97121




KATA PENGANTAR

ebagai wilayah yang berkarakter kepulauan, implementasi pembangunan

Sdalam berbagai bidang dan sektor di Provinsi Maluku memiliki tantangannya

yang cukup spesifik, terutama karena dideterminasi oleh masih terbatasnya

fasilitas transportasi dan komunikasi. Demikian halnya di bidang kesehatan, yang dengan

berbagai keterbatasan yang ada, namun tetap berupaya untuk mewujudkan pelayanan
kesehatan yang murah dan terjangkau.

Dokumen Rencana strategi Dinas Kesehatan ini, merupakan dokumen perencanaan 5
(ima) tahun, hasil penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019 — 2024 yang memberikan gambaran tentang tugas
dan fungsi Dinas Kesehatan serta capaian indikator kinerja tahun 2014-2019 maupun target ‘.
kinerja Tahun 2019 - 2024 yang dapat dicapai melalui strategi, arah kebijakan maupun
program dan kegiatan. Dengan demikian, diharapkan Renstra ini tidak hanya bersinergi
dengan dokumen RPJMD, tetapi juga dengan Renstra Kementerian Kesehatan, maupun
dokumen lain seperti RTRW dan KLHAS, yang dapat dijadikan panduan dalam upaya
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat .

Semoga Renstra ini bisa dijadikan sebagai panduan bagi Dinas Kesehatan Provinsi
Maluku dan UPTD dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas pokok dan fungsi masing-
masing guna mewujudkan tata layanan yang profesional bagi kebutuhan seluruh lapisan
masyarakat di Provinsi Maluku.

Ambon September 2019

NIP 19631027 199703 2 001
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

rovinsi Maluku merupakan wilayah yang berkarakter kepulauan dengan jumlah

pulau sebanyak kurang lebih 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) dan luas

wilayah 712.479,69 km2. Sebagian besar wilayahnya merupakan perairan seluas
658.331,52 km?® (92,4%), sedangkan luas wilayah daratan hanya sekitar 54.158 km? (7,6%).
dengan panjang garis pantai 10.630 km. Sementara itu, kenyataan lain menunjukkan bahwa
dari jumlah penduduk pada tahun 2018 sebanyak kurang lebih 1.749.529 jiwa, diketahui
sebagian besar di antaranya bermukim di pulau-pulau kecil. Kondisi objektif wilayah Maluku
seperti ini yang tampaknya masih belum pula didukung oleh ketersediaan infrastuktur
transportasi dan komunikasi yang memadai.

Seiring dengan perubahan dinamika penyusunan perencanaan yang semula
berorientasi pada money follow function menjadi money follow program yang tidak hanya
diterapkan pada perencanaan di pusat saja, namun juga penyusunan perencanaan di daerah.
Orientasi penyusunan rencana pembangunan ini didasarkan pada pemahaman bahwa dengan
adanya keterbatasan pendanaan pembangunan, maka anggaran pemerintah harus
dialokasikan untuk berbagai pilihan kegiatan strategis yang dapat memaksimalkan hasil
pembangunan

Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang
utuh dan tidak terpisahkan dari manajemen pembangunan daerah maupun nasional.
Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Kesehatan Tahun 2019-2024
memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi
Maluku terutama menyangkut penetapan pola dan struktur tata ruang, serta penetapan
kawasan strategis sebagai acuan dalam penetapan lokasi program dan kegiatan
pembangunan. Selain itu, penyusunan Renstra 2019-2024 juga memperhatikan dan
berpedoman pada tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD
2019-2024, untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi dalam mendorong peningkatan kinerja
pembangunan daerah. Lebih lanjut, penyusunan Renstra Dinas Kesehatan perlu
memperhatikan komitmen daerah maupun nasional dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan

Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGS).

Sebagaimana tantangan yang dihadapi oleh semua bidang dan sektor pembangunan di
Maluku, Bidang Kesehatan pun menghadapi situasi problematik yang relatif sama. Keinginan
kuat Pemerintah Provinsi Maluku untuk menyediakan pelayanan kesehatan yang cepat, murabh,
dan terjangkau namun tetap berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat yang tersebar pada
berbagai pulau besar, sedang dan terutama pulau-pulau kecil di wilayah Provinsi Maluku, masih
memerlukan kerja keras dan kerja cerdas untuk mewujudkannya. Untuk itu diperlukan upaya

penyempurnaan dan penguatan, melalui ketersediaan sumberdaya internal organisasi untuk
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mendukung upaya pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat sebagai
bagian integral dari Sistem Kesehatan Daerah (SKD).

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah
(SKD) yang dimaksudkan dengan SKD adalah tatanan penyelenggaraan pembangunan
kesehatan Provinsi Maluku terdiri dari komponen upaya kesehatan, penelitian dan
pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan
farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan,
pemberdayaan masyarakat, perijinan, pembiayaan dan pengawasannya.

Jika dikaitkan dengan perubahan paradigma pembangunan nasional termasuk
perspektif baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat berdasarkan otonomi daerah dan desentralisasi, maka tuntutan
untuk memberikan layanan kesehatan sesuai kapasitas dan kualitas dimaksud, memerlukan
penyesuaian-penyesuaian tertentu termasuk penyesuaian tata organisasi pelaksana di bidang
pelayanan kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku yang dijabarkan dalam
Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.

Dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi
Maluku dibawah payung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Maluku Tahun 2019-2024, maka sesuai arahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas
Kesehatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun
dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang merujuk pada RPJMD Provinsi Maluku yang
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka urusan
pelaksanaan pemerintahan wajib sesuai dengan tugas dan fungsi, serta diselaraskan dengan
pencapaian sasaran program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana

strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024

1.2. Landasan Hukum
Penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun
2019-2024 didasarkan pada :
1. Undang-undang No. 20 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat |
Maluku;
2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah

Pusat dan Pemerintahan Daerah;
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005 — 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

Undang- Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2012 tentang Sistim Kesehatan Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerabh;

Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan
Rumah Sakit;

Peraturan Menteri Kesehatan Rl Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP);

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerabh;

Peraturan Menteri Kesehatan Rl No. 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 922/MENKES/SK/X/2008
Tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374 Tahun 2009 Tentang Sistem Kesehatan Nasional
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22.Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Maluku Tahun
2005-2025;

23.Peraturan Daerah (Perda) Nomor 02 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerabh;

24.Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Maluku Tahun 2013-2033

25.Peraturan Daerah (Perda) Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi MalukuTahun 2016 No. 6,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku No. 66 );

26.Peraturan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Susunan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah dan Unit
Pelaksana Teknis Badan Daerah Provinsi Maluku;

27.Peraturan Gubernur Maluku Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Kesehatan
Provinsi Maluku

28.Peraturan Gubernur Maluku Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Gugus
Pulau

29. Peraturan Gubernur Maluku Nomor ... Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2019-
2024, dimaksudkan untuk menjabarkan dan memaknai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil
Gubernur Maluku Periode 2019-2024 sebagaimana tercantum pada RPJMD Provinsi
Maluku Tahun 2019-2024 ke dalam konteks tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan

Provinsi Maluku.

1.3.2. Tujuan

a) Menegaskan komitmen dalam mendukung upaya penjabaran serta pencapaian Visi
dan Misi Kepala Daerah, khususnya dalam bidang kesehatan sebagaimana tertuang
di dalam RPJMD Provinsi Maluku dan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 —
2024.

b) Sebagai acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

c) Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas antar Kabupaten/Kota,
antar Gugus Pulau, antar waktu, serta antar fungsi pelayanan kesehatan baik Pusat
maupun Daerah; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi
masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,
efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

d) Sebagai acuan dalam pencapaian SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota
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1.4. Sistimatika Penulisan

Adapun dokumen Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Maluku ini disusun berdasarkan
sistimatika sebagai berikut:

BAB |. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika

BAB Il. GAMBARAN PELAYANAN KESEHATAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2.  Sumber Daya Kesehatan

2.3.  Kinerja Pelayanan Kesehatan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan

BAB Ill. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
3.1. Identifikasi Permasalahan
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah
3.3. Telaahan Renstra Kementeriaan Kesehatan dan Kabupaten/Kota
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3.5.  Penentuan Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bidang Kesehatan
4.1.1. Tujuan
4.1.2. Sasaran
4.2. Hubungan Tujuan dan Sasasaran Dinas Kesehatan Provinsi dengan Tujuan dan
Sasaran RPIJMD

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
5.1. Strategi
5.2. Arah Kebijakan

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
6.1. Program
6.2. Kegiatan

BAB VII. KINERJA DINAS KESEHATAN
6.1. Sistem Pengawasan
6.2. Indikator Kinerja
6.3. Sistem Pelaporan

BAB VII. PENUTUP
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BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN KESEHATAN

inas Kesehatan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada

dalam lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku yang bertanggung jawab

dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang
kesehatan baik yang mengacu pada kebijakan-kebijakan pembangunan kesehatan nasional
dan daerah, maupun melalui koordinasi bersama dengan setiap kabupaten/kota dalam lingkup
Provinsi Maluku.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2.1.1. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Pasal 2 huruf D Point 2 menyatakan bahwa Dinas Kesehatan adalah tipe A
yang bertugas menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada
peraturan gubernur no 16 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan pimpinan tinggi
pratama,administrator dan pengawas di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku serta
memperhatikan Perturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2017 tentang kedudukan, tugas dan fungsi
susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah ( UPTD ) Dinas dan Badan
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

Tantangan yang dihadapi, terkait perbedaan struktur organisasi antara provinsi dengan
kabupaten/kota, yang memerlukan langkah-langkah koordinatif dalam mengintegrasikan dan
mensinergikan berbagai kebijakan baik yang bersifat vertikal (antara Pusat dengan Provinsi,
Provinsi dengan Kabupaten/Kota) maupun secara horisontal (diantara sesama
Kabupaten/Kota). Perbedaan struktur dimaksud dapat dipandang sebagai hal yang wajar
mengingat otonomi masing-masing Kabupaten/Kota dalam merumuskan dan memutuskan

kebijakan struktur organisasi yang dipandang sesuai dengan realitas kebutuhannya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Organisasi merupakan sarana penting untuk menggalang, mengkonsolidasi dan
memobilisasi upaya-upaya pencapaian suatu tujuan tertentu. Dalam konteks ini, struktur
organisasi menjadi fasilitas utama untuk mendistribusikan kewenangan pada setiap jenjang

manajemen, baik kewenangan yang bersifat manajerial maupun teknis.
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STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU TAHUN 2019

KEPALA DINAS

SUBBAGIAN PROGRAM

SEKRETARIAT
[ I
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN UMUM DAN HUKUM
PENGELOLAAN ASSET

INFORMASI DAN HUMAS

BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT

BIDANG PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT

BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN KELUARGA DAN
Glzl

SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
PRIMER

SEKSI KEFARMASIAN

SEKSI PROMOSI DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT
MENULAR

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN,
KESEHATAN KERJA & OLAHRAGA

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
RUJUKAN

SEKSI ALAT KESEHATAN DAN PKRT

SEKSI PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK
MENULAR DAN KESEHATAN JIWA

SEKSI PELAYANAN KESEHATAN
TRADISIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

UPT DINAS

SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN




Struktur organisasi di atas, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas
secara vertikal maupun horisontal, sehingga mampu mengakomodir dinamika kebutuhan
pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Maluku.

Oleh karena itu, struktur ideal dimaksud dinilai mampu mendorong berbagai proses
manajerial baik secara internal maupun dalam hubungannya dengan jenjang pemerintahan lainnya

seperti Pemerintah (Pusat), Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

2.2. Sumber Daya Kesehatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
Sumber daya manusia merupakan faktor penting dan strategis bagi suatu organisasi termasuk
bagi lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Terdapat 30 (tiga puluh) jenis tenaga
kesehatan yang diperlukan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan khususnya di Provinsi
Maluku, yaitu:

(01) Administrasi kesehatan

(02) Apoteker

(03) Asisten Apoteker

(04) Bidan

(05) Dokter

(06) Dokter gigi

(07) Dokter pendidik Kklinis

(08) Entomolog kesehatan

(09) Epidemiolog Kesehatan

(10) Fisikawan Medik

(11) Fisioterapis

(12) Nutrisionis

(13) Okupasi Terapis

(14) Ortotis Prostetis

(15) Penyuluh Kesehatan Masyarakat

(16) Perekam Medis

(17) Perawat

(18) Perawat Gigi

(19) Pranata Laboratorium Kesehatan

(20) Psikolog Klinis

(21) Radiografer

(22) Refraksionis Optisien

(23) Sanitarian

(24) Teknisi Elektromedis

(25) Terapis Wicara

(26) Teknisi Transfusi Darah

(27) Teknisi Gigi

(28) Pembimbing Kesehatan Kerja
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(29) Penata Anestesi
(30) Asisten Penata Anestesi
Adapun gambaran sumber daya manusia yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi

Maluku, terlihat pada Table 1

Tabel. 1. RINCIAN PEGAWAI DINAS KESEHATAN
PROVINSI MALUKU

No. TINGKAT PENDIDIKAN PNS NON PNS
1 | S-2 Kesehatan 11 -
2 | S-1 Kesehatan 48 3
3 | D-4 Kesehatan 1 -
4 | D-3Kesehatan 13 2
5 | D-1 Kesehatan 7 -
6 | SMA Pekarya Kesehatan 4 -
7 | SPK 2 -
8 | S-2Umum 3 1
9 |S-1Umum 16 5
10 | D-3 Umum 1 -
11 | SMA Umum 27 10
12 | SMP 3 2
13 | SD 1 1

Jumlah 137 24

Keadaan sumber daya manusia kesehatan yang ada pada Dinas Kesehatan Provinsi
Maluku berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa sebagian besar SDMK yang ada pada Dinas
Kesehatan Provinsi Maluku adalah Pegawai Negeri Sipil. Keadaan ini menegaskan bahwa dengan
jumlah PNS yang ada dapat melaksanakan tugas secara berkesinambungan . Selain itu dengan
tingkat pendidikan yang sebagian besar berada pada jenjang Strata 1, hal ini dapat mendukung

pencapaian kinerja yang ditargetkan.
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Tabel 2. DISTRIBUSI TENAGA MEDIS DOKTER UMUM /DOKTER GIGI/DOKTER SPESIALIS
MENURUT KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI MALUKU TAHUN 2019

Dokter
No Kabupaten / Kota Dokter % Dok.te.r % DOI.(t?r % Gigi %
Umum Spesialis Gigi -
Spesialis

1 | Maluku Tenggara 21 6.91 4 14.29 2 3.77 0 0.00

Barat
2 | Maluku Barat Daya 16 5.26 0 0.00 2 3.77 0.00
3 | Maluku Tenggara 31 10.20 3 10.71 2 3.77 1 100.00
4 | Maluku Tengah 55 18.09 10 35.71 14 26.42 0.00
5 | Buru 23 7.57 11 39.29 5 9.43 0.00
6 | Buru Selatan 14 4.61 0.00 0 0.00 0.00
7 | Kepulauan Aru 14 4.61 0.00 1 1.89 0.00
8 | Seram Bagian Barat 11 3.62 0.00 2 3.77
9 | Seram Bagian Timur 15 493 0.00 3 5.66
10 | Ambon 34 11.18 0.00 13 24.53
11 | Tual 19 6.25 2 3.77
12 | Dinas Kesehatan 51 16.78 7 13.21

Provinsi/UPTD/RSUD/

RS Swasta

TOTAL 304 100.00 28 53 100.00 1

Sumber data: SISDM Kesehatan Provinsi Maluku 2019.

Berdasarkan data pada Tabel 2, dapat terlihat jumlah sebaran tenaga medis di
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku. Berdasarkan standar Target Rasio Kebutuhan SDMK Tahun
2019 sesuai Kepmenko Bidang Kesra No. 54 Tahun 2013, dengan jumlah penduduk pada tahun
2019 sebanyak 1.768.500 orang, maka dapat dilihat rasio tenaga medis dibandingkan dengan
jumlah penduduk secara keseluruhan Provinsi Maluku dengan standar jumlah dokter sebanyak 45
per 100.000 penduduk, Dokter Gigi sebanyak 13 per 100.000 penduduk dan jumlah Dokter
adalah 17 per 100.000

dokter spesialis

Spesialis sebanyak 11 per 100.000 penduduk, berarti rasio dokter

penduduk, rasio dokter gigi sebesar 2 per 100.000 penduduk dan rasio
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sebesar 1,64 per 100.000 penduduk. Hal ini menggambarkan tenaga dokter, dokter gigi dan dokter
spesialis masih berada dibawah standar rasio yang telah ditentukan.

Sementara itu, keberadaan 9 (Sembilan) tenaga kesehatan strategis lainnya di Provinsi
Maluku, terlihat sebagaimana data dalam Tabel 3.
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Tabel 3. DATA 9 TENAGA STRATEGIS DI PUSKEMAS
PADA 11 KAB/KOTA 2019

NAMA TENAGA KESEHATAN
NO | KABUPATEN PERAWAT
DR UMUM DR GIGI PERAWAT GIGI BIDAN FARMASI KESMAS KESLING Gzl ATLM
NON NON NON NON NON NON NON NON NON NON
PNS PNS PNS | PNS PNS PNS PNS | PNS | PnNs | PNs | PNs | PNs PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS
Lleplcorlp|Llprp|L|rP] L p L] P lL]lP]|L]|P] P p {L]lpfL]P]LfPp]L]e]lL]lPlL]lrp]lL]lPp]|lL]lPr]L]lP]|L] P
MALUKU
| | TENGAH 5 |17 3| 4|38 |ofo]101] 239 |[1| 7 |2]2]o]of[331] 5 [of10fofof[3|[21]ofof23[15]|]o0o]1|6|[37]0]2]0]1]1
i | ora TuaL 3|7lo|ls5|olo|of2]20]| 72 2| 1 ]|o]2]o]of 60 | 13 [ofaafaf2 2| o |2|2|2f|1a]o]2|2|16]2]0]0]2]0
Il | KEP ARU 5| 3]o]loJol1]oflo]| s |16 |[o0of 2 [o]ofo]o]| 54 1 |ol5fofofof 8 ]oflofaf]5s5|]o]ol2[10]o0o]o]o]la]o] o
MALUKU
IV | TENGGARA 2| a]l2|9]olo|oflo] 4| 113 |19 73 |[3]o0o]o]of 81 | 20 |ofa1|[2f[6f[5|26]af12fafs6 |2]2]3f[12]1]6]0]0]o] 1
v | BURU 2 l10]lo|4a]ol2]of1]21] 65 [33[79|0o]o]o]o| 78 J10a o8 |a|[7[3|1a|6|[8|[5] 6 |o]sfof12]afaua|a]a]1] nn
KEP
VI | TANIMBAR 6 |5/ 0|lo]ofl1]oflo]34] 8 [of o]2]3]o]of 36 1 [3f3fofofa1|a 11|66 a]o]o]1|12]0]o]1]o0
vil | sBT a{ofofofofl2|ofo]3|107]|6]|19|0|0o]|o|o| 54| 45 [o|3|o|5|a|17|1]|6]|8|11]|2]|2]a]1a|1]2]0o]lo]1] 2
MALUKU
vill | BARAT DAYA | 1 3 ol 2 ofo]| 24| 44 |23 48 ]o]o]o]of 18 | 31 [of3|o]s8fof 1 |5]|6f[12]10]10]24] 3 [13]6]9]0]o0]o0
IX | sBB 0 0 1] ojJo]ofo9s | 145 | o] o f[of1|[ofo]170|] o JoJ11]o]lo]1]10foflo|s]22|0oflo|5]24a[0f[0ofofofo] o
x| BURSEL olo|3|5|oflo|ofo] 22| 44 [10[47|0]o0o|2]2]| 38 | 40 [ofofof2|5|5 |[3|[s5|3| 7 |a]2[of1w.6]ofof|2]1]2]10
X | AMBON 2|16 313|266 |1|lal27 | 1371 |[20]2]7]o]of 8 | 11 [2f[16f[of2f[o0of[13]0ofofof15]0o]5]5][30]1]3]o]o]o] o
TOTAL
PROVINSI 30 (84|14 |45 |6 22| 1[6]522] 1157 94 |206|9]15]|1]2 [1000] 271 [5|72|a |31 |23 |128]|21|39|8af[112]27]35[30[196]14]42][3]12]5] 30
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Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa dari sembilan tenaga kesehatan strategis yang tersebar
di 225 Puskesmas kabupaten/kota yaitu dokter umum, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan,
tenaga farmasi, tenaga kesehatan masyarakat, ,tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi dan Ahli
Teknologi Laboratorium Medik (ATLM). Jumlah perawat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah
tenaga kesehatan lainnya yaitu sebanyak 1.679 orang ASN, diikuti oleh tenaga Bidan sebanyak
1.272 orang ASN. Sedangkan jumlah tenaga yang sedikit adalah Ahli Teknologi Laboratorium
Medik sebanyak 15 orang ASN.

2.2.2. Sarana Prasarana Bidang Kesehatan

Dalam menunjang segala aspek kesehatan, maka perlu adanya pembangunan sarana
prasarana kesehatan. Hal ini memiliki dampak positif dalam menghasilkan sumber daya manusia
yang berpotensi. Segala upaya yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sehat adalah dimulai
dengan membangun sarana prasarananya. Adapun gambaran profil sarana dan prasarana bidang
kesehatan di Provinsi Maluku, dapat dilihat pada Tabel 4

Tabel 4. Sarana Kesehatan di Provinsi Maluku Tahun 2019

Sarana Kesehatan

No Kab/Kota Rg;:(ih Puskesmas | Pustu | Posyandu PZZ'LZ@ZSG/S Jumiah
1 | Ambon 9 22 37 301 50 419
2 | Malteng 4 33 110 454 87 688
3 | Malra 2 18 37 315 56 428
4 | Buru 1 11 41 125 22 200
5 | SBB 1 17 54 238 56 366
6 | SBT 1 19 70 259 4 353
7 | Kep. Aru 1 28 33 120 6 188
8 | Tual 1 15 4 91 32 143
9 | MTB 1 13 40 138 21 214
10 | MBD 1 21 40 188 3 253
11 | Bursel 1 12 42 99 10 164
Jumlah 23 209 512 2328 354 3426

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2019.

Berdasarkan data dalam Tabel 4, dapat dilihat bahwa ketersediaan antara sarana
prasarana kesehatan terutama jumlah rumah sakit dengan ketersediaan jumlah tempat tidur
sebagai upaya kuratif, secara keseluruhan sesuai dengan rasio kecukupan tempat tidur dengan
jumlah penduduk di Provinsi Maluku yaitu 1 Tempat Tidur (TT) berbanding 849 penduduk dari
standar 1 : 1000 penduduk. Namun jika dicermati lebih dalam dari setiap kabupaten/kota, hanya 2
kabupaten/kota yang mempunyai rasio kecukupan tempat tidur dengan jumlah penduduk yang
sesuai bahkan lebih rendah dari standar yaitu Kota Ambon 1 : 290 Penduduk dan Kabupaten
Maluku Tenggara 1 : 537 Penduduk, sehingga secara deskriptif dapat katakan bahwa peningkatan

derajat kesehatan di 2 kabupaten tersebut melalui akses pelayanan kesehatan bila masyarakat
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sakit, tersedia rumah sakit dengan jumlah tempat tidur yang dapat melayani penduduk di
kabupten/Kota tersebut.
Untuk Kabupaten/kota lain kecuali Kota ambon dan Maluku Tengah perlu dilakukan peningkatan
kelas RS sehingga jumlah tempat tidur dapat meningkat sesuai dengan jumlah penduduk
kabupaten/kota tersebut.

Sarana pelayanan kesehatan lainnya seperti puskesmas, posyandu, pustu, polindes
merupakan pusat pelayanan kesehatan promotif dan preventif bagi masyarakat. Keberhasilan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam upaya promotif dan preventif dapat diukur dengan
peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui informasi desiminasi maupun sosialisasi dari
puskesmas, pustu, posyandu maupun polindes pada masyarakat mengenai pola hidup sehat.
Berbicara pelayanan kesehatan berarti berbicara akses dan kualitas dari layanan yang diberikan
oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu merasa
puas terhadap pelayanan yang diberikan di suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Ketersediaan
SDM sangat mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Ketersediaan 9 tenaga kesehatan
strategis yang tersebar di 209 Puskesmas sudah sesuai dengan standard kebutuhan tenaga
sehingga dianggap dapat mendukung kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, namun upaya

peningkatan profesionalisme masing-masing tenaga kesehatan perlu ditingkatkan.

Tabel 5.Sarana Transportasi dan Komunikasi (Puskesmas)

Sarana Transportasi dan Komunikasi (Puskesmas)
No | Kabupaten/ Kota Transpogas:.DaratR g Pusling Sarana | Jumlah
usling oda oo
Ambulance Darat 5 Laut | Komunikasi
Ambon 14 13 21 0 20 68
Maluku Tengah 11 3 20 2 8 44
3 Maluku Tenggara 9 4 36 7 11 67
Barat
4 | Buru 2 18 106 11 11 148
5 | Seram Bagian 13 13 29 4 4 63
Barat
g |>eram Bagian 0 17 55 | 17 2 o1
Timur
7 | Kepulauan Aru 5 0 8 19 16 48
8 | Tual 14 15 22 0 8 59
9 | Maluku Tenggara 1 12 56 0 10 79
10 | Maluku Barat 7 1 52 6 12 78
Daya
11 | Buru Selatan 4 3 38 9 3 57
Jumlah 112 99 443 75 105 834

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, 2019,.
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Data sarana transportasi dan komunikasi yang terlihat pada Tabel 5, menunjukkan bahwa :
1. Untuk sarana transportasi darat yang berupa ambulance, pusling darat dan roda 2
sesuai dengan standar kebutuhan di masing-masing kabupaten/kota dalam upaya
mendekatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
2. Untuk pusling laut yang berjumlah 75 buah, kebutuhannya masih jauh dari standar
yang dibutuhkan. Jumlah puskesmas yang tersebar di 11 Kabupaten/kota sejumlah 209
puskesmas tidak sebanding dengan jumlah pusling laut, sehingga dapat dikatakan
bahwa belum semua puskesmas memiliki pusling laut sebagai sarana transportasi laut
dalam melakukan pelayanan kesehatan. Mengingat bahwa Provinsi Maluku adalah
provinsi kepulauan yang mana aksesnya banyak melalui transportasi laut. Kekurangan
ini perlu diberi perhatian serius dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan di Provinsi Maluku.
Untuk sarana komunikasi, dari 209 puskesmas hanya 105 puskesmas yang memiliki
sarana komunikasi. Dengan adanya sistem infomasi rujukan dan sistem pelaporan berbasis IT, hal
ini dirasakan dapat menjadi satu kendala dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan

kepada masyarakat.

2.3. Kinerja Pelayanan Kesehatan

Untuk menilai capaian kinerja pelayanan kesehatan dapat diukur melalui capaian indikator

program, indikator kebijakan dan indikator mutu fasilitas kesehatan yang dapat dilihat pada :

- Tabel 6. Pencapaian Kinerja Bidang Kesehatan; yang menggambarkan target, realisasi
dan capaian indikator kinerja program termasuk Standar Pelayanan Minimal
Bidang Kesehatan sejak Tahun 2014 -2018.

- Tabel 7. Pagu dan Realisasi Anggaran APBD Tahun 2014-2018, yang memberi gambaran
tentang jumlah pagu, realisasi dan rasio antara realisasi dan anggaran yang
digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD
di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2014-2018

- Tabel 8, Pagu dan Realisasi Anggaran APBN Tahun 2014-2018, yang memberi gambaran
tentang jumlah pagu, realisasi dan rasio antara realisasi dan anggaran yang
digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBN
di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2014-2018
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Tabel 6.

Pencapaian Kinerja Bidang Kesehatan
Provinsi Maluku Tahun 2014 — 2018

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke - Rasio Capaian pada Tahun ke-
No Indikator kinerja Target NSPK Target IKK
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1 Peningkatan Kesehatan
Ibu Melahirkan dan Anak Angka Menurunkan angka
Kematian Ibu kematian Ibu menjadi 212 195 178 161 144 234 238 157 138 132 90.59 81.93 113.37 116.66 111.40
127/100.000 KH di tahun
2019
Persalinan oleh Meningkatnya cakupan
Nakes (PN) persalinan oleh tenaga 78 80 82 84 86 66.43 77 67.64 63.19 63.52 85.17 95.88 82.49 75.23 73.86
kesehatan menjadi 90%
di tahun 2019
Cakupan Meningkatnya cakupan
pelayanan ANC | pelayanan ANC (K4) 80 85 90 95 95 63.70 78 67.60 62.02 68.28 79.63 91.49 75.11 65.28 71.87
(K4) menjadi 95 % di tahun
2019
Cakupan Meningkatnya cakupan
kunjungan nifas | kunjungan nifas (KF) 80 81 83 85 88 51.53 79.17 65.00 58.40 63.52 64.41 97.74 78.31 68.71 72.18
(KF) menjadi 90% pada tahun
2019
Cakupan Meningkatnya cakupan
penanganan penanganan komplikasi 40 45 50 55 60 31.12 38.18 35.89 30 30.73 77.80 84.84 71.78 54.55 51.22
komplikasi obstetri (PK) menjadi
obstetri (PK) 65% di tahun 2019
Cakupan Meningkatkan cakupan
pelayanan pelayanan keluarga 60 65 70 75 80 52.00 49.70 54.25 47 51.64 86.67 76.46 77.50 62.67 64.55
Keluarga berencana 85% di tahun
Berencana 2019
Program Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Angka ] Menurunkan angka
Anak Balita Kematian Bayi kematian bayi menjadi 33 30 27 24 21 9.00 11 6 5 6 366.66 | 272.72 450 480 300
15/1000 KH di tahun
2019
Angka Menurunkan angka
Kematian Balita | kematian balita menjadi 64 58 51 45 38 0.38 3 8 7 2 16.842 1.933 637.5 642.85 3200
32/1000 KH Di tahun
2019
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Cakupan

Meningkatnya cakupan

kunjungan kunjungan neonatal 80 82 84 86 88 78.80 67.96 62.45 70 63 98.50 82.88 74.35 81.40 71.59
neonatal lengkap menjadi 90% di
lengkap (KNL) tahun 2019
Cakupan Meningkatnya cakupan
kunjungan bayi kunjungan bayi menjadi 80 82 84 86 88 76.38 71.15 64.10 72 64 95.48 86.77 76.31 83.72 72.73
90% di tahun 2019

Cakupan Meningkatnya cakupan
penanganan penanganan komplikasi 45 50 55 60 65 32.88 33.07 33.80 17 30.27 73.07 66.14 61.45 28.33 46.57
komplikasi neonatal (PKN) menjadi
neonatal (PKN) 70% di tahun 2019
Cakupan Meningkatnya cakupan
kunjungan kunjungan balita menjadi 65 70 75 80 85 64.00 57.12 45.60 42 37 98.46 81.60 60.80 52.50 43.53
balita 90% pada tahun 2019
Cakupan Meningkatnya cakupan
puskesmas puskesmas mampu
e meanakan ?eegiﬁffgsllfigsehatan 30 40 50 60 70 31.00 60.4 43.75 45 70 10333 | 151.00 | 8750 | 75.00 | 100.00
penjaringan anak usia sekolah
kesehatan anak | menjadi 80% di tahun
usia sekolah 2019
Cakupan Meningkatnya cakupan
puskesmas puskesmas mampu
mampu pelayanan Pelayanan
pelayanan Kesehatan Peduli 75 80 85 90 95 53.49 20.30 43 48 55 71.32 25.38 50.86 53.33 57.89
Pelayanan Remaja (PKPR) menjadi
Kesehatan 100% di tahun 2019
Peduli Remaja
(PKPR)
Cakupan Meningkatnya cakupan
puskesmas puskesmas mampu
mampu pelayanan kekerasan 5 10 15 20 25 19.80 16.58 11 11 18 396.00 165.80 73.33 55.00 72.00
pelayanan terhadap anak menjadi
kekerasan 30% di tahun 2019
terhadap anak

Program Upaya Kesehatan . .

Masyarakat Pelayanan Meningkatnya jumlah
Kesehatan Puskesmas yang 189 190 195 200 205 189.00 196 197 199 208 100.00 103.16 101.03 99.50 101.46
Dasar di melaksanakan 6 program
Puskesmas wajib
Pelayanan Meningkatnya jumlah
Kesehatan Puskesmas yang 160 165 170 175 180 80 196 160 165 199 50.00 118.79 94.12 94.29 110.56
Dasar di melaksanakan 9 program
Puskesmas pengembangan
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Cakupan Meningkatnya jumlah
pelayanan puskesmas yang
Kkesehatan melaksanakan 165 170 185 190 195 84 175 96 151 55 50.91 102.94 51.89 79.47 28.21
lanjut usia pelayanan kesehatan
lanjut usia
Program Perbaikan Gizi .
Masyarakat Menurunkan Menurunnya prevalensi
prevalensi balita gizi kurang menjadi 16 14 13 11 9 3.02 4 55 18 47 529,80 350 236 61.11 191.48
balita gizi <5% di tahun 2019
kurang
Menurunkan Menurunnya prevalensi X X X Tidak X
prevalensi balita gizi buruk menjadi <1% <1% <1% <1% <1% 0.12 0.1 0.1 17 0.9 Baik Baik Baik baik Baik
balita gizi buruk | < 1% di tahun 2019
Menurunnya Menurunkan prevalensi
preva|ensi balita stunting menjadi 30 28 27 26 25 25.10 30.7 29.0 30 23 119,5 91,2 93,1 93,3 108,7
balita stunting 24% di tahun 2019 '
Meningkatkan Meningkat cakupan
cakupan vitamin A pada bayi dan 65 70 75 80 85 63 65.62 71 70 61 96.92 93.74 94.67 87.50 71.76
vitamin A pada balita menjadi 90% pada
bayi dan balita tahun 2019
Meningkatkan Meningkatnya cakupan
cakupan pelayanan balita (D/S) 65 70 75 80 85 64 61 61.60 74 55 98.46 87.14 82.13 92.50 64.71
pelayanan menjadi 90% di tahun
balita (D/S) 2019
Menurunkan Menurunnya prevalensi
revalensi ibu ibu hamil dengan
Eamil dengan kekurangan e%ergik 30 28 27 26 25 5.54 11.52 5.44 23 18.5 541,5 243 496,3 481,5 135,1
kekurangan kalori menjadi 24% pada
energi kalori tahun 2019
Menurunkan Menurunnya prevalensi
provalensi by | ibu hamil ot menjadi 30 28 27 26 25 0.20 14.55 1.84 4 227 | 15000 | 1924 | 1467 650 1122
hamil anemi 24 % di tahun 2019
Meningkatnya Meningkatnya cakupan
cakupan ASI ASI ekslusif menjadi 75 50 55 60 65 70 42.90 41.42 24 30.02 25 85.80 75.31 40.00 46.18 35.71
eksklusif % di tahun 2019
Meningkatkan Meningkatkan cakupan
cakupan RT Rumah tangga konsumsi
konsumsi garam beryodium 75 80 85 90 95 59.90 59.59 83 63 64 79.87 | 7449 | 97.65 | 70.00 | 67.37
garam menjadi 100% pada
beryodium tahun 2019
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Program Upaya Kesehatan RS yang Meningkatnya jumlah RS
Perorangan melaksanakan yang melaksanakan
pelayanan pelayanan kesehatan 74 76 79 84 88 74 76 96 100 100 100.00 | 100.00 | 12152 | 119.05 | 113.64
kesehatan gawat darurat menjadi
gawat darurat 90% di tahun 2019
RS yang Meningkatnya jumlah RS
melaksanakan yang melaksanakan
pelayanan pelayanan obstetri dan
obstetri & emergensi komprehensif 19 30 41 52 63 19 35 22.22 100 100 102.65 118.16 54.54 192.86 158.83
emergensi (PONEK) menjadi 75 %
komprehensif di tahun 2019
(PONEK)
RS yang Meningkatnya jumlah RS
terakreditasi terakreditasi
erakrediast meradi 75 % i tahun 33 44 56 63 70 33 33.3 33.3 63.6 85.18 99.10 | 7500 | 60.00 | 101.11 | 120.99
2019
Pelayanan Meningkatnya
kesehatan penyelenggaraan
keluarga miskin pelayanan kesehatan
di kelas lll RS rujukan bagi keluarga 46 70 85 95 100 46.40 70.7 23.12 84 100.87 101.00 0.00 24.34 84.00
miskin di kelas 1l RS
menjadi 100 % di tahun
2019
Program Pengadaan, Rasio Meningkatnya rasio
Peningkatan dan Puskesmas Puskesmas dengan luas
Perbaikan Sarana dan dengan luas wilayah administrasi 196 208 216 227 236 197 197 199 235.7 22554 | 10051 | 9471 | 9213 | 103.83 | 9557
Prasarana wilayah pemerintahan
Puskesmas/Pustu dan administrasi
Jaringannya pemerintahan
Jumlah Meningkatnya rasio
Puskesmas Puskesmas Pembantu 9458 per
Pembantu dengan luas wilayah 46914.03
dengan luas administrasi 495 496 499 501 504 NA 441 407 Km2 544 0 88.91 81.56 107.94
wilayah pemerintahan (496
administrasi Pustu)
pemerintahan
Ketersediaan Meningkatnya
Alkes ketersediaan Alat
gisgihsa;gasgsg;d' % 30 40 50 60 70 1 27 39 73.86 80 36.67 | 67.50 | 78.00 | 12310 | 114.29
Kesehatan menjadi 80%
di tahun 2019
Pengadaan, Peningkatan Rasio RS Meningkatnya rasio
dan perbaikan sarana dan dengan Rumah Sakit dengan
prasarana RS/RSJ/RS penduduk penduduk 27 31 33 34 35 27 87.7 87.70 66.66 28 100.00 282.90 265.76 196.06 80.00
Paru dan RS Mata
Program Pencegahan dan Case Meningkatnya Angka
P | P kit Notificati Notifikasi TB jadi
Monguiangan Fenyaid Rote " 3121100.000 ;ggﬁd'uk 247 259 271 284 208 212 213 231 237 225 85.83 | 8224 | 8524 | 8345 | 7550

tahun 2019
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Success Rate

Meningkatnya Angka

Keberhasilan Tidak Tidak Tidak
Pengobatan TB menjad >90 % >91% >92% >93% >94% 70 36.01 66 67 59 Cukup Baik Cukup Baik Baik
>95% tahun 2019
Cure Rate Meningkatnya Angka
Ki buhan TB jadi
o1 i tahungotg e 64 68 71 75 78 61 44.34 54 49 45 9472 | 6540 | 75.84 | 6568 | 57.69
Desa UCI Meningkatnya
persentase desa yang
gﬁi'r;?r‘:]i'ﬁn?z'é;’o”r:‘)’ersa' 73 75 77 79 81 70 63.70 61.8 59.9 66.9 96.13 85.09 80.36 75.88 82.61
menjadi 83 % di tahun
2019
Imunisasi Dasar | Meningkatnya cakupan
Lengk Imunisasi D Lengk
engkap nTe”n'}f;SiOO%Za(;i i 75 80 85 90 95 75 79.8 732 75.4 66.9 100.00 | 99.75 | 8612 | 8378 | 7042
2019
Campak dosis Meningkatnya cakupan
ked imunisasi k dosi
edua ggz:ﬁ'eﬁggipfooozséf 75 80 85 90 95 81 14 18.8 41.2 45.7 10800 | 17.50 | 2212 | 4578 | 4811
tahun 2019
Angka Acute Ditemukannya anak usia
Flaceid < o aahun dengan 21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 21/ 1,17/ 21/ 21/ 21/
Paralysis (AFP) | gejala lumpuh layuh akut > > > > > > ) > > > i i i i i
sebesar > 2/100.000 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | B2K Baik Baik Baik Baik
anak di tahun 2019
Kejadian Luar Meningkatnya persentasi
Bi KLB di t i<24
1asa am n{iﬂ?ad: 10000 i 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00
tahun 2019
Sistem Meningkatnya persentasi
Ki d inyal ki daan dini
Do aspadaan ;g‘ggdiﬁs‘g’zzﬁamaeﬁ?ad:”' 50 60 70 80 90 38 70 70 80 53.2 76.00 | 116.67 | 100.00 | 100.00 | 59.11
100% di tahun 2019
Krisis Meningkatnya
Kesehatan persentase korban krisis
kesehatan yang 100 100 100 100 100 100 30 100 100 100 100.00 | 30.00 100.00 | 100.00 | 100.00
mendapatkan pelayanan
kesehatan
Annual Paracite Menurunnya API menjadi
Incidence 3,1/1000 penduduk 8.1 7.1 6.1 5.1 4.1 8.3 5.07 43 2.95 1.02 97,6 140 141,9 172,9 401,9
Kasus Rabies Menurunnya jumlah
pada manusia kematian akibat rabies 0 0 0 0 0 6 5 6 0 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
pada manusia
Insidens diare Menurunnya insidens
diare pada balita 65.4 70 75 80 85 25 68 41.20 55.00 64 38.23 97.14 54.93 68.75 75.29

(penemuan kasus)
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Insidens

Menurunnya insidens

pneumonia pneumonia pada balita 71.6 75 75.5 80 85 2.7 52 28.30 12.40 39.85 3.77 69.33 37.48 15.50 46.88
(penemuan kasus)
Prevalensi HIV Menurunnya prevalensi
dan AIDS dari HIV dan AIDS dari total <0,2% <0,2% <0,2% <0,2% <0,2% <0,2% <0,2% 0.02 <0,2% <0.2% Baik Baik Baik Baik BalK
total populasi populasi
ODHA yang Meningkatnya ODHA
mendapat (Orang dengan HIV
pengobatan AIDS) yang mendapat 100 100 100 100 100 52.77 32,50 35 36 31 5277 | 3250 | 3500 | 3600 | 31.00
ARV pengobatan ARV
sebanyak 100% di tahun
2019
Kawasan Meningkatnya jumlah
Tanpa Rokok Kab/Kota yang memiliki 1 2 5 7 9 0 4 6 8 4 0.00 200.00 120.00 114.29 44.44
Perda KTR
Persentase Meningkatnya
Kabupaten/Kota | persentase
yang Kabupaten/Kota yang
melaksanakan melaksanakan kebijakan
kebijakan Kawasan Tanpa Rokok NA 10 20 30 40 0 0 27.27 17 6.3 50.00 0.00 136.35 56.67 15.75
Kawasan minimal 50% sekolah di
Tanpa Rokok tahun 2019
minimal 50%
sekolah
Presentasi Menurunnya prevalensi
penurunan merokok pada usia <=18
prevalensi tahun 6.84 6.48 6.12 5.76 5.4 7.2 7.2 7.2 7.2 7.2 95 ) 85 80 75
merokok pada
usia <= 18
tahun
PTM Terpadu Meningkatnya jumlah
Puskesmas yang
melaksanakan program 7 10 20 30 40 NA 7 31 47 66 NA 70.00 155.00 156.67 165.00
pengendalian PTM
terpadu
Posbindu PTM Meningkatnya jumlah
desa dengan kegiatan 140 150 160 170 180 116 159 168 304 468 82.86 106.00 105.00 178.82 260.00
Posbindu PTM
Cancer Cervix Meningkatnya jumlah
dan payudara wanita 30-50 tahun yang 11.8 15.3 32
dideteksi dini Ca Cervix NA 10 20 30 40 NA 8(1807) | (40s0) | (8713) | (11797)
dan Payudara
Program Pengembangan Keluarga Meningkatnya
Lingkungan Sehat menghuni persentase keluarga
rumah yang menghuni rumah yang 44 46 46 50 53 46.20 56.61 48.10 68.3 60 10452 | 123.87 | 10457 | 136.33 | 114.29
memenuhi memenuhi syarat
syarat kesehatan menjadi 57%
kesehatan di tahun 2019
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Keluarga Meningkatknya
menggunakan persentase keluarga
air bersih menggunakan air bersih 62 65 65 71 74 65 68.5 71.12 78.98 88 105.10 105.38 109.75 111.24 118.92
menjadi 77% di tahun
2019
Keluarga Meningkatnya
menggunakan persentase keluarga
jamban menggunakan jamban 56 60 59 64 67 60 61 66.70 68.5 68 107.14 | 101.67 | 113.86 | 107.03 | 101.49
memenuhi memenuhi syarat
syarat kesehatan menjadi 69%
kesehatan di tahun 2019
Kabupaten/kota | Meningkatnya
sehat persentase Kab/Kota
sehat menjadi 60 % di NA 10 30 40 50 NA 12 40 58.57 18 18.00 120.00 133.33 146.43 36.00
tahun 2019
Pengelolaan Meningkatnya
limbah yang persentase pengelolaan
memenuhi limbah yang memenuhi NA 27 30 32 35 27 28 30.50 20 60 0 103.70 | 10167 | 6250 | 171.43
syarat syarat kesehatan
kesehatan menjadi 40 % di tahun
2019
Program Obat dan Ketersediaan Meningkatnya
Perbekalan Kesehatan obat dan vaksin persentase ketersediaan
obat dan vaksin di _ 70 75 78% 80% 85 80 70 81.40% 82% 95 11429 | 93.33 104.36 | 10250 | 111.76
kab/kota menjadi 90 % di
tahun 2019
Pengunaan Meningkatnya
obat generik di persentase penggunaan
Puskesmas obat generik di fasilitas
pelayanan kesehatan 75 80 85 90 93 85 85 85 87% 95 113.33 106.25 100.00 0.97 102.15
dasar di kab/kota
menjadi 95% di tahun
2019
Pengunaan Meningkatnya
obat generik di persentase penggunaan
Rumah Sakit obat generik di fasilitas
pelayanan kesehatan 45% 50% 55% 60% 65 50% 55% 50% 55% 67 111.11 110.00 90.91 91.67 103.08
rujukan di kab/kota
menjadi 70% di tahun
2019
Pelayanan Meningkatnya
kefarmasian di persentase puskesmas
Puskesmas perawatan yang
Rawat Inap melaksanakan
17% 20% 23% 25% 30 20% 21% 20% 22% 32 117.65 105.00 86.96 88.00 106.67

pelayanan kefarmasian
sesuai standar di
kab/kota menjadi 35% di
tahun 2019
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Pelayanan Meningkatnya persentasi
kefarmasian di instalasi farmasi RS
Rumah Sakit pemerintah yang
melaksanakan 23% 25% 30% 35% 40 40% 25% 30% 33% 45 173.91 100.00 100.00 94.29 112.50
pelayanan kefarmasian
sesuai standar menjadi
45% di tahun 2019
Penggunaan Meningkatnya
obat rasional persentase penggunaan
obat rasional di sarana
pelayanan kesehatan 45% 50% 55% 60% 65 65% 53% 69.70% 70% 70 144.44 106.00 126.73 116.67 107.69
dasar di kab/kota
menjadi 70 % pada
tahun 2019
Program Pengawasan Alkes dan Meningkatnya
Obat dan Makanan PKRT persentase produk alkes
dan PKRT yang
memenuhi persyaratan 60% 65% 70% 75% 80 65% 70% 70% 75% 85 108.33 107.69 100.00 100.00 106.25
keamanan, mutu dan
manfaat menjadi 85% di
tahun 2019
Makanan Meningkatnya makanan
jajajan anak jajanan anak sekolah
sekolah %er‘gy;zgﬁnﬁzgehatan 50% 55% 60% 65% 70 60% 55% 60% 65% 71 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 101.43
menjadi 75 % di tahun
2019
Industri Rumah Meningkatnya produk
Tangga Pangan Industri Rumah Tangga
Pangan yang memenubhi
persyaratan kesehatan 65% 70% 75% 80% 85 50% 70% 78% 80% 88 76.92 100.00 104.00 100.00 103.53
menjadi 90 % di tahun
2019
Program Manajemen Jumlah Tersedianya Rencana
Pembangunan Kesehatan Kabupaten/Kota | Lima Tahun dan
yang memiliki anggaran kesehatan di
rencana lima Kab/Kota
tahun dan 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Baik Baik Baik Baik Baik
anggaran Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota al al al al al
kesehatan
terintegrasi dari
berbagai
sumber
Dokumen Tersedianya dokumen
manajemen manajeman 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00
pembangunan pembangunan kesehatan
kesehatan
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Jumlah

Tersedianya

Rekomendasi rekomendasi monitoring 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 . . . .
monitoring dan | dan evaluasi yang Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/kota Baik Baik Baik Baik Cukup
Evaluasi dihasilkan
Program Standarisasi Sistem Perda Sistem Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Kesehatan Daerah dijadikan rujukan 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Baik Baik Baik Baik Baik
Daerah untuk Perda SKD Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota
Kab/Kota
Akreditasi Meningkatnya jumlah 9 4 35 51
Puskesmas kecamatan yang memiliki Puskes- Puskes- Puskes- Puskes- ; !
minimal 1 puskesmas 0 2 6 mas 12 0 0 mas mas mas Cukup Cukup Baik Baik Baik
yang terakreditasi (4.52%) (2%) (17.58%) (25.37%)
SIK evidence Berfungsinya sistem
based informasi kesehatan 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1
ang evidence based di i i i i
),;mginsi dan 11 Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota | Kab/Kota Baik Cukup Baik Baik Baik
di tahun 2019
Program sumber daya Meningkatnya Tersedianya dokter
kesehatan Rasio dokter dengan ratio 40:100.000 15: 20: 25: 30: 35: 25: 12: 8: 13.93 : 15.9: .
dengan penduduk di tahun 2019 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 Baik Cukup | Cukup | Cukup | Cukup
penduduk
Meningkatnya Tersedianya dokter gigi
Rasio dokter dengan ratio 11:100.000 11: 11: 11: 11: 11: 6: 3: 3: 2.58: 2.65:
gigi dengan penduduk di tahun 2019 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | CukuP | Cukup | Cukup | Cukup | Cukup
penduduk
Meningkatnya Tersedianya dokter
Rasio dokter spesialis dengan ratio . . . . . . . . . .

. i . 3: 4: 4: 4: 5: 1: 3: 4: 6.48 : 5.59: . . . .
spesialis 6:100.000 penduduk di 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | CUkuP | Bak Baik Baik Baik
dengan tahun 2019
penduduk
Meningkatnya Tersedianya bidan
Rasio bidan dengan ratio 74 : 80 : 85 : 90: 95: 129: 67: 64 : 74 78 : .
dengan 100:100.000 penduduk di 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Baik Cukup Cukup Cukup Cukup
penduduk tahun 2019
Meningkatnya Tersedianya perawat
Rasio perawat dengan ratio 117 : 117 117 : 117 : 117 228: 173 118: 219: 217 : Baik Baik Baik Baik Baik
dengan 117:100.000 penduduk di 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
penduduk tahun 2019
Meningkatnya Tersedianya apoteker
Rasio apoteker dengan ratio 10:100.000 7: 8: 8: 9: 9: 2: 8: 4: 12.27 : 14.88: : .
dengan penduduk di tahun 2019 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Cukup Baik Cukup Baik Cukup
penduduk
Meningkatnya Tersedianya sarjana
Rasio sarjana kesmas dengan ratio 8: 10: 17: 23: 29: 6:100.00 11: 17 21.95: 23: ) ) h
kesmas dengan | 35:100.000 penduduk di 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 100.000 Cukup Baik Baik Baik Cukup

penduduk

tahun 2019
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Peningkatan kapasitas

Surat Tanda

Meningkatnya jumlah

sumberdaya aparatur $§§;S$;as' tn‘:gﬁgﬁklfgﬁgfﬁ.a:nﬁzng 1000 1100 1200 1300 1400 1362 1548 3050 4006 3188 | 13620 | 14073 | 25417 | 308.15 | 227.71
Kesehatan Registrasi
Program Promosi Pos Kesehatan Semua Desa memiliki
gz;e;‘:rtj;‘ygzﬂ Desa Z%%&?ﬁ'liﬁ”ngﬁi% 33 48 63 63 93 33 45 35.76 28.58 3115 | 10000 | 9375 | 5676 | 4537 | 33.49
masyarakat
Tatanan Meningkatnya tatanan
keluarga sehat keluarga sehat menjadi 36 42 48 54 60 48 39.9 35.66 33.74 35.68 133.33 95.00 74.29 62.48 59.47
65 % di tahun 2019
Organisasi Meningkatnya organisasi
masyarakat masyarakat yang
memanfaatkan sumber
daya untuk mendukung NA 1 3 4 6 NA 1 11 12 12 NA 100.00 366.67 300.00 200.00
kesehatan menjadi 8
organisasi masyarakat di
tahun 2019
Aparatur Persentase desa yang
pemerintahan yang memanfaatkan
desa dana desa 10% untuk
kegiatan Usaha NA 10 15 25 35 NA 10 27.67 37.24 NA 100.00 | 184.47 | 24556 | 106.40
Kesehatan Berbasis 61.39
Masyarakat (UKBM)
menjadi 45% di tahun
2019
Toga, Toma Meningkatnya jumlah
dan Tokoh adat | model interfensi menjadi
NA 1 1 1 1 NA 1 1 3 4 NA 100.00 100.00 33.33 25.00

5 model interfensi pada
tahun 2019
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TABEL 7 : PAGU DAN REALISASI ANGGARAN APBD

DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU 2014-2018

Uraian

Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan anggaran

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Tahun ke-

Rata-rata pertumbuhan

@

@

®

4

5) Q) 2) 3) 4) 5) (2) ) 3) 4) 5) Anggaran Realisasi

Program Peningkatan
keselamatan ibu melahirkan
dan anak

450,000,000

0 0 0 0 391,985,800 0 0 0 0 87.11 0 90,000,000 78,397,160

Program Peningkatan
pelayanan kesehatan anak
balita

260,000,000

0 0 155,050,500 0 0 0 0 59.63 0 0 0 52,000,000 31,010,100

Program Upaya Kesehatan
Masyarakat

693,620,000

300,000,000

453,000,000

270,000,000

2,456,097,250 287,941,200 152,849,250 65.67 63.75 63.56 56.61 40.20

455,507,200 191,262,000 987,312,231 834,543,450 414,974,376

Program Perbaikan Gizi
Masyarakat

148,700,000

185,000,000

0 0 0 149,591,000 0 92.02 0 0 80.86 0

136,837,400 66,740,000 57,285,680

Program Upaya Kesehatan
Perorangan

423,720,000

179,350,000

437,733,500

161,000,000

136,573,000 282,407,700 94,095,500 213,897,800 139,772,400 35,000,000 66.65 5246 48.86 86.82 2563 267,675,300 153,034,680

Program
Pengadaan,Peningkatan dan
Perbaikan Sarana Dan
Prasarana Puskesmas
/Puskesmas Pembantu dan
Jaringannya.

1,314,600,000

20,000,000,000

19,378,463,071

120,800,000

0 19,378,463,071 119,592,000 0 98.59 0.13 100.00 99.00 0

1,296,092,000 26,004,000 8,162,772,614 | 4,164,030,214

Program
Pengadaan,peningkatan
sarana dan prasarana rumah
sakit/rumah sakit jiwa/rumah
sakit paru-paru/rumah sakit
mata

3,000,000,000

6,073,505,000

300,000,000

0 0 6,056,796,720 296,608,800 0 0 96.98 99.72 98.87 0

2,909,500,000 1,874,701,000 1,852,581,104

Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular

1,745,350,000

1,304,595,000

1,096,211,700

945,945,000

592,198,000 637,202,600 368,677,750 73.61 49.03 58.13 38.97 28.83

1,284,751,773 639,649,200 170,735,300 1,136,859,940 620,203,325

Program Pengembangan
Lingkungan Sehat

120,000,000

200,000,000

678,424,000

626,404,000

277,959,000 48,004,000 286,782,400 82.73 78.50 7.08 45.78 100.00

99,273,900 157,005,500 277,959,000 380,557,400 173,804,960

Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan

4,773,874,000

1,966,564,000

5,574,080,000

1,707,382,000

1,039,080,500 4,526,534,800 1,468,737,605 79.47 88.54 81.21 86.02 49.56

3,793,602,185 1,741,227,184 514,970,800 3,012,196,100 2,409,014,515

Program Pengawasan Obat
dan Makanan

82,000,000

202,000,000

120,153,000

119,275,000

119,275,000 95,139,000 96,684,000 94.72 82.97 79.18 81.06 83.35

77,669,100 167,593,700 99,414,600 128,540,600 107,300,080

Program Kebijakan dan
Manajemen Pembangunan
Kesehatan

558,800,000

971,946,000

858,734,370

1,009,699,000

1,463,450,000 619,292,640 923,625,600 71.05 82.49 7212 91.48 55.44

801,709,800 811,354,900 972,525,874 710,597,068

397,002,400
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Program Standarisasi
Pelayanan Kesehatan

350,000,000

350,000,000

370,800,000

254,074,350

185,151,700

220,034,100

72.59

52.90

59.34

214,160,000

131,852,030

Program Sumber Daya
Kesehatan

846,500,000

794,630,000

488,905,500

175,000,000

444,752,500

533,090,300

273,279,200

25,296,000

52.54

67.09

55.90

14.45

461,007,100

255,283,600

Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

240,450,000

304,300,000

253,760,600

166,800,000

31,800,000

126,894,680

253,363,110

216,934,450

118,097,650

31,800,000

52.77

83.26

85.49

70.80

100.00

199,422,120

149,417,978

Program Promosi Kesehatan
dan Pemberdayaan
Masyarakat

706,110,000

825,000,000

611,125,000

679,213,000

597,182,537

681,608,976

474,943,009

566,817,000

84.57

82.62

77.72

83.45

564,289,600

464,110,304

Program Kemitraan
Peningkatan Pelayanan
Kesehatan

3,000,000,000

2,980,892,000

99.36

600,000,000

596,178,400

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

967,740,000

1,297,020,000

1,617,504,600

1,841,700,000

2,184,500,000

930,878,912

1,248,527,113

1,408,216,174

1,401,754,024

1,386,584,932

96.19

96.26

87.06

76.11

63.47

1,581,692,920

1,275,192,231

Program Peningkatan Disiplin
Aparatur

60,000,000

45,500,000

105,000,000

105,000,000

190,000,000

60,000,000

45,500,000

105,000,000

105,000,000

100.00

100.00

100.00

100.00

101,100,000

63,100,000

Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur

716,150,000

2,465,900,000

880,925,030

2,900,900,000

6,823,823,050

635,560,500

2,200,682,150

846,959,910

2,766,890,093

5,031,496,741

88.75

89.24

96.14

95.38

73.73

2,757,539,616

2,296,317,879
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TABEL 8 : PAGU DAN REALISASI ANGGARAN APBN
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU 2014-2018

Anggaran pada Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan anggaran

Rata-rata pertumbuhan

. Tahun ke-
Uraian
(€N 2 3 @ ©) 1) (2 ) 4 () @ @) ®3) ) ©) Anggaran Realisasi
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis 6,326,846,000 | 4,776,487,000 | 5,240,551,000 | 1,919,076,000 | 2,409,780,000 | 5538,108,999 | 3,127,599,291 | 3,443,640,291 | 1,468,045800 | 1,750,223,596 | 87.53 | 6548 | 6571 | 7650 | 72.63 | 4,134,548,000 | 3,065,523,595
Lainnya Kementerian Kesehatan
Program Pembinaan Kesehatan
Masyarakat 10,343,885,000 | 12,222,165,000 | 24,792,884,000 | 9,881,024,000 | 11,145378,000 | 8,367,795,613 | 4,517,411,200 | 7,924,706,591 | 8,004,636,294 | 8933,395600 | 80.90 | 36.96 | 31.96 | 81.01 | 80.15 | 13,677,067,200 | 7,549,589,078
Program Pembinaan Upaya 2,810,321,800 88.34
Kesehatan 847,524,000 | 3,420,324,000 | 8,401,043,000 | 3,884,636,000 | 3,181,401,000 760,410,280 | 2,157,197,850 | 4,121,510,100 | 2,916,324,624 | +810:32Ls 80.72 | 63.07 | 49.06 | 75.07 : 3,046,985,600 | 2,553,152,931
Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit 7,351,920,000 | 7,499,682,000 | 14,852,154,000 | 4,382,440,000 | 6,715831,000 | 6,161,330,150 | 3,983,601,844 | 7,770,282,050 | 2,496,555,700 | 3,923,440,628 | 83.81 | 53.12 | 52.32 | 56.97 | 5842 | 8,160,405,400 | 4,867,042,074
Program Kefarmasian dan Alat
Kesehatan 1,447,977,000 | 1,013,069,000 | 1,671,518,000 | 1,120,945,000 | 1,724,412,000 | 1444626900 | 872,935300 | 1,474,342,150 | 1,014,153,100 | 1,522,216,995 | 99.77 | 86.17 | 88.20 | 90.47 | 88.27 | 1,395584,200 | 1,265,654,889
Program Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya 0 0 5,562,638,000 | 4,051,739,000 5,995,662,000 0 0 | 1625317400 | 2,776,968,275 | 5.213,412,825 0 0| 2022 | 6854 | 86.95 3,122,007,800 | 1,923,139,700

Manusia Kesehatan
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2.3.1. Indikator Program :
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, program-program yang menjadi target
prioritas pencapaiannya sesuai sasaran adalah :
1. Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak yang ditandai dengan penurunan Angka Kematian
Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)

2. Perbaikan Gizi Masyarakat dan Penurunan Stunting

3. Peningkatan cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

4. Penurunan Angka Kesakitan Tuberculosis (TB)

5. Penuruanan Angka Kesakitan akibat Penyakit Tidak Menular (PTM)
a. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

Penurunan AKI dan AKB merupakan indikator penting untuk menilai seberapa efektif
implementasi program kesehatan di masyarakat. Saat ini, Angka Kematian Ibu
menurun dari 238 per 100.000 kelahiran hidup (tahun 2015) menjadi 137 per 100.000
kelahiran hidup (tahun 2018). Angka kematian bayi turun dari 10 per 1000 kelahiran
hidup (tahun 2015) menjadi 6 per 1000 kelahiran hidup (tahun 2018).

Target yang diharapkan adalah terjadi penurunan yang signifikan yakni di tahun 2024
Angka Kematian lbu mencapai 114/ 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi di
Tahun 2024 diupayakan menjadi 3 /1000 Kelahiran Hidup, namun karena faktor-faktor
yang menjadi akar permasalahan dengan melibatkan sektor lain, maka bila capaian
Angka Kematian Bayi tetap pada 6 / 1000 Kelahiran Hidup di tahun 2024, masih dapat

ditolirir.

b. Program Perbaikan Gizi Masyarakat dan Penurunan Stunting

Penurunan juga terjadi pada prevalensi stunting balita dari 32 % (Pemantauan Status
Gizi 2015) menjadi 30 % (Pemantuaan Status Gizi 2017 ). Berdasarkan hasil tersebut,
masih dibutuhkan upaya penguatan intervensi stunting.

Selain itu telah ditetapkan kabupaten lokasi fokus awal untuk percepatan penurunan
indikator di atas, yakni kabupaten lokus penurunan AKI/ AKB (kabupaten Maluku
Tengah, Maluku Tenggara, Buru), serta lokus stunting yang bertambah menjadi 6
kabupaten (Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru, Seram Bagian
Timur, Maluku Tenggara, Maluku Barat Daya), diharapkan menjadi penggerak
maupun pelopor dalam merubah pengetahuan, dan sikap masyarakat menuju perilaku
dalam peningkatan derajat kesehatan serta mengintegrasikan seluruh daya upaya
kesehatan maupun lintas sektor di lingkup Pemerintahan Provinsi Maluku, untuk

selajutnya semua kasus stunting dapat tertangani dengan baik.

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditandai
dengan Peningkatan Imunisasi Dasar Lengkap
Program imunisasi di Indonesia diklasifikasikan dalam imunisasi wajib dan pilihan.

Imunisasi wajib diberikan kepada sasaran bayi, batita, anak sekolah dasar sederajat
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dan Wanita Usia Subur, terdiri dari imunisasi rutin dan imunisasi tambahan
sedangkan imunisasi pilihan merupakan imunisasi lain yang tidak termasuk dalam
imunisasi wajib, namum penting diberikan pada bayi, anak, dan dewasa.Dari penyakit
menular yang telah ditemukan, sampai saat ini di Indonesia sudah 10 (sepuluh)
macam Yyang diupayakan pencegahannya melalui program imunisasi yang
selanjutnya kita sebut Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I). Sejak
dimulainya program imunisasi di Indonesia pada tahun 1956 dengan imunisasi cacar,
saat ini telah dikembangkan menjadi 8 (delapan) jenis vaksinasi yaitu Hepatitis B,
BCG, OPV/IPV, DPT-HB-Hib, MR, DT, dan Td, untuk bayi baru lahir. Berikut target

indikator program imunisasi :

Tabel. 9. Target dan Realisasi Indikator Imunisasi di Provinsi Maluku
Tahun 2018

No Indikator Target | Realisasi Ket

1. Meningkatnya persentase Desa yang

mencapai  UCI  (Universal  Child Tidak
Imunization) menjadi 78% di Tahun [ 618 Tercapai
2024
2. | Meningkatnya  Cakupan  Imunisasi
Dasar Lengkap menjadi 95,5% di 93 84,9 Tidak
Tahun 2024 Tercapal
3. | Meningkatnya  Cakupan Imunisasi
campak Dosis Ke-2 menjadi 100% di 85 53,6 Tidak
Tahun 2024 Tercapal

1. Meningkatnya persentase Desa yang mencapai UCI (Universal Child Imunization)
menjadi 78% di Tahun 2024
Hasil capaian desa UCI (Universal Child Imunisation) pada tahun 2018 adalah
61,8% sedangkan target yang ditetapkan sebesar 77%. Hal ini berarti target yang
ditetapkan belum tercapai, disebabkan karena beberapa faktor antara lain
kurangnya strategi inovasi dari petugas imunisasi puskesmas dalam pelaksanaan
kegiatan imunisasi di masyarakat, pengembangan puskesmas baru yang tidak di
ikuti dengan penempatan tenaga dan peralatan imunisasi seperti penyediaan

rantai dingin (cold chain).
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Gambar 1. Persentasi Desa Universal Child Imunsation (UCI)
Provinsi Maluku Tahun 2018
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Gambar 2. Persentasi Desa Universal Child Imunsation (UCI)
Kab/Kota Provinsi Maluku Tahun 2018

100.0

80.0 -

60.0 A

40.0 -+

20.0
Tani | Malra | Malte | Buru | Aru SBB SBT | MBD | Burse | Ambo | Tual
mbar ng | n

Series1| 84.0 | 78.1 93.7 | 695 | 547 | 71.7 | 75.0 | 444 | 583 | 68.0 | 83.3

2. Meningkatnya Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap menjadi 95,5% di Tahun 2024
Hasil capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada tahun 2018 sebesar 84,9 %
sedangkan target yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan RI yaitu 93%, hal
ini berarti belum tercapai target yang disebabkan karena adanya indikator HBO
dimasukan dalam perhitungan, ketidaktahuan bidan desa dalam memberikan
imunisasi HBO saat menolong persalinan serta masih adanya penolakan dari

masyarakat yang tidak mau anaknya di imunisasi karena berbagai alasan.
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Gambar 3. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Provinsi Maluku

Tahun 2018
95.0 -
90.0 -
85.0 -
80.0
Target Realisasi
Series1 93.0 84.9

Gambar 4. Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kab/Kota

Tahun 2018

120.0 A
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_ Tani | Malr | Malt | Buru | Aru | SBB | SBT | MBD | Burs | Amb | Tual

mbar| a eng el on

|lSeriesl 110. | 85.8 | 97.7 | 111. | 85.2 | 853 | 26.6 | 43.6 | 79.3 | 86.2 | 933

3. Meningkatnya Cakupan Imunisasi campak Dosis Ke-2 menjadi 100% di Tahun
2024
Hasil capaian Imunisasi Campak/Measles Rubela (MR) sesuai target yang
ditetapkan sebesar 85% dan realisasinya sebesar 53,6%. Hal ini berarti tidak
mencapai target, hal ini disebabkan karena sebagian masyarakat menganggap
pelaksanaan imunisasi hanya dilaksanakan sampai usia 9 bulan, sedangkan
target pemerintah adalah imunisasi lanjutan pada usia 18-24 bulan, kurangnya
sosialisasi dari petugas imunisasi puskesmas sehingga informasi yang ada pada
buku KIA tentang pelaksanaan imunisasi lanjutan tidak terlaksana di masyarakat.
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Gambar 5. Cakupan Imunisasi Campak Dosis ke-2
Provinsi Maluku Tahun 2018
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Gambar 6. Cakupan Imunisasi Campak Dosis ke-2
Kabupaten/Kota Tahun 2018
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Tani | Malr | Malt | Buru | Aru | SBB | SBT | MBD |Burse| Amb | Tual
mbar| a eng | on

M Series1| 19.0 | 25.1 | 67.3 | 50.1 | 685 |103.6| 52.7 | 20.9 | 225 | 49.1 | 40.8

d. Program Penyakit Tidak Menular
Persentase Puskesmas yang melaksanakan PANDU PTM belum mencapai target
yang diharapkan. Dari target 40%, realisasi sebesar 21,6 % atau sebanyak 45 dari
208 Puskesmas. Capaian ini masih lebih rendah dari target program seperti yang
terlihat pada Gambar 7.
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Gambar 7. Persentase Puskesmas yang melaksanakan
pengendalian PTM terpadu Tahun 2018
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TARGET REALISASI

Pencapaian Persentase desa/ kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos
Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM, belum mencapai target yang diharapkan.
Target pada tahun 2018 sebesar 40%, realisasi 30,4 % (377 desa/ kelurahan),

seperti yang terlihat pada Gambar 8

Gambar 8. Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan kegiatan
Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM,
Tahun 2018

TARGET REALISASI

Gambar 9. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan kebijakan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% di sekolah yang
ada di wilayahnya, Tahun 2018

TARGET REALISASI

Gambar 9 memperlihatkan bahwa persentase kabupaten/kota yang
melaksanakan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50%
di sekolah yang ada di wilayahnnya, pada Tahun 2018 ditargetkan
40%, namun realisasinya hanya sebesar 18,1%
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e. Program Pemberdayaan :

1. Desa yang memiliki Pos Kesehatan Desa (53 % ) di Tahun 2024. Poskesdes
merupakan pelayanan kesehatan dasar yang ada di desa. Untuk mengatasi
masalah akses terhadap pelayanan kesehatan, maka poskesdes merupakan
satu solusi. Diharapkan semua desa yang di wilayahnya belum ada pelayanan
kesehatan ( Pustu, Puskesmas, Rumah sakit, dan klinik kesehatan) perlu adanya
poskesdes. Capaian tahun 2019 adalah 31,15 % dan target 53 % tahun 2024.

2. Meningkatnya jumlah kabupaten/ kota yang memiliki minimal 1 kecamatan
dengan Indikator Keluarga Sehat. Hal ini berarti setiap tahun ditargetkan ada
peningkatan jumlah kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 kecamatan dimana
seluruh keluarga yang ada di desa/kelurahan pada kecamatan tersebut telah
mencapai Indikator Keluarga Sehat (IKS). Pada tahun 2018 belum ada
kabupaten/kota yang memiliki minimal 1 kecamatan dengan Indikator Keluarga
Sehat, dan ditargetkan tahun 2024 ada 6 kabupaten/kota yang memiliki minimal
1 kecamatan yang sudah mencapai Indikator Keluarga Sehat.

3. Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan dan penggerakan masyarakat, maka
dikembangkan jumlah model inovasi yang berbasis kearifan lokal dalam
intervensi masalah kesehatan di masyarakat. Adapun jumlah model Intervensi
kesehatan yang ditargetkan pada tahun 2018 adalah 1 model dan terealisasi 4
model. Target tahun 2024 ada 10 model inovasi untuk intervensi masalah

kesehatan.

f. Program Kesehatan Lingkungan

Faktor Lingkungan sangat dominan mempengaruhi status kesehatan masyarakat,
selain faktor Perilaku, Pelayanan Kesehatan dan Keturunan. Pembangunan
kesehatan di indonesia tidak akan berhasil tanpa adanya penyehatan lingkungan
dan pengendalian faktor risiko. Kesehatan Lingkungan di Provinsi Maluku masih
menjadi permasalahan antara lain akses sanitasi dasar (jamban sehat, akses air
minum, pengelolaan limbah rumah rumah tangga, pengelolaan sampah rumah
tangga), sanitasi Tempat-tempat umum (sanitasi RS, puskesmas, sekolah dan
Pasar), serta pengelolaan makanan (jasa bogam restoran, kantin, Depot air minum),
yang belum sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Kondisi ini sangat
mempengaruhi kesehatan masyarakat karena berpotensi menyebabkan penyakit-
penyakit berbasis lingkungan. Berdasarkan capaian indikator kinerja program kesling
tahun 2018, Pencapaian Indikator Kesling untuk indikator desa yang melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat adalah sebanyak 451 Desa (36,7%) dan
ditargetkan pada tahun 2024 sebanyak 600 desa/kelurahan, presentase sarana air
minum yang dilakukan pengawasan yang memenuhi syarat sebanyak 57,7% dan
ditargetkan pada tahun 2024 sebanyak 75%, persentase tempat-tempat umum yang
memenuhi syarat kesehatan sebanyak 81,22%, sedangkan jumlah RS yang

melakukan Pengelolaan Limbah Medis sesuai standar sebanyak 21 RS. Persentase
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Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhi syarat Kesehatan 56,06%,
akses keluarga terhadap jamban sehat sebanyak 72,3% dan ditargetkan pada tahun
2024 sebanyak 80 %.

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan sesuai standar di setiap fasilitas
pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilihat dari persentase penggunaan obat generik
di fasilitas pelayanan kesehatan dasar di kabupaten/kota yang ditargetkan 93% pada
tahun 2018 realisasinya mencapai 95% dan pada tahun 2024 ditargetkan 100%

2.3.2. Indikator Kebijakan
Disamping menetapkan indikator-indikator program, juga ditetapkan indikator kebijakan

2.3.3.

yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah dalam menunjang pelayanan kesehatan

sebagai berikut :

1.

Jumlah Kebijakan yang mendukung PHBS setiap tahun minimal 1 kebijakan di 11
kabupaten/Kota. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan perilaku dilakukan
seseorang untuk memperhatikan kebersihan dan berperilaku sehat maka perlu
advokasi agar dapat menghasilkan kebijakan — kebijakan yang mendukung
kesehatan dalam bentuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati/Walikota, Instruksi
Bupati/Walikota. Surat Keputusan Bupati/Walikota, Surat Edaran/Himbauan
Bupati/Walikota. Dengan capaian tahun 2019 sebanyak 11 kebijakan dan dalam
setiap tahun ditargetkan ada 11 kebijakan PHBS.

Meningkatnya organisasi masyarakat yang memanfaatkan sumberdayanya untuk
mendukung kesehatan menjadi 22 organiisasi masyarakat di tahun 2024. Capaian
ditahun 2019 adalah 12 dan target di tahun 2024 adalah 22.

Presentase desa yang menetapkan peraturan desa tentang pemanfaatan Dana
Desa 10% untuk kegiatan UKBM menjadi 55 % di tahun 2024. Persentase Desa
yang mengalokasikan Dana Desa secara bertahap minimal 10% pada bidang
kesehatan dengan capaian tahun 2019 sebesar 37,24 dan target tahun 2024 adalah
55 %.

Indikator Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Indikator mutu juga ditetapkan untuk meningkatkan kualitas dan terstandarnya

pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan sebagai berikut :

1.

Puskesmas terakreditasi minimal Madya
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi
masyarakat. Pada tahun 2018 ada 34 puskesmas yang terakreditasi madya, dan

tahun 2024 ditargetkan 170 puskesmas.

Rumah Sakit terakreditasi minimal Utama
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas bagi
masyarakat. Pada tahun 2018 belum ada RS yang teraksreditasi utama, dan
ditargetkan pada tahun 2024 ada 15 RS.
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3. Pembiayaan Kesehatan
Terwujudnya UHC (Universal Health Coverage). Adapun capaian tahun 2018 adalah
80,21% dari total penduduk Maluku, dan target tahun 2024 adalah 100%

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kesehatan

2.4.1. Tantangan

2.4.2.

Masih tingginya AKI/ AKB dan Prevalensi Stunting di Maluku tidak terlepas dari berbagai
tantangan maupun peluang di wilayah ini.

Kematian ibu paling banyak terjadi pada periode persalinan dan 24 jam pertama pasca
salin juga pada masa nifas 8-42 hari. Sedangkan kematian bayi paling banyak terjadi
pada 24 jam pertama pasca lahir dan 2-7 hari pasca lahir.

Akses terkait kondisi geografis yang sulit menjadi tantangan tersendiri dalam
mempertahankan kelangsungan hidup ibu dan bayi/ balita karena terlambat mecapai
fasilitas kesehatan maupun rujukan. Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata
akibat jumlah tenaga yang terbatas serta jauhnya wilayah menjadi kurangnya peminat
bagi tenaga kesehatan. Selain itu belum adanya jaminan biaya maupun insentif tenaga
kesehatan yang juga menjadi tantangan tersendiri dalam menghadirkan tenaga

kesehatan di wilayah Maluku.

Peluang :

Kebijakan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mengharuskan keterlibatan Lintas
Sektor/Lintas Program dalam upaya mengatasi masalah kesehatan dan pengintegrasian
program antar OPD menjadi peluang bagi pencapaian target-target kesehatan.
Disamping itu penetapan program — program prioritas nasional yang disertai dengan
pengalokasian anggaran yang memadai pada setiap OPD terkait. Dalam upaya
menciptakan kemandirian masyarakat pemberdayaan masyarakat berperan penting
dalam menurunkan AKI/ AKB maupun stunting  di wilayah yang terbatas tenaga
kesehatannya maupun yang jauh aksesnya.

Masyarakat dijadikan motor penggerak dalam melacak kemungkinan faktor penyulit

dalam kehamilan maupun persalinan serta stunting.
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BAB Il
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

aluku merupakan provinsi yang berciri kepulauan. Kondisi ini menjadi faktor

yang mendeterminasi aktivitas pembangunan dalam berbagai aspek,

termasuk dalam bidang kesehatan. Dalam rangka memudahkan proses

pembangunan, maka berbagai wilayah di Provinsi Maluku telah dikelompokkan ke dalam Gugus

Pulau. Dinas Kesehatan Provinsi Maluku juga sudah mengembangkan gagasan yang sama,

yang disebut sebagai Gugus Pulau Pelayanan Kesehatan, yaiut dengan mengelompokkan

fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan tujuan untuk memperpendek akses
masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan.

Mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, maka

sejumlah masalah yang dihadapi selama ini dapat dipetakan sebagai berikut:

3.1. Identifikasi Permasalahan
Adapun hasil pemetaan masalah yang sementara dan diprediksi akan dihadapi oleh

Dinas Kesehatan Provinsi Maluku kedepan adalah:

1) Distribusi tenaga kesehatan di kabupaten/kota belum merata dan terbatasnya jumlah
tenaga kesehatan tertentu

2) Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan

3) Belum optimalnya implementasi pelayanan kesehatan gugus pulau di kabupaten/kota

4) Masih ada ancaman penyakit menular maupun tidak menular, serta meningkatnya penyakit
degeneratif

5) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)

6) Rendahnya gerakan SUN (Scalling Up Nutrition) untuk perbaikan gizi masyarakat

Pemetaan masalah kesehatan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat dilihat pada
Tabel 10 di bawah ini :
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Tabel 10. PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS

DAN

SASARAN PERANGKAT DAERAH

NO

MASALAH POKOK

MASALAH

AKAR MASALAH

Rendahnya Umur Harapan Hidup

Distribusi tenaga yang
tidak merata dan
terbatasnya jumlah
tenaga kesehatan
tertentu;

Dalam rekruitmen tenaga
kesehatan secara online
Provinsi Maluku merupakan
wilayah yang kurang
diminati

Keterbatasan infrastruktur
dasar dan fasilitas
pendukung di DTPK

Belum adanya rencana
induk mengenai jumlah,
kompetensi, dan produksi
SDMK yang akurat

Belum optimalnya
kualitas pelayanan
kesehatan

Sarana dan Prasarana
yang tersedia di fasilitas
pelayanan kesehatan
masih belum sesuai
standar

Kualitas SDM masih
rendah

Pendanaan untuk bidang
kesehatan belum sesuai
dengan yang diamanatkan
yaitu 10% dari total APBD

Perencanaan yang disusun
secara Bottom Upbelum
terakomodir sesuai
kebutuhan masyarakat

Perencanaan yang disusun
secara Bottom Upbelum
terakomodir sesuai
kebutuhan masyarakat

Belum optimalnya
implementasi
pelayanan kesehatan
gugus pulau di
kabupaten/kota

Masih ada perbedaan
persepsi antara provinsi
dan kabupaten/kota terkait
Defenisih Operasional dan
tujuan pembentukan
pelayanan kesehatan gugus
pulau

Belum optimalnya
pendampingan
implementasi pelayanan
kesehatan gugus pulau
pada kab/kota dengan
anggaran APBD kab/kota

Belum optimalnya
monitoring evaluasi
pelaksanaan pelayanan
kesehatan berbasis gugus
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NO | MASALAH POKOK MASALAH AKAR MASALAH
Masih adanya Belum optimalnya
ancaman penyakit kerjasama lintas sektor
menular maupun dalam pencegahan dan

4 a penyakit tidak menular, penanggulangan penyakit

3 serta meningkatnya menular dan tidak menular

T penyakit degeneratif;

8

= Belum semua petugas

= puskesmas dilatih secara

3_: teknis upaya pencegahan

ZE’ dan pengendalian penyakit.

=)

o

2 Perilaku Hidup Bersih dan

S Sehat belum membudya

%

o Kurangnya kesadaran Belum Optomalnya upaya
masyarakat untuk Pemberdayaan masyarakat
melaksanakan Perilaku yang melibatkan tokoh
Hidup Bersih dan agama,tokoh masyarakat,
Sehat (PHBS); tokoh pemuda dan tokoh

perempuan melalui
5 kegiatan inovasi kearifan
lokal.
Masih rendahnya tingkat
pengetahuan masyarakat
terhadap kesehatan
Rendahnya Gerakan Belum optimalnya
SUN (Scaling Up kerjasama lintas sektor
Nutrition) untuk terkait Gerakan SUN
perbaikan Gizi (Scaling Up Nutrition) untuk
6 Masyarakat perbaikan Gizi

Implementasi Rencana Aksi
Daerah (RAD) belum
berjalan dengan baik.
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3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Pembangunan Provinsi Maluku tahun 2019-2024 merupakan aktualisasi dari visi dan
misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku dalam lima tahun mendatang yang
kemudian dijabarkan lebih lanjut kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk
dapat diimplementasikan melalui program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan
tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis baik global, nasional dan kondisi
obyektif daerah, serta pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Visi Pembangunan Provinsi Maluku, yang merupakan wujud nyata dari Visi Gubernur dan Wakil
Gubernur Maluku periode 2019-2024 yaitu :

“Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam Kesejahteraan
dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan ”

Pernyataan visi diatas mengandung makna sebagai berikut :
Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, mengandung makna :

Seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Maluku harus bebas dari segala bentuk praktek korupsi, kolusi
dan nepotisme serta memiliki kewajiban melayani masyarakat dengan hati yang jujur dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Maluku.

Dinas Kesehatan perlu mengorientasikan perannya untuk mewujudkan Masyarakat Maluku
yang sehat jasmani dan rohani dengan menerapkan nilai-nilai kejujuran, loyalitas, komitmen dan
niat yang baik dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas tanpa memandang
kepentingan, suku, ras, agama dan golongan, serta membangun integritas birokrasi yang transparan

dan akuntabel.
Maluku yang terjamin dalam Kesejahteraan bermakna:

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Gubernur dan Wakil Gubernur beserta seluruh jajaran
pemerintahan Provinsi Maluku, memiliki komitmen kuat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan
masayarakat dan memperkecil kesenjangan sosial dan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah
Provinsi Maluku. Dalam pokok pikiran yang kedua, terlihat pentingnya peran Sektor Kesehatan
untuk membangun kualitas hidup manusia yang sehat sehingga memiliki kemampuan

berpartisipasi dalam berbagai aktivitas pembangunan secara demokratis.

Maluku yang berdaulat atas gugusan kepulauan memiliki makna :

Pengelolaan sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Provinsi Maluku, dilakukan dengan
memanfaatkan segala kewenangan yang ada untuk sebesar-besarnya kesejahteraan seluruh
Masyarakat Maluku. Sektor Kesehatan sebagai salah satu sektor yang mendukung keberhasilan
percepatan pembangunan telah berupaya meningkatkan akses pelayanan Kesehatan bermutu
dengan efisien dan efektif melalui strategi gugus pulau pelayanan kesehatan untuk mewujudkan
tenaga kerja yang sehat dan produktif dalam mendukung pengembangan sektor-sektor

unggulan yang ada pada wilayah pengembangan.
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Untuk menuju pencapaian Visi diatas, maka Misi pembangunan daerah Provinsi Maluku periode 2019-

2024, ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan birokrasi yang dinamis, jujur, bersih dan melayani
Misi ini menggambarkan wujud reformasi birokrasi yang ingin dicapai, baik berupa aparatur
sipil negara (ASN) yang profesional, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,
responsif, kolaboratif dan komunikatif, optimalisasi pelayanan publik, akuntabilitas serta
pengawasan yang intensif.
Kontribusi kesehatan dalam mewujudkan misi tersebut, yaitu dengan mempersiapkan
fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang cepat dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat secara professional.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, murah dan terjangkau

Misi ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan baik guru maupun murid,
ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta memastikan tata kelola penyelenggaraan
pendidikan berbiaya murah dan terjangkau secara merata di seluruh wilayah Maluku. Demikian
halnya dengan sektor kesehatan, dengan misi ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan dokter
dan tenaga medis serta sarana dan prasarana kesehatan secara merata, disamping itu berbiaya
murah dapat dimaknai sebagai bentuk upaya kesehatan yang lebih mengutamakan pada preventif
dan promotif, dan terjangkau di seluruh wilayah kepulauan Maluku dengan dukungan tata kelola
penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang baik, akan memberikan dampak terhadap
meningkatnya kualitas SDM serta kesejahteraan masyarakat.

3. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Maluku yang
dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya
melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya
alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah serta memperhatikan aspek keberlanjutan

lingkungan serta adaptasi perubahan iklim dan mitigasi bencana.

4. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau
Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau, dengan
meningkatkan akses transportasi serta ketersediaan infrastruktur wilayah dan infrastruktur dasar

secara merata dan berkualitas di seluruh wilayah kepulauan Maluku.

5. Meningkatkan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata
Misi kelima bertujuan untuk menjamin stabilitas keamanan yang kondusif secara berkelanjutan
dengan senatiasa membangun kerja sama yang baik dan saling mendukung antara pemerintah
daerah, TNI dan POLRI serta seluruh komponen masyarakat, disertai memperkuat budaya dan
kearifan lokal yang merupakan jati diri orang Maluku dengan senantiasa tetap menghargai

multikulturalisme sehingga dapat memberi landasan yang positif terhadap masuknya investasi serta
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berkembangnya pariwisata daerah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta

khazanah kebudayaan yang beraneka ragam.

6. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, kreatif, mandiri dan berprestasi
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing,
memiliki kreatifitas yang tinggi secara mandiri terutama bagi generasi muda serta mendorong
pencapaian prestasi olahraga melalui pembinaan, penyediaan sarana dan prasarana olahraga.
Disamping itu, misi ini juga menegaskan pembangunan di Maluku tetap memperhatikan dan
memberi ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat termasuk kelompok rentan dengan
prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu tidak seorangpun ditinggalkan ( no one left behind ).
Sumber daya manusia yang berkualitas dapat terwujud bila sejak dalam kandungan telah
dipersiapkan mulai dari mempersiapkan kesehatan calon ibu sebelum menikah, hamil, melahirkan
hingga usia remaja. Sektor kesehatan ikut berperajn penting dalam menciptakan sumber daya
manusia unggul, karena intervensi pelayanan kesehatan dilakukan dengan pendekatan life cycle,

atau siklus hidup sejak dalam kandungan hingga usia tua.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan RI

Visi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Renstra
tahun 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian,
Berlandaskan Gotong Royong”.

Visi ini dilengkapi dengan Misi sebagai berikut:

(1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;

(2) Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya saing;

(3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;

(4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

(5) Memajukan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;

(6) Penegakan Sistem Hukum Yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

(7) Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman Pada Seluruh Warga

(8) Pengelolaan Pemerintah Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya, Sinergi Pemerintah Daerah

dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Mencermati Visi dan Misi di atas, tampak bahwa Kementerian Kesehatan berkomitmen
untuk mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk peduli terhadap kesehatannya di
satu pihak, dan memberikan pelayanan kesehatan secara berkeadilan bagi seluruh lapisan
masyarakat. Untuk mewujudkan Visi dimaksud, maka upaya-upaya peningkatan dalam
membangun kemitraan dan pemberdayaan, pelayanan kesehatan, ketersediaan, pemerataan
dan mutu sumber daya kesehatan, serta tatakelola kepemerintahan yang baik, bersih dan

inovatif.

43|RenStra DinKes



Mengacu pada Visi dan Misi di atas, dan dalam kaitannya dengan kondisi objektif
Provinsi Maluku, maka tantangannya bagi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku adalah bagaimana
mengatasi faktor geografis kepulauan untuk mewujudkan masyarakat Maju Yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong.

3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Maluku merupakan provinsi yang memiliki karakter geografis yang cukup khas, karena
terdiri dari pulau-pulau (kepulauan). Kondisi ini merupakan faktor yang mendeterminasi proses
akselerasi pembangunan dalam berbagai bidang termasuk kesehatan.

Adapun klasifikasi pulau-pulau dilakukan berdasarkan kesamaan sifat tertentu, sehingga
pada akhirnya disepakati adanya 12 (dua belas) Gugus Pulau dan 3 (tiga) kawasan Laut Pulau.
Dimana melalui pola pendekatan demikian, diharapkan:

(1) Masing-masing Gugus Pulau dapat menjadi wilayah mandiri dan mampu memenuhi
kebutuhan utama wilayahnya.

(2) Mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara berkelanjutan.

(3) Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya.

(4) Keterpaduan antar sektor pembangunan melalui proses pemanfaatan ruang dalam rangka
pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

(5) Memudahkan hubungan antar pulau dengan sistem klaster sehingga masyarakat mendapat
semua fasilitas sosial dan ekonomi.

(6) Mengurangi/menghindari potensi konflik kepentingan antar wilayah.

Adapun pewilayahan gugus pulau pada 11 Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Maluku adalah
sebagai beriktut:

(01) Gugus Pulau I, Pulau Buru dengan pusat pelayanan di Kota Namlea, Kota Namrole dan

Kepala Madan;

(02) Gugus Pulau Il, Seram Barat dengan pusat pelayanan di Kota Piru dan Kairatu;

(03) Gugus Pulau Ill, Seram Utara dengan pusat pelayanan di Kota Wahai;

(04) Gugus Pulau IV, Seram Timur dengan pusat pelayanan di Kota Bula dan Werinama;

(05) Gugus Pulau V, Seram Selatan dengan pusat pelayanan di Kota Masohi;

(06) Gugus Pulau VI, Kepulauan Banda dan Teon Nila Serua dengan pusat pelayanan di Kota

Bandaneira;

(07) Gugus Pulau VII, Ambon dan PP Lease dengan pusat pelayanan di Kota Ambon;
(08) Gugus Pulau VI, Kepulauan Kei dengan pusat pelayanan di Kota Tual dan Kota

Langgur;

(09) Gugus Pulau IX, Kepulauan Aru dengan pusat pelayanan di Kota Dobo;
(10) Gugus pulau X, Pulau Tanimbar dengan pusat pelayanan di Kota Saumlaki;
(11) Gugus Pulau Xl, Kepulauan Babar dan Kepulauan Lemola dengan pusat pelayanan di

Kota Tepa dan Tiakur;

(12) Gugus Pulau XlI, Kepulauan PP Terselatan dan Wetar dengan pusat pelayanan di Kota

Wonreli.
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Dalam rangka menjabarkan pendekatan Gugus Pulau di bidang kesehatan, maka Dinas
Kesehatan Provinsi Maluku telah mengembangkan gagasan yang sama, terutama dengan
maksud untuk mengatasi keterpencilan, yaitu dengan cara (a) mendekatkan pelayanan
kesehatan; (b) memperkuat jaringan pelayanan kesehatan termasuk upaya rujukan serta
manajemen pelayanan kesehatan; (c) meningkatkan kemampuan dan mutu pelayanan; dan (d)
meningkatkan kemampuan dan peran serta masyarakat; (d) mengoptimalkan sumber daya
kesehatan termasuk SDM.

Berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, maka 56 gugus pelayanan kesehatan yang
berada di wilayah 12 gugus pulau, dimana disetiap gugus pelayanan kesehatan tersebut
terdapat 1 (satu) fasilitas kesehatan yang menjadi pusat gugus dari beberapa fasilitas
pelayanan kesehatan satelit, sebagaimana lampiran 1.

Persyaratan dan prosedur dalam penerapan strategi gugus pulau bidang Kesehatan
diatur secara umum dan ditetapkan dengan Peraaturan Gubernur No. 23 tahun 2018 agar
dapat di adaptasi oleh masing — masing kabupaten/Kota di provinsi Maluku.

Tatalaksana penerapan strategi gugus pulau di bedakan menjadi 4 tatalaksana
berdasarkan fungsi dan peran masing — masing fasilitas kesehatan.

1. Tata laksana Rujukan Program atau Upaya Kesehatan Masyarakat Sekunder di tingkat
Gugus
a. Pusat Gugus adalah Puskesmas rawat inap yang telah ditetapkan oleh pemerintah

Kabupaten/ kota.

b. Fungsi dan Peran Pusat Gugus adalah melaksanakan upaya kesehatan masyarakat
rujukan atau sebagai rujukan program.

c. Kegiatan — kegiatan utama yang dapat dilakukan pusat gugus dalam menjalankan peran
sebagai rujukan program adalah sebagai berikut:

= Melaksanakan pembinaan dan pengendalian terkait dengan upaya Kesehatan

masyarakat esensial dan UKM pengembangan termasuk obat tradisional dan UKP
primer di tingkat gugus.

= Melakukan pelacakan dan segera melaporkan ke Dinas Kesehatan Kab/ kota jika

terjadi Krisis kesehtan seperti bencana, KLB, wabah atau peningkatan kasus di
wilayah yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pusat gugus.

= Perencanaan, penyelenggaraan, pendampingan Pemantauan dan pengawasan

upaya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat pada tingkat gugus
- Memfasilitasi terbentuknya rumah tunggu, desa siaga, posyandu dan posbindu.
- Monev rumah tunggu, desa siaga, posyandu dan posbindu
- Memberikan rekomendasi untuk peningkatan partisipasi masyarakat.
- Pembinaan kader-kader pemberdayaan masyarakat (posyandu, MTBSM, juru
malaria dusun,
- Menjadi pusat KIE di tingkat gugus
= Memberikan rekomendasi kepada sub gugus dan satelit gugus yang masuk dalam

binaannya.
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2. Tata laksana Rujukan Kasus atau Upaya Kesehatan Perorangan Rujukan di tingkat

Gugus Pulau

a.

Pusat Gugus adalah Rumah Sakit Umum Daerah tipe D Pratama atau Puskesmas

rawat inap yang ada di wilayah suatu gugus pulau.

Fungsi dan peran Pusat Gugus adalah Upaya Kesehatan perorangan sekunder atau

rujukan kasus.

Untuk mendukung pelaksanaan rujukan berjenjang, pusat gugus harus mempunyai

kerjasama dengan masing — masing unit di fasilitas kesehatan rujukan yang

dituangkan dalam standar prosedur operasional

Menyediakan pelayanan bank darah

Kegiatan Utama yang dapat dilakukan adalah

= Memberikan pelayanan Kesehatan perorangan sekunder /rujukan kasus yang
berkualitas.

= Memberikan pelayanan kesehatan perorangan sekunder/ rujukan kasus melalui

telemedicine.

3. Tata laksana Rujukan pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan

a.

Pusat Gugus adalah Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan

RSUD tipe D Pratama yang ada di wilayah gugus pulau.

Fungsi dan peran pusat gugus adalah:

= Peningkatan kapasitas satelit gugus

= Mengelola data ketenagaan untuk pusat gugus

= Rumah Sakit berperan sebagai tempat magang Klinis bagi bidan, perawat dan
dokter baru

Kegiatan-kegiatan Utama yang dapat dilakukan adalah

= Supervisi Suportif untuk masing — masing program

»= Monitoring dan evaluasi, pendampingan, konsultasi, magang

* memperbaharui data ketenagaan secara rutin di tingkat gugus (Jumlah, pelatihan
yang pernah didapat)
Sebagai pusat tempat pelatihan, dan pertemuan

4. Tatalaksana Pusat Logistik, Manajemen dan Sistem Informasi Kesehatan

a.

Pusat Gugus adalah puskesmas rawat inap yang telah di tetapkan oleh pemerintah

daerah.

Fungsi dan peran pusat gugus adalah:

= Perencanaan, monitoring dan evaluasi obat di tingkat gugus.

= Perencanaan, monitoring dan evaluasi upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat esensial dan pengembangan di tingkat gugus

= Mengelola SIP (Sistem Informasi Puskesmas) tingkat gugus

= Memfasilitasi Manajemen Puskesmas tingkat gugus
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Melakukan tata kelola yang baik terhadap tahapan-tahapan pengelolaan limbah
B3 yang timbul, termasuk pengurangan, penyimpanan, pengangkutan,

pengolahan, penguburan dan/atau penimbunan limbah B3.

c. Kegiatan-kegiatan Utama yang dapat dilakukan adalah

Memfasilitasi penyusunan perencanaan dan monitoring evaluasi pemakaian
obat, vaksin dan PKRT di tingkat gugus.

Menjadi pusat logistik bagi satelit gugus (penitipan dan buffer stock)
Mengkoordinir pembelian obat dari dana kapitasi JKN di tingkat gugus

Menjadi tempat perawatan dan perbaikan alat (physical Asset Management
Center) di tingkat gugus.

Mendampingi dan mengkoordinir penyusunan, Renstra, PTP - RUK, RPK, DTPS
Kibbla

Mendampingi pelaksanaan minilokakarya bulanan dan triwulanan di satelit gugus
yang masuk dalam wilayah binaanya.

Mengumpulkan dan menganalisa data di tingkat gugus

- Laporan bulanan tanpa analisa (termasuk laporan mingguan P2P)

- Laporan triwulan dengan analisa

Melakukan monitoring program di tingkat gugus

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024

merupakan kondisi aktual hasil sintesa fakta-fakta permasalahan pembangunan kesehatan

yang perlu diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan kesehatan dan

berdampak bagi keberlanjutan pembangunan sesuai tujuan penyelenggaraan pemerintahan

daerah di masa yang akan datang.

Mengacu pada analisis permasalahan kesehatan yang ada, maka Isu strategis Bidang

Kesehatan tahun 2019 — 2024 dirumuskan sebagai berikut :

1. Akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah

2. Terbatasnya sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan yang sesuai standar

3. Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan pendayagunaan tenaga

kesehatan yang belum merata.

4. Masih kurangnya promosi kesehatan dan pembedayaan masyarakat,

Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan
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BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bidang Kesehatan

4.1.1. Tujuan

Meningkatkan Kualitas Kesehatan Murah dan Terjangkau

4.1.2. Sasaran
Adapun sasaran pembangunan kesehatan adalah meningkatkan akses pelayanan
kesehatan yang bermutu dan merata bagi masyarakat Maluku melalui :
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan pendistribusian tenaga kesehatan yang berkualitas di setiap gugus
kesehatan
Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan sesuai standar yang telah ditetapkan

Meningkatkan upaya promotif dan preventif

Tabel berikut adalah indikator-indikator yang ditetapkan sebagai parameter untuk
mengukur hasil implementasi dari tercapainya tujuan dan sasaran bidang kesehatan
guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Disamping indikator utama sesuai tabel tersebut, terdapat indikator program dan
kegiatan sebagaimana ada pada lampiran II.
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TABEL 11 : TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KESEHATAN PROVINSI
MALUKU 2020 - 2024

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja
2019 2020 2021 2022 2023 2024
Meningkatnya .
Kualitas kMuear“tnagSkatkan Angka Kematian
1 | Kesehatan Ibu per 100,000 127 125 123 121 119 116
pelayanan ; .
Murah dan K kelahiran hidup
3 esehatan
Terjangkau
Angka Kematian
Neonatan (AKN)
per 1000 Kelahiran 4 4 4 4 4 4
Hidup
Prevalensi balita
gizi kurang (%) 8 7,5 7 6,5 6 <5
Temuan Kasus
Baru TB (%) 70 75 80 85 87 90
Cakupan Desa/
Kelurahan
mengalami KLB
yang dilakukan 100 100% 100% 100% 100% 100%
penyelidikan
epidemiologi < 24
jam (%)
Ef,/'(:)s's Kesehatan 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Persentasi
Merokok pada
Penduduk Usia 10 9,1% 9,1% 9,0% 8,90% 8,80% 8,7%
- 18 Tahun
Meningkatkan
sarana dan
prasaran RS yang
kesehatan terakreditasi 0 2 5 11 13 15
sesuai standar Utama
yang telah
ditetapkan
Meningkatnya
jumlah puskesmas 77 125 148 154 165 170
yang terakreditasi
Madya
Meningkatkan
Upaya Cakupan ASI
Preventif dan eksklusif (%) 50 53 56 59 62 65
Promotif
Imunisasi Dasar
Lengkap (%) 90 93,5 94 94,5 95 95,5
Meningkatkan
Pendistribusian
Tenaga
Kesehatan Rasio dokter 40 : 36: 37: 38: 39: 40:
Yang dengan penduduk 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000
Berkualitas di
Setiap Gugus
Pulau
Eﬁ;;;ﬁgﬂgg an 6: 7 8: 9: 10: 11:
P 9 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000

penduduk

49|RenStra DinKes




BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI
Untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata maka strategi yang
dilakukan adalah :
Optimalisasi implementasi pelayanan kesehatan gugus pulau di kabupaten/kota
Peningkatan ketersediaan SDM Kesehatan yang berkualitas
Peningkatan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang sesuai standar

A\

Peningkatan upaya promotif dan preventif

5.2. Arah Kebijakan
Adapun Kebijakan Pembangunan Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 adalah:
1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau
2. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia menuju sumber daya manusia

Maluku yang unggul

Adapun sinkronisasi antara Visi dan Misi Kepala Daerah dalam meningkatkan pelayanan

kesehatan di 5 (lima) tahun ke depan dapat dilihat pada Tabel 12.
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TABEL 12

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

Maluku yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani, Terjamin Dalam

VIS Kesejahteraan dan Berdaulat atas Gugusan Kepulauan
Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan,
MiISI I M .
urah dan Terjangkau
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
Meningkatkan Meningkatkan kualitas Optimalisasi implementasi 1. Peningkatan kualitas
kualitas pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan pelayanan
kesehatan yang gugus pulau di kesehatan yang
murah dan kabupaten/kota merata dan
terjangkau terjangkau

Penguatan Fungsi Pusat
Gugus Pelayanan
Kesehatan

Meningkatkan distribusi
tenaga kesehatan yang
berkualitas di setiap
gugus pulau

Peningkatan ketersediaan
SDM Kesehatan yang
berkualitas

Meningkatkan sarana
dan prasarana kesehatan
sesuai standar

Peningkatan ketersediaan
sarana, prasarana, obat
dan alat kesehatan sesuai
standar

Meningkatkan Upaya
promotif dan preventif

Penguatan promosi
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat

2. Peningkatan kualitas

dan kapasitas
sumber daya
manusia menuju
sumber daya
manusia yang
unggul
Peningkatan kualitas dan
kapasitas sumber daya
manusia menuju sumber
daya manusia yang unggul

Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan yang
merata dan terjangkau

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa apabila sasaran maupun strategi dan arah kebijakan

yang dilaksanakan untuk mencapai Misi ke-2 terlaksana dengan baik, maka akan

menjawab tujuan dari Misi ke-6, dimana sumber daya manusia yang berkualitas dapat

terwujud bila sejak dalam kandungan telah dipersiapkan mulai dari mempersiapkan kesehatan

calon ibu sebelum menikah, hamil, melahirkan hingga usia remaja. Dalam hal ini Sektor

kesehatan ikut berperajn penting guna menciptakan sumber daya manusia unggul, karena

intervensi pelayanan kesehatan dilakukan dengan pendekatan life cycle, atau siklus hidup sejak

dalam kandungan hingga usia tua.
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BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

emahami perkembangan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas

Kesehatan Provinsi Maluku beserta jajarannya, dan berdasarkan realitas

kondisi kesehatan dan situasi masyarakat Maluku, dengan mengacu pula
pada hasil analisis lingkungan strategis, maka rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2020 — 2024 dapat dikemukakan sebagai
berikut:

6.1. Rencana Program

Rencana Program Pembangunan Kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2020-2024 pada
Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, meliputi:
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur.
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Kesehatan
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.
Progam Upaya Kesehatan Masyarakat.

© © N o g wDh R

Program Upaya Kesehatan Perorangan.

[EEN
o

. Program Perbaikan Gizi Masyarakat.

=
[N

. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular.

=
N

. Program Pengembangan Lingkungan Sehat.

=
w

.Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya.

14. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana rumah sakit/rumah sakit

jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata.

15. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.

16. Program Pengawasan Obat dan Makanan.

17. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

18. Program Sumber Daya Kesehatan.

19. Pogram Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

20. Program Manajemen Pembangunan Kesehatan.

21. Program Standardisasi Pelayanan Kesehatan.

6.2. Kegiatan
Mengacu pada program-program pelayanan kesehatan yang telah teridentifikasi di atas,

maka berbagai kegiatan sebagai implikasi penjabaran program dimaksud adalah sebagai
berikut:
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1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang terdiri dari kegiatan:
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

~ o a oo

Penyediaan makanan dan minuman rapat

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

5 «Q

Rapat-rapat Koordinasi/ Konsultasi ke luar daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis perkantoran
j. Rapat-rapat Koordinasi/ Konsultasi dalam daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari kegiatan:
. Pengadaan peralatan gedung kantor
. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

a
b

c. Pengadaan mebeleur

d. Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional
e. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Z «Q

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
i. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
j. Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan Siknas Online Bidang Kesehatan

k. Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang terdiri dari kegiatan:
a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

b. Pengadaan pakaian olahraga

4. Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur
a. Pengujian Kesehatan Berobat Lanjut bagi Aparatur

b. Peningkatan Profesionalisme

(@)

. Sumpah Janiji Jabatan Fungsional

o

. Bimbingan Teknis Kepegawaian

5. Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan
a. Orientasi tenaga kesehatan bagi dr/drg PTT serta tenaga kesehatan lain
b. Sosialisasi dokter spesialis
c. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
d. Penyelenggaraan Kordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan

e. Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia
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6. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak yang terdiri dari kegiatan:

a.

b.

Pelatihan dan pendidikan penanganan Ibu melahirkan dan bayi antara lain:

- Penanganan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar bagi Tim PONED Puskesmas gugus.

- Orientasi District Tim Problem Solving (DTPS) dan Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir dan
Anak (KIBBLA)

- Peningkatan Kapasitas petugas dalam Asuhan Persalinan Normal di pusat gugus
DTPK.

- Orientasi Pemerhati KIA dalam Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin dan bayi
baru lahir.

- Orientasi SDM Pelayanan Maternal Neonatal

- Orientasi Pembentukan Fasilitator AMP Tingkat Provinsi

- Orientasi MDN dan Surveilens Kematian Maternal Neonatal

- Pendampingan AMP Dari Provinsi ke Kabupaten Lokus

- Pertemuan Penguatan Implementasi Pelayanan Masa Sebelum Hamil (Termasuk
Kohor Usia Reproduksi)

- Penguatan Penyelia Fasilitatif Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir

- Orientasi Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial

- Orientasi Pemanfaatan Buku KIA

- Orientasi pelayanan Kesehatan Reproduksi Masa Sebelum Hamil (Calon Pengantin
dan Pasangan Usia Subur)

- Orientasi Konseling dan Pelayanan KB

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga

7. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, terdiri dari kegiatan:

a.

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita antara lain:

- Orientasi MTBS bagi dokter umum, perawat/bidan di Pusat Gugus

- Orientasi MTBS bagi kader di Pusat Gugus

- Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan dalam tatalaksana neonatus essensial
- Orientasi Manajemen Terpadu Balita Sakit

Penyuluhan kesehatan anak balita

8. Program Upaya Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari kegiatan:

a.
b.

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi

Peningkatan kapasitas petugas dalam pelayanan kesehatan lanjut usia.

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat yang terdiri dari kegiatan:

a.

Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi mikro lainnya

Penyusunan peraturan daerah ASI Eksklusif dan Pemanfaatan Garam Beryodium

. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam penanganan masalah gizi.

Monitoring pemberian suplementasi gizi bumil n balita

Pelatihan konseling PMBA untuk End user
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f.

g.
h.
i.

Pelatihan pencegahan dan tatalaksana gibur pd anak untuk lokus stunting
Pelaksanaan surveilans gizi menggunakan e-PPGBM

Orientasi Analisis dan pemanfaatan data surveilans gizi
Pertemuan desiminasi hasil surveilans gizi prov Maluku

10. Program Upaya Kesehatan Perorangan yang terdiri dari kegiatan:

a.

Peningkatan kemampuan teknis pengelola pelayanan kesehatan BPRS di Rumah Sakit
dan Puskesmas.

Peningkatan kapasitas teknis petugas laboratorium Puskesmas.

Sewa Rumah Singgah untuk pasien rujukan luar provinsi

Pembangunan Rumah Sakit Mobile dengan Sistem Sailing Medical Services (SMS)

11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, terdiri dari kegiatan:

a.

-~ o 2 0o T

= Q@

= 2 v o >

—
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Z.

Penanggulangan Krisis Kesehatan

Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan wabah

Penemuan penderita secara aktif terintegrasi dengan PIS-PK

Penyisiran Kasus Tb di Rumah Sakit kab/Kota dengan surveilans aktif

Penggunaan TCM untuk deteksi dini Tuberkulosis

Penerapan mandatory Notifikasi

Pembentukan jejaring PPM Tuberkulosis dan Koalisi Organisasi Profesi

Pelaksanaan Sweeping Imunisasi

Pelaksanaan Drop Out Follow Up (DOFU)

Pelaksanaan Sustainable Outreach Services (SOS)

Peningkatan partisipasi masyarakat melalui media KIE (poster, leaflet, radio spot, dll)
Advokasi kepada Pemerintah Daerah untuk dukungan pembiayaan

Melengkapi status imunisasi melalui skrining imunisasi pada penerimaan siswa baru
(PAUD,TK,SD/sederajat, SMP/sederajat)

Pelaksanaan EVM (Effective Vaccine Management)

Umpan balik hasil capaian prog. ke Kab/Kota

Verifikasi rumor KLB ke Kab/Kota dan puskesmas

Penyusunan Rencana Kontigensi untuk setiap keadaan Bencana

Evaluasi penggunaan kelambu berinsektisida di masyarakat

IRS di desa dg API > 20 dan pengendalian vektor lain dengan pemanfaatn dana desa
Diagnosa dini dan pengobatan tepat

Pemberdayaan masyarakat

Skrining malaria pada semua Bumil pada K1

Eliminasi Malaria per pulau

Workhsop upaya berhenti merokok

Orientasi dalam manajemen pelayanan terpadu Penyakit Tidak Menular di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama

Deteksi kanker leher Rahim dan kanker payudara di Kabupaten/Kota

aa. Orientasi penanggulangan gangguan indera dan fungsional

bb. Deteksi dini gangguan indera
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cc. Survey Kusta

dd. Bimbingan Teknis Petugas Kusta

ee. Orientasi Manajemen dan Tatalaksana Kesehatan Jiwa di FKTP

ff. Pembekalan Kader Deteksi Dini Faktor Risiko PTM di Daerah

gg. Workshop Upaya berhenti merokok di FKTP

hh. Peningkatan Kapasitas Petugas Layanan Konseling dan Tes HIV di Fasyankes

ii. Peningkatan Kapasitas Petugas Layanan Perawatan Dukungan dan Pengobatan HIV di
Fasyankes

. Program Pengembangan Lingkungan Sehat yang terdiri dari kegiatan:
Orientasi 5 Pilar STBM di Provinsi

Bimbingan Teknis STBM di Kabupaten/Kota

Orientasi Pengawasan Kualitas Air Minum

Monitoring Evaluasi Sarana Air Minum di Kabupaten Kota
Sosialisasi Kabupaten Kota Sehat di Provinsi

-~ ® a0 T p

Penguatan Forum KKS di 2 Kabupaten Kota
Orientasi Pengelolaan Limbah Medis Fasyankes di Provinsi

= Q@

Monitoring Evaluasi Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Kota

. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
a. Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat (BPJS) PNS / TNI / POLRI / Mandiri

.Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya, terdiri dari kegiatan:
a. Pembangunan Puskesmas.
b. Rehabilitasi sedang/berat Puskesmas.
c. Pembangunan Puskesmas Pembantu.
d. Pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Puskesmas.
e

Pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas Pembantu.

. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit
jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata yang terdiri dari kegiatan:
a. Pembangunan/rehabilitasi Rumah Sakit.

b. Pengadaan sarana, prasarana dan alat kesehatan di Rumah Sakit.

. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan yang terdiri dari kegiatan:
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Distribusi Vaksin

Peningkatan mutu penggunaan obat rasional

a
b
c. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
d
e. Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

f.

Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan
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17. Program Pengawasan Obat dan Makanan yang terdiri dari kegiatan:
a. Peningkatan mutu sarana usaha rumah tangga makanan dan pengawasan serta
pembinaan instalasi farmasi Puskesmas
b. Peningkatan mutu sarana Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik di Kab/Kota
c. Peningkatan pemberdayaan konsumen/ mayarakat di bidang obat dan makanan

d. Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya

18. Program Sumber Daya Kesehatan yang terdiri dari kegiatan:

a. Orientasi tenaga kesehatan bagi dr/drg PTT serta tenaga kesehatan lain
Sosialisasi dokter spesialis
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
Penyelenggaraan Kordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan
Penyelenggaraan Program Internsip Dokter Indonesia

-~ 0o 2 0o T

Peningkatan kapasitas tenaga Medis, Paramedis di wilayah terpencil dan tertinggal

19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat yang terdiri dari kegiatan:
a. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
b. Sosialisasi Perda Kawasan Tanpa Rokok
c. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat melalui Pembentukan Tim PHBS di organisasi
kemasyarakatan dan keagamaan
d. Pelatihan penyuluhan kesehatan bagi tenaga kesehatan di Pusat Gugus

e. Pengembangan desa PHBS percontohan

f. Pelatihan kader Posyandu

g. Penggerakan dan pemberdayaan Pamong Saka Bhakti Husada

h. Peningkatan kapasitas petugas promosi kesehatan antara lain dalam:

- Pelatihan pengelola pengobatan tradisional jenis ramuan dari laut dan pesisir pantai
- Pelatihan/Sosialisasi program kesehatan kerja
- Pelatihan/Sosialisasi penyelenggaraan kesehatan olahraga.

i. Pelatihan penyegaran Pelatih Dokter Kecil tingkat Kab/Kota

20. Program Manajemen Pembangunan Kesehatan yang terdiri dari kegiatan:
Pertremuan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Rapat Kerja Kesehatan Daerah

a
b

c. Forum Organisasi Perangkat Daerah

d. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

e. Penyusunan rencana kerja anggaran dan program pembangunan
f. Pemutakhiran Data Bidang Kesehatan

g. Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Kualitas Data Rutin dan ASDK

21. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari kegiatan:
a. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan minimal bidang kesehatan

b. Sosialisasi/advokasi Sistem Kesehatan Daerah Berbasis Kepulauan
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Adapun alokasi anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2019-2024 yang ada pada
Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan UPTD (Balai Laboratorium Kesehatan, Balai

Kesehatan Paru Masyarakat dan Balai Pelatihan dan Penelitian Kesehatan) dapat dilihat
pada tabel 13 sampai dengan Tabel 16 di bawah ini:
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Tabel 13

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Kesehatan

Provinsi Maluku

Unit
Kerj
Indikator P;;‘:g
Kinerja Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan kat Lokasi
Tujuan, Data 8 13 Prog! & Daerah
Capaian Penang
Tujuan Sasaran Kode Progre.lm dan Sasaran, pada Tahun gung-
Kegiatan Program Awal Jawab
(outcome)
dan Kegiatan Tahun-awal 2019 Tahun-1 2020 Tahun-2 2021 Tahun-3 2022 Tahun-4 2023 TS 20;‘;};%';""5' AKHIR
(output) SD SD sD SD SD sD
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 -20
Kualitas kualitas
Kecal |
pelay
Murah dan kesehatan
Terjangkau
17,235,804,750 14,138,224,900 31,309,975,553 34,299,224,334 34,558,935,549 36,301,806,587
Program Menurunkan
Peningkatan angka
Keselamatan kematian lbu Dinkes
Ibu Melahirkan menjadi 132 127 FALSE 125 123 121 119 116
dan Anak 116/100.000 1,185,108,700 5,984,643,290 7,701,125,455 6,624,931,727 7,001,603,316 Promal
KH di tahun
2024
Orientasi ANC
terpadu dan PNC 0 APBD 256,024,300 DAK 304,164,420 APBD 319,372,641 APBD 335,341,273 APBD 352,108,337 APBD
Orientasi kader
kesehatan, guru
PAUD/TK/RA
tentang buku
KIA d timulasi
Setahag oSt 0 APBN 239,065,700 DAK 288,429,435 | APBN 302,850,907 | APBN 317,993,452 | APBN 333,893,125 APBN
intervensi dini
tumbuh
kembang
(SDIDTK)
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Orientasi PKPR
dan Manajemen
terpadu
pelayanan
kesehatan
remaja

APBN

246,267,700

DAK

312,999,435

APBN

328,649,407

APBN

345,081,877

APBN

362,335,971

APBN

Penanganan
Obstetri
Neonatal
Emergensi Dasar
bagi Tim PONED
Puskesmas
gugus

APBD

APBD

405,300,000

APBD

425,565,000

APBD

446,843,250

APBD

469,185,413

APBD

Orientasi District
Tim Problem
Solving (DTPS)
dan Kesehatan
Ibu Bayi Baru
Lahir dan Anak
(KIBBLA)

APBD

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,525,000

APBD

243,101,250

APBD

Peningkatan
Kapasitas
petugas dalam
Asuhan
Persalinan
Normal di pusat
gugus DTPK

APBD

APBD

315,000,000

APBD

330,750,000

APBD

347,287,500

APBD

364,651,875

APBD

Orientasi
Pemerhati KIA
dalam Pelayanan
kesehatan ibu
hamil, ibu
bersalin dan bayi
baru lahir

APBN

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Orientasi SDM
Pelayanan
Maternal
Neonatal

APBN

127,570,000

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Orientasi
Pembentukan
Fasilitator AMP
Tingkat Provinsi

APBN

83,944,000

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Orientasi MDN
dan Surveilens
Kematian
Maternal
Neonatal

APBN

10,700,000

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN
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Pendampingan
AMP Dari
Provinsi ke
Kabupaten
Lokus

APBN

62,742,000

APBN

315,000,000

APBN

330,750,000

APBN

347,287,500

APBN

364,651,875

APBN

Pertemuan
Penguatan
Implementasi
Pelayanan Masa
Sebelum Hamil
(Termasuk
Kohor Usia
Reproduksi)

APBN

146,775,000

APBN

262,500,000

APBN

275,625,000

APBN

289,406,250

APBN

303,876,563

APBN

Penguatan
Penyelia
Fasilitatif
Kesehatan lbu
dan Bayi Baru
Lahir

APBN

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Orientasi
Pelayanan
Kesehatan
Neonatal
Esensial

APBN

APBN

262,500,000

APBN

275,625,000

APBN

289,406,250

APBN

303,876,563

APBN

Orientasi
Pemanfaatan
Buku KIA

APBD

APBN

183,750,000

APBD

192,937,500

APBD

202,584,375

APBD

212,713,594

APBD

Orientasi
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
Masa Sebelum
Hamil (Calon
Pengantin dan
Pasangan Usia
Subur)

APBN

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Orientasi
Konseling dan
Pelayanan KB

APBN

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Penanganan
Obstetri
Neonatal
Emergensi Dasar
bagi Tim PONED
Puskesmas
gugus

APBD

APBD

200,000,000

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,500,000

APBD
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Peningkatan
Kapasitas
petugas dalam
Asuhan
Persalinan
Normal di pusat
gugus DTPK dan
DBK

APBD

APBD

200,000,000

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,500,000

APBD

Peningkatan
kapasitas
petugas dalam
pelayanan KB
Pasca Persalinan
di Pusat Gugus

APBD

APBD

200,000,000

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,500,000

APBD

Penguatan AMP
Terintegrasi
Surveilens
Kematian lbu

136,810,000

APBN

APBN

150,000,000

APBN

1,555,000,000

APBN

160,000,000

APBN

165,000,000

APBN

Monev Dalam
Peningkatan
Program Kesga

49,500,000

APBN

APBN

50,000,000

APBN

55,000,000

APBN

60,000,000

APBN

65,000,000

APBN

Orientasi MTBS
di Provinsi

194,100,000

APBN

APBN

200,000,000

APBN

225,000,000

APBN

250,000,000

APBN

300,000,000

APBN

Paket
Pemeriksaan
dan Pengiriman
Skrining
Hipotiroid
Kongenital

94,650,000

APBN

APBN

100,000,000

APBN

110,000,000

APBN

115,000,000

APBN

120,000,000

APBN

Pertemuan
Pembentukan
Sekolah Sehat di
Kota Ambon

29,700,000

APBN

APBN

30,000,000

APBN

35,000,000

APBN

40,000,000

APBN

45,000,000

APBN

Orientasi Teknis
Program
Kesehatan
Keluarga

59,700,000

APBN

APBN

60,000,000

APBN

65,000,000

APBN

70,000,000

APBN

75,000,000

APBN

Orientasi
Pelayanan
Kesehatan
Lansia dan
Geriatri Untuk
Petugas
puskesmas

268,440,000

APBN

APBN

270,000,000

APBN

275,000,000

APBN

280,000,000

APBN

300,000,000

APBN

Koordinasi LP/LS
Kesehatan
Keluarga

176,000,000

APBN

APBN

180,000,000

APBN

185,000,000

APBN

190,000,000

APBN

195,000,000

APBN
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Pelatihan
Pelayanan
kesehatan bagi
korban KTP/A

APBN

12,020,000

APBN

15,000,000

APBN

20,000,000

APBN

25,000,000

APBN

30,000,000

APBN

Program
Peningkatan
Pelayanan
Kesehatan Anak
Balita

Menurunkan
angka
kematian
balita menjadi
7/1000 KH Di
tahun 2024

194,100,000

264,705,000

1,371,300,000

1,439,865,000

1,511,858,250

1,587,451,164

Dinkes
Promal

Orientasi MTBS
bagi dokter
umum,
perawat/bidan
di pusat gugus

APBD

APBD

315,000,000

APBD

330,750,000

APBD

347,287,500

APBD

364,651,875

APBD

Orientasi MTBS
bagi kader di
pusat gugus

APBD

APBD

262,500,000

APBD

275,625,000

APBD

289,406,250

APBD

303,876,563

APBD

Peningkatan
kompetensi
tenaga
kesehatan dalam
tatalaksana
neonatus
essensial

APBD

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,525,000

APBD

243,101,250

APBD

Orientasi
Manajemen
Terpadu Balita
Sakit

194,100,000

APBN

264,705,000

APBN

216,300,000

APBN

227,115,000

APBN

238,470,750

APBN

250,394,288

APBN

Penyuluhan
kesehatan anak
balita

APBD

APBD

157,500,000

APBD

165,375,000

APBD

173,643,750

APBD

182,325,938

APBD

Peningkatan
kapasitas
petugas dalam
pelayanan
kesehatan anak
berkebutuhan
khusus

APBD

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,525,000

APBD

243,101,250

APBD
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Program
Perbaikan Gizi
Masyarakat

Menurunnya
prevalensi
balita gizi
kurang
menjadi <5%
di tahun 2024

8,5

15,512,170,750

7,5

8,715,916,600

9,632,953,575

6,5

10,114,601,254

10,620,331,316

11,151,347,884

Dinkes
Promal

Orientasi tata
laksanan Gizi
Buruk di wilayah
lokus stunting

APBN

378,719,000

DAK

674,804,970

APBN

708,545,219

APBN

743,972,479

APBN

781,171,103

APBN

Konvergensi
Lintas Program
Lintas Sektor
untuk
penurunan
stunting

APBN

417,229,200

DAK

474,596,640

APBN

498,326,472

APBN

523,242,796

APBN

549,404,935

APBN

Penanggulangan
kurang energi
protein (KEP),
anemia gizi besi,
gangguan akibat
kurang yodium
(GAKY), kurang
vitamin A dan
kekurangan zat
gizi mikro
lainnya

APBD

APBD

262,500,000

APBD

275,625,000

APBD

289,406,250

APBD

303,876,563

APBD

Penyusunan
peraturan
daerah ASI
Eksklusif dan
Pemanfaatan
Garam
Beryodium

APBD

APBD

183,750,000

APBD

192,937,500

APBD

202,584,375

APBD

212,713,594

APBD

Peningkatan
kapasitas
petugas
kesehatan dalam
penanganan
masalah gizi

APBD

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,525,000

APBD

243,101,250

APBD
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Monitoring
pemberian
suplementasi
gizi bumil dan
balita

100,000,000

APBN

100,000,000

APBN

183,750,000

APBN

192,937,500

APBN

202,584,375

APBN

212,713,594

APBN

Pelatihan
konseling PMBA
untuk End user

APBN

180,000,000

APBN

361,505,865

APBN

379,581,158

APBN

398,560,216

APBN

418,488,227

APBN

Pelatihan
pencegahan dan
tatalaksana
gibur pada anak
untuk lokus
stunting

APBN

454,000,000

APBN

262,500,000

APBN

275,625,000

APBN

289,406,250

APBN

303,876,563

APBN

Pelaksanaan
surveilans gizi
menggunakan e-
PPGBM

APBN

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Orientasi
Analisis dan
pemanfaatan
data surveilans
gizi

APBN

905,393,000

APBN

183,750,000

APBN

192,937,500

APBN

202,584,375

APBN

212,713,594

APBN

Pertemuan
desiminasi hasil
surveilans gizi
prov Maluku

APBN

239,607,000

APBN

178,500,000

APBN

187,425,000

APBN

196,796,250

APBN

206,636,063

APBN

Pengadaan
makanan
tambahan bagi
bumil KEK dan
balita Kurus

15,412,170,750

DAK

6,040,968,400

DAK

6,447,296,100

DAK

6,769,660,905

DAK

7,108,143,950

DAK

7,463,551,148

DAK
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Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat

Meningkatnya
jumlah
puskesmas
yang
melaksanakan
pelayanan
kesehatan
lanjut usia
menjadi 110
puskesmas di
tahun 2024

55

60

182,937,000

70

680,990,000

80

3,037,594,780

90

3,195,974,520

100

3,361,773,245

110

3,499,361,159

Dinkes
Promal

Peningkatan
Kesehatan
Masyarakat

APBN

DAK

444,880,380

APBN

467,124,399

APBN

490,480,619

APBN

515,004,650

APBN

MONEYV pasca
pelatihan
kesehatan
tradisional

APBN

DAK

245,122,500

APBN

257,378,625

APBN

270,247,556

APBN

283,759,934

APBN

Pengembangan
Kesehatan
Tradisional

APBN

150,000,000

DAK

157,500,000

APBN

165,375,000

APBN

173,643,750

APBN

182,325,938

APBN

Orientasi
penggerakan
aktifitas fisik
(ASN)

APBN

168,491,000

DAK

176,915,550

APBN

185,761,328

APBN

195,049,394

APBN

204,801,864

APBN

Bimbingan
Teknis
Kesehatan Kerja
dan Olahraga

APBN

128,100,000

DAK

134,505,000

APBN

141,230,250

APBN

148,291,763

APBN

155,706,351

APBN

Penilaian Tenaga
Kesehatan
tradisional
Tingkat Provinsi

APBD

APBD

787,500,000

APBD

826,875,000

APBD

868,218,750

APBD

911,629,688

APBD

Peningkatan
kapasitas
petugas dalam
pelayanan
kesehatan lanjut
usia.

APBD

APBD

512,400,000

APBD

538,020,000

APBD

564,921,000

APBD

593,167,050

APBD

Peningkatan
kapasitas
petugas dalam
pelayanan
kesehatan
peduli remaja

APBD

APBD

150,000,000

APBD

157,500,000

APBD

165,375,000

APBD

173,643,000

APBD

Kosultasi Timdal
dan Timlak SP3T

11,031,000

APBN

22,002,000

APBN

25,000,000

APBN

30,000,000

APBN

35,000,000

APBN

4,000,000

APBN
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Penampisan
SP3T

42,616,000

APBN

APBN

45,000,000

APBN

50,000,000

APBN

55,000,000

APBN

60,000,000

APBN

Penggalian
Kearifan Lokal

20,940,000

APBN

APBN

21,987,000

APBN

23,086,350

APBN

24,240,668

APBN

25,452,701

APBN

Pembekalan
Prinsip kerja
yang aman
kepada
masyarakat dan
Batra

21,310,000

APBN

APBN

22,375,500

APBN

23,494,275

APBN

24,668,989

APBN

25,902,438

APBN

Jaringan
Informasi dan
Dokumentasi
Yankestrad

4,700,000

APBN

APBN

4,935,000

APBN

5,181,750

APBN

5,440,838

APBN

5,712,879

APBN

Penilaian
Kelompok
Asuhan Mandiri
Kesehatan
Tradisional
melalui TOGA
dan akupuntur

82,340,000

APBN

APBN

86,457,000

APBN

90,779,850

APBN

95,318,843

APBN

100,084,785

APBN

Rapat koordinasi
pembentukan
griya sehat

APBN

55,516,000

APBN

58,291,800

APBN

61,206,390

APBN

64,266,710

APBN

67,480,045

APBN

Workshop
pembentukan
griya sehat

55,191,000

APBN

57,950,550

60,848,078

63,890,481

67,085,005

Pendampingan
pembentukan
griya sehat

APBN

17,360,000

APBN

18,228,000

APBN

19,139,400

APBN

20,096,370

APBN

21,101,189

APBN

Rapat persiapan
Timdal DAN
Timlak SP3T

APBN

2,015,000

APBN

2,115,750

APBN

2,221,538

APBN

2,332,614

APBN

2,449,245

APBN

Identifikasi
Modalitas
Yankestrad di
kb/kota terpilih

APBN

45,780,000

APBN

48,069,000

APBN

50,472,450

APBN

52,996,073

APBN

55,645,876

APBN

Penilaian
modalitas
kesehatan
tradisional di
griya sehat dan
SP3T

APBN

36,535,000

APBN

38,361,750

APBN

40,279,838

APBN

42,293,829

APBN

44,408,521

APBN

67 |




Program
Pencegahan dan

Meningkatnya
Persentase

Penyakit

kasus Baru TB
(Case
Detection
Rate_
Tuberkulosis)
menjadi 90%
pada tahun
2024

81

70

1,346,597,000

75

3,291,504,600

80

11,283,483,908

85

11,847,658,105

90

12,440,041,011

95

13,062,043,064

Dinkes
Promal

Penanggulangan
Krisis Kesehatan

200,000,000

APBD

APBD

262,500,000

APBD

275,625,000

APBD

289,406,250

APBD

303,876,563

APBD

Peningkatan
Surveilance
Epidemiologi
dan
Penanggulangan
wabah

254,630,000

APBD

APBD

273,000,000

APBD

286,650,000

APBD

300,982,500

APBD

316,031,625

APBD

Penemuan
penderita secara
aktif terintegrasi
dengan PIS-PK

APBN

APBN

315,000,000

APBN

330,750,000

APBN

347,287,500

APBN

364,651,875

APBN

Orientasi
peningkatan
kapasitas SDM
TBC

APBN

138,356,000

DAK

145,273,800

APBN

152,537,490

APBN

160,164,365

APBN

168,172,583

APBN

Penyisiran Kasus
Tb di Rumah
Sakit kab/Kota
dengan
surveilans aktif

APBN

APBN

315,000,000

APBN

330,750,000

APBN

347,287,500

APBN

364,651,875

APBN

Penggunaan
TCM untuk
deteksi dini
Tuberkulosis

APBN

APBN

315,000,000

APBN

330,750,000

APBN

347,287,500

APBN

364,651,875

APBN

Penerapan
mandatory
Notifikasi

APBN

APBN

262,500,000

APBN

275,625,000

APBN

289,406,250

APBN

303,876,563

APBN

Pembentukan
jejaring PPM
Tuberkulosis dan
Koalisi
Organisasi
Profesi

APBN

APBN

262,500,000

APBN

275,625,000

APBN

289,406,250

APBN

303,876,563

APBN
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Pertemuan
Sosialisasi
KOMITE AHLI
Provinsi Maluku
Dalam Rangka
Penanggulangan
Penyakit AFP,
Difteri dan PD3I
Lainnya

APBN

121,171,400

DAK

117,396,300

APBN

123,266,115

APBN

129,429,421

APBN

135,900,892

APBN

Orientasi dalam
rangka
Pelaksanaan
Imunisasi Rutin

APBN

137,330,600

DAK

123,895,800

APBN

130,090,590

APBN

136,595,120

APBN

143,424,875

APBN

Pelaksanaan
Sweeping
Imunisasi

APBN

APBN

346,500,000

APBN

363,825,000

APBN

382,016,250

APBN

401,117,063

APBN

Pelaksanaan
Drop Out Follow
Up (DOFU)

APBN

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Pelaksanaan
Sustainable
Outreach
Services (SOS)

APBN

APBN

183,750,000

APBN

192,937,500

APBN

202,584,375

APBN

212,713,594

APBN

Umpan balik
hasil capaian
prog. ke
Kab/Kota

APBN

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Verifikasi rumor
KLB ke Kab/Kota
dan puskesmas

52,950,000

APBN

36,613,000

APBN

183,750,000

APBN

192,937,500

APBN

202,584,375

APBN

212,713,594

APBN

Penyusunan
Rencana
Kontigensi untuk
setiap keadaan
Bencana

APBN

APBN

262,500,000

APBN

275,625,000

APBN

289,406,250

APBN

303,876,563

APBN

Evaluasi
penggunaan
kelambu
berinsektisida di
masyarakat

APBN

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

69 |




IRS di desa dg
API > 20 dan
pengendalian
vektor lain
dengan
pemanfaatn
dana desa

APBN

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Orientasi
Penatalaksanaan
Diagnosis
Malaria Tingkat
Provinsi Maluku

201,538,000

APBN

205,975,000

DAK

216,273,750

APBN

227,087,438

APBN

238,441,809

APBN

250,363,900

APBN

Pemberdayaan
masyarakat

APBN

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Skrining malaria
pada semua
Bumil pada K1

APBN

APBN

262,500,000

APBN

275,625,000

APBN

289,406,250

APBN

303,876,563

APBN

Eliminasi Malaria
per pulau

APBN

APBN

262,500,000

APBN

275,625,000

APBN

289,406,250

APBN

303,876,563

APBN

Sosialisasi Lintas
Sektor dan
Lintas Program
tentang penyakit
Kusta dan
Frambusia

244,845,000

APBN

187,343,600

DAK

196,710,780

APBN

206,546,319

APBN

216,873,635

APBN

227,717,317

APBN

Survey Kusta

APBN

APBN

157,500,000

APBN

165,375,000

APBN

173,643,750

APBN

182,325,938

APBN

Bimbingan
Teknis Petugas
Kusta

APBN

APBN

171,150,000

APBN

179,707,500

APBN

188,692,875

APBN

198,127,519

APBN

Orientasi
Manajemen dan
Tatalaksana
Kesehatan Jiwa
di FKTP

APBN

127,304,000

DAK

283,500,000

APBN

297,675,000

APBN

312,558,750

APBN

328,186,688

APBN

Pembekalan
Kader Deteksi
Dini Faktor
Risiko PTM di
Daerah

APBN

APBN

443,483,250

APBN

465,657,413

APBN

488,940,283

APBN

513,387,297

APBN

Workshop
Upaya berhenti
merokok di FKTP

APBN

APBN

223,513,500

APBN

234,689,175

APBN

246,423,634

APBN

258,744,815

APBN
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Peningkatan
Kapasitas
Petugas Layanan
Konseling dan
Tes HIV di
Fasyankes

APBN

APBN

284,645,550

APBN

298,877,828

APBN

313,821,719

APBN

329,512,805

APBN

Peningkatan
Kapasitas
Petugas Layanan
Perawatan
Dukungan dan
Pengobatan HIV
di Fasyankes

APBN

APBN

278,724,600

APBN

292,660,830

APBN

307,293,872

APBN

322,658,565

APBN

Orientasi OJT
bagi petugas
kesehatan dalam
pelayanan KTS di
pusat gugus
pulau

APBN

258,055,000

DAK

270,957,750

APBN

284,505,638

APBN

298,730,919

APBN

313,667,465

APBN

Sosialisasi
Program PIE
(Penyakit Infeksi
Emerging)
Tingkat Provinsi

APBN

120,366,000

DAK

126,384,300

APBN

132,703,515

APBN

139,338,691

APBN

146,305,625

APBN

Pengambilan,
Pengiriman
spesimen
Campak/Rubella,
AFP dan PD3|
lainnya ke
Laboratorium
Nasional

4,100,000

APBN

6,000,000

DAK

6,300,000

APBN

6,615,000

APBN

6,945,750

APBN

7,293,038

APBN

Pengembalian
Spesimen Carier
ke Provinsi

4,500,000

APBN

6,000,000

DAK

6,300,000

APBN

6,615,000

APBN

6,945,750

APBN

7,293,038

APBN

WORKSHOP
CBMS dan PD3I
Lainnya

APBN

125,436,000

DAK

131,707,800

APBN

138,293,190

APBN

145,207,850

APBN

152,468,242

APBN

Penyelidikan
Epidemiologi
Kasus Discarded
Campak, AFP
dan PD3l lainnya

35,420,000

APBN

34,270,000

DAK

35,983,500

APBN

37,782,675

APBN

39,671,809

APBN

41,655,399

APBN
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Surveilans Aktif
RS dan Yankes
Swasta
Mingguan,
Surveilans
Campak, AFP
dan PD3I
Lainnya

3,600,000

APBN

7,200,000

DAK

7,560,000

APBN

7,938,000

APBN

8,334,900

APBN

8,751,645

APBN

Asistensi Teknis
Kewaspadaan
Dini Respon KLB

57,805,000

APBN

56,050,000

DAK

58,852,500

APBN

61,795,125

APBN

64,884,881

APBN

68,129,125

APBN

Orientasi
manajemen
terpadu dan
surveilans faktor
risiko PTM

APBN

1,596,730,000

DAK

1,676,566,500

APBN

1,760,394,825

APBN

1,848,414,566

APBN

1,940,835,295

APBN

Bimbingan
Tatalaksana dan
Manajemen P2
Hepatitis dan
PISP

287,209,000

APBN

127,304,000

DAK

163,804,200

APBN

171,994,410

APBN

180,594,131

APBN

189,623,837

APBN

Peningkatan
kapasitas
petugas ISPA
dan diare

APBD

APBD

200,000,000

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,525,000

APBD

Peningkatan
kapasitas
petugas
Puskesmas dan
Rumah Sakit
dalam pelayanan
VCT/ Voluntary
Counseling Test

APBD

APBD

200,000,001

APBD

210,000,001

APBD

220,500,001

APBD

231,525,001

APBD

Peningkatan
kapasitas
petugas khusus
PD3I

APBD

APBD

200,000,002

APBD

210,000,002

APBD

220,500,002

APBD

231,525,002

APBD

Pelatihan
Mikroskopis
Malaria di
Puskesmas Sub
Gugus

APBD

APBD

200,000,003

APBD

210,000,003

APBD

220,500,003

APBD

231,525,003

APBD
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Peningkatan
Kapasitas
pengelola TB
dan petugas
laboratorium
dalam
penanggulangan
8B

Pelatihan
Pengendalian
Penyakit Tidak
Menular (PTM)
dan respon
cepat PTM

Peningkatan
kapasitas
petugas
Pegendalian
DBD di
puskesmas Sub
Gugus

Pelatihan tenaga
teknis untuk
pengelolaan cold
chain

200,000,004

210,000,004

220,500,004

200,000,005

210,000,005

220,500,006

200,000,006

210,000,006

220,500,007
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y
Kualitas
Kesehatan
Murah dan
Terjangkau

kan
Sarana dan
prasarana
kesehatan

sesuai standar
yang telah
ditetapkan

3,833,507,000

3,351,156,293

112,098,130,863

12,703,037,408

13,338,189,276

14,005,098,743

Program Upaya
Kecol

Jumlah

Masyarakat

dengan Luas
Wilayah

administrasi

pemerintah

209

246

1,148,053,000

250

845,749,000

275

2,093,492,100

300

2,198,166,705

325

2,308,075,040

350

2,423,478,792

Penerapan Aspak Dan
Penyusunan
Kebutuhan SPA
Fasyankes

80,000,000

APBN

APBN

84,000,000

APBN

88,200,000

APBN

92,610,000

APBN

97,240,500

APBN

Pertemuan Teknis
Pengelola SPA
Puskesmas

112,000,000

APBN

APBN

117,600,000

APBN

123,480,000

APBN

129,654,000

APBN

136,136,700

APBN

Pertemuan teknis
Pengelolaan SPA
dalam Rangka
Pemenuhan Standar
dan Akreditasi RS
(DEKONSENTRASI)

112,000,000

APBN

APBN

117,600,000

APBN

123,480,000

APBN

129,654,000

APBN

136,136,700

APBN

Pelayanan Kesehatan
Bergerak dalam
Peningkatan Akses
Pelayanan Kesehatan
di DTPK
(DEKONSENTRASI)

528,563,000

APBN

APBN

554,991,150

APBN

582,740,708

APBN

611,877,743

APBN

642,471,630

APBN

Pelaksanaan
Koordinasi, Evaluasi
dan Pelatihan
Pengelolaan Program
Kerjasama antara
Puskesmas,UTD dan
RS dalam Pelayanan
Darah untuk
menurunkan AKI
(DEKONSENTRASI)

194,539,000

APBN

APBN

204,265,950

APBN

214,479,248

APBN

225,203,210

APBN

236,463,370

APBN
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Pertemuan Monev
PIS-PK

120,951,000

APBN

APBN

126,998,550

APBN

133,348,478

APBN

140,015,901

APBN

147,016,696

APBN

Pertemuan Teknis
Penyusunan
Kebutuhan SPA
Berbasis ASPAK

APBN

110,000,000

APBN

115,500,000

APBN

121,275,000

APBN

127,338,750

APBN

133,705,688

APBN

Workshop Tatalaksana
Kasus Rujukan Non
Spesialistik di FKTP

APBN

111,504,000

APBN

117,079,200

APBN

122,933,160

APBN

129,079,818

APBN

135,533,809

APBN

Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan
Bergerak

APBN

288,320,000

APBN

302,736,000

APBN

317,872,800

APBN

333,766,440

APBN

350,454,762

APBN

Pertemuan Evaluasi
Pelayanan Kesehatan
Bergerak

APBN

105,180,000

APBN

110,439,000

APBN

115,960,950

APBN

121,758,998

APBN

127,846,947

APBN

Rapat Internal

APBN

2,182,000

APBN

2,291,100

APBN

2,405,655

APBN

2,525,938

APBN

2,652,235

APBN

Workshop Penguatan
Implementasi PIS-PK

APBN

82,483,000

APBN

86,607,150

APBN

90,937,508

APBN

95,484,383

APBN

100,258,602

APBN

Monitoring dan
Evaluasi PIS-PK di
Kabupaten

APBN

59,680,000

APBN

62,664,000

APBN

65,797,200

APBN

69,087,060

APBN

72,541,413

APBN

Dukungan
Peningkatan Mutu dan
Akreditasi Puskesmas

APBN

86,400,000

APBN

90,720,000

APBN

95,256,000

APBN

100,018,800

APBN

105,019,740

APBN
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Program P d

nya
Peningkatan dan Puskesmas
Perbaikan Sarana dan dengan luas Dinkes
py 225.54 246 0 250 0 275 1,995,000,000 300 2,094,750,000 325 2,199,487,500 350 2,309,461,876
Prasarana wilayah Promal
Puskesmas/Pustu dan administrasi
Jaringannya pemerintahan
Pengadaan sarana dan 0 0 APBD 1,050,000,000 1,102,500,000 1,157,625,000 1,215,506,250
prasarana Puskesmas
Pengadaan, Jumlah RS
Peningkatan dan yang pink
perbaikan saranadan | terakreditasi 20 23 0 25 0 25 472,500,000 25 496,125,000 25 520,931,250 25 546,977,813 proma)
prasarana RS/RSJ/RS menjadi 25 di
Paru dan RS Mata tahun 2024
:E:]g:ﬁ:'l:i:'at’a'at 0 APBD 0 APBD 472,500,000 APBD 496,125,000 APBD 520,931,250 APBD 546,977,813 APBD
Meningkatnya
rasio tempat
Program Upaya .
tidur dengan Dinkes
Kesehat: NA a4 4 4 2 1,526,254, 4
esehatan jumlah 546,973,000 5 | 419,773,000 8 | 101,384,357,905 =0 1,453,575,801 g pleZsse > 1,602,567,320 Promal
Perorangan
penduduk
kab/kota
Peningkatan
kemampuan teknis
pengelola pelayanan
APBD 60,000,000 APBD APBD 1 APBD 457, APBD
kesehatan BPRS di 59,200,000 ,000, 63,000,000 66,150,000 69,457,500 72,930,375 APBD
Rumah Sakit dan
Puskesmas
Peningkatan kapasitas
teknis petugas 0 APBD 0 APBD 210,000,000 APBD 220,500,000 APBD 231,525,000 APBD 243,101,250 APBD
laboratorium
Puskesmas
Sewa Rumah Singgah
untuk pasien rujukan 107,773,000 APBD 107,773,000 APBD 113,161,650 APBD 118,819,733 APBD 124,760,719 APBD 130,998,755 APBD

luar provinsi
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Pembinaan program
indonesia sehat
dengan pendekatan
keluarga di pkms
percontohan

APBN

DAK

247,876,755

APBN

260,270,593

APBN

273,284,122

APBN

286,948,329

APBN

Sosialisasi
pengembangan model
penguatan program
PIS-PK

APBN

DAK

86,719,500

APBN

91,055,475

APBN

95,608,249

APBN

100,388,661

APBN

Pembangunan Rumah
Sakit Mobile dengan
Sistem Sailing Medical
Services (SMS)

APBN

APBN

100,000,000,000

APBN

100.000.000.000

APBN

150.000.000.000

APBN

APBN

Pertemuan Teknis
Penguatan Sistem
Rujukan di Kab/Kota

180,000,000

APBN

APBN

189,000,000

APBN

198,450,000

APBN

208,372,500

APBN

218,791,125

APBN

Pertemuan Teknis
Keselamatan Pasien di
Rumah Sakit

200,000,000

APBN

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Pertemuan Teknis
Pengelolaan SPA
dalam Rangka
Pemenuhan Standar
dan Akreditasi RS

APBN

112,000,000

APBN

117,600,000

APBN

123,480,000

APBN

129,654,000

APBN

136,136,700

APBN

Pembinaan Teknis
Penyelenggaraan
telemedicine

APBN

140,000,000

APBN

147,000,000

APBN

154,350,000

APBN

162,067,500

APBN

170,170,875

APBN
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Program Obat dan
Perbekalan Kesehatan

Meningkatnya
persentase
ketersediaan
obat dan
vaksin di
kab/kota
menjadi 96 %
di tahun 2024

95%

91%

2,138,481,000

92

1,825,659,293

93

4,515,857,108

94

4,741,649,964

95

4,978,732,461

96

5,227,669,084

Dinkes
Promal

Pengadaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan

404,375,000

APBD

389,627,293

APBD

409,108,658

APBD

429,564,091

APBD

451,042,295

APBD

473,594,410

APBD

Distribusi Vaksin

APBD

APBD

220,500,000

APBD

231,525,000

APBD

243,101,250

APBD

255,256,313

APBD

Peningkatan mutu
pelayanan farmasi
komunitas dan rumah
sakit

APBD

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,525,000

APBD

243,101,250

APBD

Peningkatan mutu
penggunaan obat
rasional

APBD

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,525,000

APBD

243,101,250

APBD

Peningkatan
pemerataan obat dan
perbekalan kesehatan

APBD

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,525,000

APBD

243,101,250

APBD

Peningkatan
keterjangkauan harga
obat dan perbekalan
kesehatan

APBD

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,525,000

APBD

243,101,250

APBD

Pengadaan Sarana dan
Prasarana Instalasi
Farmasi

268,949,000

DAK

239,999,000

DAK

251,998,950

DAK

264,598,898

DAK

277,828,842

DAK

291,720,284

DAK
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Penguatan Peran
Tenaga Kesehatan
dalam Rangka
Pembinaan dan
Pengawasan Fasilitas
Pelayanan
Kefarmasian

APBN

128,435,000

APBN

134,856,750

APBN

141,599,588

APBN

148,679,567

APBN

156,113,545

APBN

Sosialisasi & Evaluasi
Pelaksanaan GEMA
CERMAT, dan
Optimalisasi AoC
dalam rangka
mendukung GERMAS
di Kabupaten/ Kota
Provinsi

APBN

457,330,000

APBN

480,196,500

APBN

504,206,325

APBN

529,416,641

APBN

555,887,473

APBN

Meningkatkan
Kapasitas SDM Dalam
Pengelolaan Obat dan
Perbekalan Kesehatan
serta Penerapan E-
Logistik di Instalasi
Farmasi
Provinsi/Kab/Kota

APBN

148,575,000

APBN

156,003,750

APBN

163,803,938

APBN

171,994,134

APBN

180,593,841

APBN

Workshop E - Monev
Katalog dalam
Mendukung
Perencanaan
Kebutuhan Obat (RKO)

APBN

128,435,000

APBN

134,856,750

APBN

141,599,588

APBN

148,679,567

APBN

156,113,545

APBN

Melaksanakan
Monitoring
Ketersediaan Obat dan
Vaksin

APBN

222,800,000

APBN

233,940,000

APBN

245,637,000

APBN

257,918,850

APBN

270,814,793

APBN

Pembinaan Sarana
Produksi dan Distribusi
Kefarmasian

APBN

110,458,000

APBN

115,980,900

APBN

121,779,945

APBN

127,868,942

APBN

134,262,389

APBN

Menngkatkan
Kemampuan Sdm
Dalam Implementasi
Fornas Dan Analisis
Farmakoekonomi Di Rs

135,035,000

APBN

APBN

141,786,750

APBN

148,876,088

APBN

156,319,892

APBN

164,135,886

APBN
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Sosialisasi, Evaluasi
Pelaksanaan Gema
Cermat, Dan
Optimalisasi Aoc
Dalam Rangka
Mendukung Germas Di
Kab/Kota/Prov

345,810,000

APBN

APBN

363,100,500

APBN

381,255,525

APBN

400,318,301

APBN

420,334,216

APBN

Mengimplementasikan
E Logistik Di Instalasi
Farmasi
Provinsi/Kab/Kota

171,300,000

APBN

APBN

179,865,000

APBN

188,858,250

APBN

198,301,163

APBN

208,216,221

APBN

Workshop E-Monev
Katalog Dalam
Mendukung
Perencanaan
Kebutuhan Obat (Rko)
Dan Sipnap Untuk Unit
Layanan

155,175,000

APBN

APBN

162,933,750

APBN

171,080,438

APBN

179,634,459

APBN

188,616,182

APBN

Melaksanakan
Monitoring
Ketersediaan
Obat,Vaksin Dan Hasil
Capaian Program
Pelayanan
Kefarmasian Di
Fasyankes

115,300,000

APBN

APBN

121,065,000

APBN

127,118,250

APBN

133,474,163

APBN

140,147,871

APBN

Membiayai
Pendistribusian Dan
Pengemasan Kembali
Obat Dan Perbekalan
Kesehatan Di Instalasi
Farmasi

384,152,000

APBN

APBN

403,359,600

APBN

423,527,580

APBN

444,703,959

APBN

466,939,157

APBN

Peningkatan
Kemampuan Sdm
Dalam Melakukan
Monitoring Perizinan
Sarana Produksi Dan
Distribusi Kefarmasian

158,385,000

APBN

APBN

166,304,250

APBN

174,619,463

APBN

183,350,436

APBN

192,517,957

APBN
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Meningkatnya
persentase
produk alkes
dan PKRT
yang
Program Peng; hi Dinkes
Obat dan Makanan persyaratan 85% REcK © 087 259,975,000 0,89 1,636,923,750 020 1,718,769,938 0,93 804708 855 0o 1,894,943,857.3 Promal
keamanan,
mutu dan
manfaat
menjadi 95%
di tahun 2024

Peningkatan mutu
sarana usaha rumah
tangga makanan dan
pengawasan serta
pembinaan instalasi
farmasi Puskesmas

0 APBD 0 APBD 340,987,500 APBD 358,036,875 APBD 375,938,719 APBD 394,735,655 APBD

Peningkatan mutu
sarana Pedagang
Besar Farmasi (PBF) 0 APBD 0 APBD 340,987,500 APBD 358,036,875 APBD 375,938,719 APBD 394,735,655 APBD
dan Apotik di
Kab/Kota

Peningkatan
pemberdayaan
konsumen/ mayarakat 0 APBD 0 APBD 340,987,500 APBD 358,036,875 APBD 375,938,719 APBD 394,735,655 APBD
di bidang obat dan
makanan

Peningkatan
pengawasan
keamanan pangan dan
bahan berbahaya

Workshop
peningkatan
penggunaan alat
kesehatan dalam 0 APBN 148,575,000 APBN 156,003,750 APBN 163,803,938 APBN 171,994,134 APBN 180,593,841 APBN
negeri dalam
implementasi instruksi
presiden

0 APBD 0 APBD 340,987,500 APBD 358,036,875 APBD 375,938,719 APBD 394,735,655 APBD

melaksanakan inspeksi
sarana produksi alkes 0 APBN 111,400,000 APBN 116,970,000 APBN 122,818,500 APBN 128,959,425 APBN 135,407,396 APBN
dan PKRT
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y
Kualitas

Kesehatan
Murah dan
Terjangkau

Upaya
Preventif dan
Promotif

3,903,534,000

3,552,205,300

11,577,972,020

12,156,870,622

12,764,714,151

13,402,949,864

Program Promosi
Kesehatan dan
Pemberdayaan

masyarakat

Meningkatnya
jumlah
kabupaten/kota
yang memiliki
minimal 1
kecamatan
dengan indikator
keluarga sehat

31,15

32

2,847,070,000

36

1,516,231,800

40

6,298,224,575

44

6,613,135,804

48

6,943,792,593

52

7,290,982,225

Dinkes
Promal

Pengembangan media
promosi dan informasi
sadar hidup sehat

APBD

APBD

283,037,475

APBD

297,189,349

APBD

312,048,816

APBD

327,651,257

APBD

Pameran Kesehatan

129,775,000

APBN

APBN

197,519,700

APBN

207,395,685

APBN

217,765,469

APBN

228,653,743

APBN

Sosialisasi Perda
Kawasan Tanpa Rokok

0

APBD

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,525,000

APBD

243,101,250

APBD

Penyuluhan
masyarakat pola hidup
sehat melalui
Pembentukan Tim
PHBS di organisasi
kemasyarakatan dan
keagamaan

APBD

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,525,000

APBD

243,101,250

APBD

Pelatihan penyuluhan
kesehatan bagi tenaga
kesehatan di Pusat
Gugus

APBD

APBD

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,525,000

APBD

243,101,250

APBD

Pengembangan desa
PHBS percontohan
PHBS dan Desa Siaga

APBD

120,098,000

DAK

126,102,900

APBD

132,408,045

APBD

139,028,447

APBD

145,979,870

APBD

Pelatihan kader
Posyandu

APBD

APBD

262,500,000

APBD

275,625,000

APBD

289,406,250

APBD

303,876,563

APBD

Penggerakan dan
pemberdayaan
Pamong Saka Bhakti
Husada

APBD

182,386,800

DAK

210,000,000

APBD

220,500,000

APBD

231,525,000

APBD

243,101,250

APBD

Pelatihan pengelola
pengobatan tradisional
jenis ramuan Dari laut
dan pesisir pantai

APBN

APBN

315,000,000

APBN

330,750,000

APBN

347,287,500

APBN

364,651,875

APBN
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Pelatihan/Sosialisasi
program kesehatan
kerja

APBN

APBN

315,000,000

APBN

330,750,000

APBN

347,287,500

APBN

364,651,875

APBN

Pelatihan/Sosialisasi
penyelenggaraan
kesehatan olahraga

APBN

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Pelatihan penyegaran
Pelatih Dokter Kecil
tingkat Kab/Kota

APBN

APBD

315,000,000

APBN

330,750,000

APBN

347,287,500

APBN

364,651,875

APBN

Penyusunan rencana
operasional dengan LS
terkait dukungan
germas di kab/kota

65,597,000

APBN

100,132,000

APBN

105,138,600

APBN

110,395,530

APBN

115,915,307

APBN

121,711,072

APBN

Forum Koordinasi
Dengan LS Terkait
Pelaksanaan Germas di
Kab/Kota

65,750,000

APBN

APBN

69,037,500

APBN

72,489,375

APBN

76,113,844

APBN

79,919,536

APBN

Koordinasi Dalam
Rangka Penggerakan
Masyarakat

68,050,000

APBN

APBN

71,452,500

APBN

75,025,125

APBN

78,776,381

APBN

82,715,200

APBN

Koordinasi LS/LP terkait
Pemanfaatan Dana
Desa untuk Kesehatan

113,456,000

APBN

APBN

119,128,800

APBN

125,085,240

APBN

131,339,502

APBN

137,906,477

APBN

Advokasi Untuk
Mendorong Kebijakan
Prioritas Pemanfaatan
Dana Desa Untuk
Kesehatan di Kab
Tahun 2020

57,310,000

APBN

APBN

60,175,500

APBN

63,184,275

APBN

66,343,489

APBN

69,660,663

APBN

Sosialisai Prioritas
Pemanfaatan Dana
Desa Untuk Kesehatan
Tahun 2019

56,146,000

APBN

APBN

58,953,300

APBN

61,900,965

APBN

64,996,013

APBN

68,245,814

APBN

Implementasi Model
Intervensi Promkes

55,742,000

APBN

APBN

58,529,100

APBN

61,455,555

APBN

64,528,333

APBN

67,754,749

APBN

Penyebarluasan
Informasi Kesehatan
Melalui Media di
Provinsi

684,180,000

APBN

400,000,000

APBN

500,000,000

APBN

525,000,000

APBN

551,250,000

APBN

578,812,500

APBN

Melaksanakan dan
Partisipasi dalam
Pameran

129,775,000

APBN

APBN

150,000,000

APBN

157,500,000

APBN

165,375,000

APBN

173,643,750

APBN

Penggerakan
Masyarakat

1,010,699,000

APBN

APBN

1,061,233,950

APBN

1,114,295,648

APBN

1,170,010,430

APBN

1,228,510,951

APBN
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Melakukan Advokasi
Untuk mendorong
Kebijakan PHBS di
Kab/Kota

99,472,000

APBN

APBN

104,445,600

APBN

109,667,880

APBN

115,151,274

APBN

120,908,838

APBN

Penggalangan
Organisasi Masyarakat
Untuk Mendukung
Kesehatan di Kab/Kota

56,660,000

APBN

APBN

59,493,000

APBN

62,467,650

APBN

65,591,033

APBN

68,870,584

APBN

Penggalangan Dunia
Usaha Untuk
Mendukung Kesehatan
di Kab/Kota

56,660,000

APBN

APBN

59,493,000

APBN

62,467,650

APBN

65,591,033

APBN

68,870,584

APBN

Dukungan Pelaksanaan
Strategis Promkes

50,880,000

APBN

APBN

53,424,000

APBN

56,095,200

APBN

58,899,960

APBN

61,844,958

APBN

Rapat Koordinasi
Pokjanal Posyandu
Tingkat Provinsi

17,928,000

APBN

APBN

18,824,400

APBN

19,765,620

APBN

20,753,901

APBN

21,791,596

APBN

Rapat Koordinasi
Pokjanal Posyandu
Tingkat Kab/Kota

55,600,000

APBN

APBN

58,380,000

APBN

61,299,000

APBN

64,363,950

APBN

67,582,148

APBN

Rapat Berkala SBH di
Provinsi

17,790,000

APBN

APBN

18,679,500

APBN

19,613,475

APBN

20,594,149

APBN

21,623,856

APBN

Rapat Koordinasi SBH
Tingkat Kab/Kota

55,600,000

APBN

APBN

58,380,000

APBN

61,299,000

APBN

64,363,950

APBN

67,582,148

APBN

Pertemuan Forum
Germas di Provinsi dan
Kab/Kota

APBN

124,720,000

APBN

130,956,000

APBN

137,503,800

APBN

144,378,990

APBN

151,597,940

APBN

Forum Komunikasi
Pelaksanaan Germas
Lintas Sektor

APBN

131,325,000

APBN

137,891,250

APBN

144,785,813

APBN

152,025,103

APBN

159,626,358

APBN

Implementasi
Kebijakan Germas di
Kab/Kota

APBN

26,086,000

APBN

27,390,300

APBN

28,759,815

APBN

30,197,806

APBN

31,707,696

APBN

Konsultasi Lintas
Program/Lintas Sektor
Terkat ke Pusat

APBN

39,484,000

APBN

41,458,200

APBN

43,531,110

APBN

45,707,666

APBN

47,993,049

APBN

Sosialisasi/Koordinasi
LP/LS Terkait Kebijakan
Pelaksanaan Posyandu

APBN

135,060,000

APBN

141,813,000

APBN

148,903,650

APBN

156,348,833

APBN

164,166,274

APBN

Pertemuan Koordinasi
Pokjanal Posyandu
Tingkat Provinsi

APBN

34,055,000

APBN

35,757,750

APBN

37,545,638

APBN

39,422,919

APBN

41,394,065

APBN

Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Percepatan Penurunan
Stunting Melalui
Posyandu

APBN

222,885,000

APBN

234,029,250

APBN

245,730,713

APBN

258,017,248

APBN

270,918,111

APBN
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Program Pencegahan
dan Pengendalian
Penyakit

Kabupaten/kota
dengan puskesmas
yang
menyelenggarakan
Upaya Berhenti
Merokok

230,448,000

1,996,369,620

2,096,188,101

10

2,200,997,506

11

2,311,047,383

Peningkatan partisipasi
masyarakat melalui
media KIE (poster,
leaflet, radio spot, dll)

APBN

APBN

262,500,000

APBN

275,625,000

APBN

289,406,250

APBN

303,876,563

APBN

Advokasi kepada
Pemerintah Daerah
untuk dukungan
pembiayaan

APBN

APBN

183,750,000

APBN

192,937,500

APBN

202,584,375

APBN

212,713,594

APBN

Melengkapi status
imunisasi melalui
skrining imunisasi pada
penerimaan siswa baru
(PAUD,TK,SD/sederajat,
SMP/sederajat)

APBN

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Pelaksanaan EVM
(Effective Vaccine
Management)

APBN

APBN

183,750,000

APBN

192,937,500

APBN

202,584,375

APBN

212,713,594

APBN

Workhsop upaya
berhenti merokok

APBN

APBN

157,500,000

APBN

165,375,000

APBN

173,643,750

APBN

182,325,938

APBN

Orientasi dalam
manajemen pelayanan
terpadu Penyakit Tidak
Menular di Fasilitas
Kesehatan Tingkat
Pertama

APBN

APBN

315,000,000

APBN

330,750,000

APBN

347,287,500

APBN

364,651,875

APBN

Deteksi Dini CA Serviks
dan payudara

230,448,000

APBN

APBN

211,369,620

APBN

221,938,101

APBN

233,035,006

APBN

244,686,756

APBN
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Orientasi
penanggulangan

gangguan indera dan 0 APBN 0 APBN 210,000,000 APBN 220,500,000 APBN 231,525,000 APBN 243,101,250 APBN
fungsional
Deteksi dini gangguan
indera 0 APBN 0 APBN 262,500,000 APBN 275,625,000 APBN 289,406,250 APBN 303,876,563 APBN
Program
Pengembangan :
Lingkungan Sehat Mer.ungkatnya
jumlah
desa/kelurahan Dinkes
yang §=2 500 | g56,016,000 520 | 5 035,073,500 SL0 3282 372,823 Sy 3,447,546,717 220 3,619,924,052 580 | 3 800,920,256 Promal
melaksanakan
STBM menjadi
600 di tahun 2024
Advokasi 5 Pilar STBM
LS LP Tingkat Provinsi 126443000 | APBN 251,510,800 DAK 193,812,675 APBN 203,503,309 APBN 213,678,474 APBN 224,362,398 APBN
Bimbingan Teknis
STBM di 0 APBN 0 APBN 171,150,000 APBN 179,707,500 APBN 188,692,875 APBN 198,127,519 APBN
Kabupaten/Kota
Orientasi Pengawasan
Kualitas Air Minum
0 APBN 0 APBN 131,250,000 APBN 137,812,500 APBN 144,703,125 APBN 151,938,281 APBN
Monitoring Evaluasi
Sarana Air Minum di 0 APBN 190,934,000 | APBN 171,150,000 APBN 179,707,500 APBN 188,692,875 APBN 198,127,519 APBN
Kabupaten Kota
Sosialisasi Kabupaten
Kota Sehat di Provinsi 0 APBD 0 APBD 105,000,000 APBD 110,250,000 APBD 115,762,500 APBD 121,550,625 APBD
Penguatan Forum KKS
di 2 Kabupaten Kota SEGTAAED APBN 201,672,000 | APBN 171,150,000 APBN 179,707,500 APBN 188,692,875 APBN 198,127,519 APBN
Orientasi Pengelolaan
Limbah Medis
Fasyankes di Provinsi 136843000 | APBN 0 105,000,000 APBN 110,250,000 APBN 115,762,500 APBN 121,550,625 APBN
Pemantauan dan
Pengawasan Limbah 0 APBN 80,485,700 DAK 154,783,650 APBN 162,522,833 APBN 170,648,974 APBN 179,181,423 APBN

Medis
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Peningkatan kapasitas
tenaga kesling
puskesmas pusat gugus
dan Rumah Sakit

APBD

APBD

171,150,000

APBD

179,707,500

APBD

188,692,875

APBD

198,127,519

APBD

Praktek Implementasi
Pasar Sehat di
Kabupaten

50,520,000

APBN

APBN

53,046,000

APBN

55,698,300

APBN

58,483,215

APBN

61,407,376

APBN

Orientasi Pengawasan
Internal Seluruh Pelaku
Masyarakat, SD,
SMP/Sederajat

190,013,000

APBN

APBN

199,513,650

APBN

209,489,333

APBN

219,963,799

APBN

230,961,989

APBN

Rapat Persiapan

1,660,000

APBN

APBN

1,743,000

APBN

1,830,150

APBN

1,921,658

APBN

2,017,740

APBN

Monev Kesling

35,060,000

APBN

APBN

36,813,000

APBN

38,653,650

APBN

40,586,333

APBN

42,615,649

APBN

Peningkatan Kualitas
Kesling Dalam Rangka
Pencapaian Indikator
Kesling

105,888,000

APBN

APBN

111,182,400

APBN

116,741,520

APBN

122,578,596

APBN

128,707,526

APBN

Honor Koordinator
STBM Provinsi

31,248,000

APBN

APBN

32,810,400

APBN

34,450,920

APBN

36,173,466

APBN

37,982,139

APBN

Rapat Koordinasi
Kesling Di Provinsi

17,550,000

APBN

APBN

18,427,500

APBN

19,348,875

APBN

20,316,319

APBN

21,332,135

APBN

Pendampingan
Intervensi Kesling
Dalam Peningkatan
Kualitas Kesling

74,720,000

APBN

APBN

78,456,000

APBN

82,378,800

APBN

86,497,740

APBN

90,822,627

APBN

Inspeksi Kesehatan
Lingkungan/Assesment
TPM di Terminal A dan
B

APBN

29,150,000

APBN

30,607,500

APBN

32,137,875

APBN

33,744,769

APBN

35,432,007

APBN

Orientasi Penjamah
Makanan di terminal A
danB

APBN

28,074,000

APBN

29,477,700

APBN

30,951,585

APBN

32,499,164

APBN

34,124,122

APBN
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Workshop Pembinaan
TPM di Terminal A
danB

0 APBN

128,932,000

APBN

135,378,600

APBN

142,147,530

APBN

149,254,907

APBN

156,717,652

APBN

Sosialisasi Penilaian
Kantin OPD

0 APBN

21,544,000

APBN

22,621,200

APBN

23,752,260

APBN

24,939,873

APBN

26,186,867

APBN

Implementasi Pasar
Sehat di Provinsi

0 APBN

120,645,000

APBN

126,677,250

APBN

133,011,113

APBN

139,661,668

APBN

146,644,752

APBN

Oreintasi STBM di
Pondok Pesantren

0 APBN

74,133,000

APBN

77,839,650

APBN

81,731,633

APBN

85,818,214

APBN

90,109,125

APBN

Monitoring dan
Evaluasi dalam rangka
surveilans kualitas Air
Minum

0 APBN

190,934,000

APBN

200,480,700

APBN

210,504,735

APBN

221,029,972

APBN

232,081,470

APBN

Orientasi STBM
Bencana

0 APBN

84,482,000

APBN

88,706,100

APBN

93,141,405

APBN

97,798,475

APBN

102,688,399

APBN

Orientasi Lima Pilar
STBM di Sekolah

0 APBN

221,002,000

APBN

232,052,100

APBN

243,654,705

APBN

255,837,440

APBN

268,629,312

APBN

Pertemuan
Penyusunan/ Review
Strategi Sanitasi
Pemukiman Kab/Kota
(SSK)

0 APBN

247,247,000

APBN

259,609,350

APBN

272,589,818

APBN

286,219,308

APBN

300,530,274

APBN

Bimbingan Teknis/
Monev Terpadu
Kesehatan Lingkungan

0 APBN

165,228,000

APBN

173,489,400

APBN

182,163,870

APBN

191,272,064

APBN

200,835,667

APBN

88|RenStra DinKes




Meningkat
nya
Kualitas
Kesehatan
Murah dan
Terjangkau

Meningkatkan
Pendistribusi
an Tenaga
Kesehatan yg
Berkualitas di
setiap gugus
pulau

3,711,890,000

3,634,202,000

15,644,566,900

5,926,795,245

6,223,135,007

6,534,291,759

Program Sumber Daya
Kesehatan

Tersedianya dokter
dengan ratio
40:100.000
penduduk di tahun
2024

15.9:
100.000

40:
100.00

3,711,890,000

36:
100.00

3,634,202,000

37:
100.00

14,899,066,900

38:
100.000

5,144,020,245

98
100.000

5,401,221,257

40:
100.000

5,671,282,321

Dinkes
Promal

Sosialisasi dokter
spesialis

APBD

APBD

181,650,000

APBD

190,732,500

APBD

200,269,125

APBD

210,282,581

APBD

Peningkatan pelayanan
kesehatan masyarakat

APBD

APBD

183,750,000

APBD

192,937,500

APBD

202,584,375

APBD

212,713,594

APBD

Penyelenggaraan
Kordinasi dan Fasilitasi
Pengembangan Tenaga
Kesehatan

APBD

APBD

367,500,000

APBD

385,875,000

APBD

405,168,750

APBD

425,427,188

APBD

Penyelenggaraan
Program Internsip Dokter
Indonesia

APBD

APBD

183,750,000

APBD

192,937,500

APBD

202,584,375

APBD

212,713,594

APBD

Peningkatan kapasitas
tenaga Medis dan
Paramedis di wilayah
terpencil dan tertinggal

APBD

APBD

10,000,000,000

APBD

10.000.000.000

APBD

10.000.000.000

APBD

15.000.000.000

APBD

Pelatihan Komunikasi
Perubahan Perilaku

187,146,000

APBN

426,352,000

APBN

447,669,600

APBN

470,053,080

APBN

493,555,734

APBN

518,233,521

APBN

Pelatihan Manajemen
Puskesmas

976,728,000

APBN

1,701,516,000

APBN

1,786,591,800

APBN

1,875,921,390

APBN

1,969,717,460

APBN

2,068,203,332

APBN

Pelatihan Keluarga Sehat

1,861,394,000

APBN

666,041,000

APBN

699,343,050

APBN

734,310,203

APBN

771,025,713

APBN

809,576,998

APBN

Workshop Perhitungan
Kebutuhan Sdmk Tingkat
Provinsi

157,850,000

APBN

APBN

165,742,500

APBN

174,029,625

APBN

182,731,106

APBN

191,867,662

APBN

Workshop Penyusunan
Dokumen Perencanaan
Kebutuhan Sdm
Kesehatan Di Provinsi

158,300,000

APBN

154,750,000

APBN

162,487,500

APBN

170,611,875

APBN

179,142,469

APBN

188,099,592

APBN
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Pemutahiran Data

Tingkot Proving] APBN PEEEI APBN 342,161,400 APBN 359,269,470 APBN 377,232,944 APBN 396,094,591 APBN
277,946,000
Fasilitasi Dan APBN APBN 116,655,000 APBN 122,487,750 APBN 128,612,138 APBN 135,042,744 APBN
Penyempurnaan Data 111,100,000 e e e (i
91,800,000
Finalisasi Data Dokumen
Deskripsi APBN 0 APBN 762,300 APBN 800,415 APBN 840,436 APBN 882,458 APBN
726,000

Pelatihan penguji
kompetensi jabatan 0 APBN APBN 261,003,750 APBN 274,053,938 APBN 287,756,634 APBN 302,144,466 APBN

N 248,575,000
fungsional kesehatan

Tercapainnya
Program Standarisasi Standar Pelayanan Dinkes

100 100 0 100 ) 100 745,500,000 100 782,775,000 ## 821,913,750 100 863,009,438 Promal

Kesehatan 100%

Evaluasi pelaksanaan

) 0 APBD 0 APBD 325,500,000 APBD 341,775,000 APBD 358,863,750 APBD 376,806,938 APBD
SPM di Kab/Kota

Sosialisasi Sistem
Kesehatan Daerah 0 APBD 0 APBD 210,000,000 APBD 220,500,000 APBD 231,525,000 APBD 243,101,250 APBD
Berbasis Kepulauan

Pertemuan Evaluasi
Standar pelayanan 0 APBD 0 APBD 210,000,000 APBD 220,500,000 APBD 231,525,000 APBD 243,101,250 APBD
Minimal
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Meningkat

Meningkatkan

nya tata kelola,
Kualitas pembiayaan
Kesehatan dan sistem 20,887,185,750 21,961,545,038
Murah dan informasi 8,054,347,000 17,377,936,000 (g i 23,065,872,291 24,237,665,910
Terjangkau kesehatan
Program
peningkatan pelayanan Jumlah Masyarakat
kesehatan Miskin yang Dinkes
tercover layanan 12,200,000,000 12,810,000,000 13,450,500,000 14,123,025,000 14,829,176,250 inke
4,803,568,000 Promal
Kesehatan
Kemitraan asuransi APBD
kesehatan masyarakat (24.20
(BPJS/PNS/TNI/POLRIMa 17.404 4,803,568,000 APBD 12,200,000,000 6 12,810,000,000 APBD 13,450,500,000 APBD 14,123,025,000 APBD 14,829,176,250 APBD
ndiri JIWA)
Program Ber
Pembangunan sistem informasi
VI 1 1
evidence based di 11 11 Kab/ 11 Kab/ 11 Kab/ 11 Dinkes
Provinsi dan 11 Kab/Kota Kota 876,429,000 [ 697,925,000 it Kota 2,405,126,700 Kab/Kota 2,555,383,035 Kaba/Kot 2,689,402,187 Kaba/Kot 2,842,372,298 Promal
Kab/Kota di tahun
2024
Bimtek DAK dan SPM 0 APBN 299,000,000 DAK 287,752,500 APBN 302,140,125 APBN 317,247,131 APBN 333,109,488 APBN
Bidang Kesehatan
Konsultasi/Konsulidasi
DAK ke Pusat 87,000,000 DAK 60,800,000 DAK 76,110,300 DAK 79,915,815 DAK 83,911,606 DAK 88,107,186 DAK
Pertemuan Pra
Penyusunan RKA DAK DAK 236,918,000 DAK 248,763,900 DAK 261,202,095 DAK 274,262,200 DAK 287,975,310 DAK
236,918,000
Tahun 2021
Rapat Kerja Kesehatan
Daerah 450,000,000 APBD 0 APBD 650,000,000 APBD 700,000,000 APBD 750,000,000 APBD 800,000,000 APBD
Forum Organisasi 0 APBD [ APBD 170,100,000 APBD 178,605,000 APBD 187,535,250 APBD 196,912,013 APBD
Perangkat Daerah
pM;:;Z";:g evaluasi dan 0 APBD 0 APBD 171,150,000 APBD 179,707,500 APBD 188,692,875 APBD 198,127,519 APBD
Penyusunan rencana
kerja anggaran dan 0 APBD 0 APBD 78,750,000 APBD 82,687,500 APBD 86,821,875 APBD 91,162,969 APBD

program pembangunan
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Pemutakhiran Data
Bidang Kesehatan

0 APBN

101,207,000

APBN

262,500,000

APBN

275,625,000

APBN

289,406,250

APBN

303,876,563

APBN

Penguatan Manajemen
Kesehatan Berbasis
Gugus Pulau

0 APBD

APBD

250,000,000

APBD

275,000,000

APBD

280,000,000

APBD

300,000,000

APBD

Bimbingan Teknis
Penilaian Mandiri
Kualitas Data Rutin

102,511,000 APBN

APBN

210,000,000

APBN

220,500,000

APBN

231,525,000

APBN

243,101,250

APBN

Meningkatnya
Kompetensi dan

Pogram
Sumber daya Aparatur

Tenaga Kesehatan
sebanyak 50 ASN di
tahun 2024

40 ASN

10

31,800,000

10

31,800,000

525,000,000

10

551,250,000

578,812,500

607,753,126

Dinkes
Promal

Pengujian Kesehatan
Berobat Lanjut bagi
Aparatur

31,800,000 L)

31,800,000

APBD

33,390,000

APBD

35,059,500

APBD

36,812,475

APBD

38,653,099

APBD

Peningkatan
Profesionalisme

0 APBD

APBD

255,360,000

APBD

268,128,000

APBD

281,534,400

APBD

295,611,120

APBD

Sumpah Janji Jabatan
Fungsional

0 APBD

APBD

52,500,000

APBD

55,125,000

APBD

57,881,250

APBD

60,775,313

APBD

Bimbingan Teknik
Kepegawaian

0 APBD

APBD

183,750,000

APBD

192,937,500

APBD

202,584,375

APBD

212,713,594

APBD

Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran

Meningkatnya
Pelayanan
administrasi
perkantoran

100%

100%

1,797,500,000

100%

1,867,756,000

100%

1,961,143,800

100%

2,059,200,990

100%

2,162,161,040

100%

2,270,269,094

Dinkes
Promal

Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik

480,000,000

380,000,000

399,000,000

418,950,000

439,897,500

461,892,375

Kantor
OPD

Penyediaan jasa
kebersihan kantor

303,000,000

309,096,000

324,550,800

340,778,340

357,817,257

375,708,120

Kantor
OPD

Penyediaan alat tulis
kantor

66,000,000

70,000,000

73,500,000

77,175,000

81,033,750

85,085,438

Kantor
OPD

Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan

86,000,000

86,000,000

90,300,000

94,815,000

99,555,750

104,533,538

Kantor
OPD
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Penyediaan
komponen instalasi Kantor
listrik/penerangan 70,000,000 70,000,000 73,500,000 77,175,000 81,033,750 85,085,438 oPD
bangunan kantor
Penyediaan Kantor
m_akanan dan 100,000,000 150,000,000 157,500,000 165,375,000 173,643,750 182,325,938 oPD
minuman
Rapat rapat Jawa,
koordinasi dan Bali,
Konsultasi ke luar ) TG 187,500,000 196,875,000 206,718,750 217,054,688 227,907,422 Makas
daerah sar, dll
Penyediaan Jasa
Tenaga Pendukung 515,160,000 540,918,000 567,963,900 596,362,095 626,180,200 Kantor
Administrasi / Teknis 405,000,000 T e T e T OPD
Perkantoran
Rapat rapat
koordinasi dan Kantor
Konsultasi ko dalam G ETEHE 100,000,000 105,000,000 110,250,000 115,762,500 121,550,625 oPD
daerah
Meningkatnya

Program masa pakai
Peningkatan Sarana SEENEE Dinkes

prasarana 100% 100% 2,580,455,000 100% 2,709,477,750 100% 2,844,951,638 100% 2,987,199,220 100% 3,136,559,181
dan prasarana " 545,050,000 Promal
Kantor perkantoran di

OPD Dinas

Kesehatan
Pengadaan Peralatan Kantor

0 307,750,000 323,137,500 339,294,375 356,259,094 374,072,048

gedung kantor OPD
Pengadaan Kantor
perlengkapan 0 104,300,000 109,515,000 114,990,750 120,740,288 126,777,302 oPD
gedung kantor
Pengadaan 0 180,000,000 189,000,000 198,450,000 208,372,500 218,791,125 Kantor
Mebeleur OPD
Pengadaan Kantor
Kenderaan 0 800,000,000 840,000,000 882,000,000 926,100,000 972,405,000 oPD
Dinas/Operasional
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Pemeliharaan Kantor
rl_Jtln/berkala rumah 50,000,000 50,000,000 52,500,000 55,125,000 57,881,250 60,775,313 oPD
dinas
Pemeliharaan Kantor
rutin/berkala gedung 75,000,000 145,000,000 152,250,000 159,862,500 167,855,625 176,248,406 oPD
kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala 208,405,000 218,825,250 229,766,513 241,254,838 253,317,580 Kantor
kendaraan 163,050,000 T e e e e OPD
dinas/operasional
Pemeliharaan
rutin/berkala Kantor
perlengkapan 30,000,000 30,000,000 31,500,000 33,075,000 34,728,750 36,465,188 oPD
gedung kantor
Pemeliharaan
rutin/berkala 30,000,000 31,500,000 33,075,000 34,728,750 36,465,188 Kantor
peralatan gedung 30,000,000 T T T e S OPD
kantor
Rehabilitasi Kantor
Sedang/Berat 400,000,000 420,000,000 441,000,000 463,050,000 486,202,500 opPD
Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Jaringan Kantor
Siknas Online Bidang 197,000,000 325,000,000 341,250,000 358,312,500 376,228,125 395,039,531 oPD
Kesehatan

LD il ASN o Dinkes
Peningkatan Disiplin P N 141 163 0 163 ) 476,437,500 500,259,375 525,272,344 551,535,961

Aparatur OPD Dinas Promal

P Kesehatan

Pengadaan pakaian 0 0 86,625,000 90,956,250 95,504,063 100,279,266 Kantor
olahraga OPD
Pengadaan pakaian Kantor
khusus hari - hari 0 0 389,812,500 409,303,125 429,768,281 451,256,695 oPD
tertentu
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Tabel 14. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Balai Kesehatan Paru Masyarakat Provinsi Maluku

URUSAN WAJIB
KESEHATAN
VIl GUGUS PULAU
AMBON DAN
PULAU-PULAU
LEASE
Program Obat dan Terpenuhinya pelayanan
Perbekal: keseh. rawat jalan
Kesehatan
Pengadaaan Obat Tersedianya Obat, Bahan
dan Perbekalan Laboratorium, Bahan
Kesehatan Radiologi dan Bahan 100 jenis 100 jenis 1,481.00 100 jenis 200.00 100 jenis 250.00 100 jenis 300.00 100 jenis 350.00 100 jenis 400.00 BKPM
Penunjang Diagnostik
Pengadaan Bahan Tersedianya bahan
Kimia dan Reangens laboratorium, bahan radiologi
dan bahan penunjang lainya - - 700.00 1 paket 750.00 1 paket 800.00 1 paket 850.00 1 paket 900.00 BKPM
Program Perbaikan Penambahan asupan gizi
Gizi Masyarak bagi penderita TB Paru
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Pemberian Tambahan
Makanan dan Vitamin

Pemberian tambahan
makanan dan vitamin untuk

( @ 150 pasien/70 150 pasien/70 150 pasien/70 150 pasien/70 150 pasien/70 150 pasien/70 150 pasien/70
pasien rawan gizi dan pegawai pegawai 24100 pegawai 20900 pegawai 300.00 pegawai 35000 pegawai 40000 pegawai 500.00 BKPM
pegawai
Program Peningkatan cakupan
Pencegahan dan L iy o
Penanggulangan Paru
Penyakit Menular
Pelayanan Terlaksananya pelayanan
Pencegahan dan pencegahan dan . " " . .
Penang_gulangan penanggu!qngan p_enyakit Asu1h1arF1’lT_r:;;as/ AsuLLr:?_r;ias/ Asuhgsrl_t;pas/ AsuhZﬁ/nLtlapas/ Panti Asuhan/ Panfi Asuhan/ izgggsrgml
Penyakit Menular menular di instansi 289.00 430.00 550.00 Lapas/Rutan Klas 600.00 Lapas/ Rutan Klas 650.00 700.00 BKPM
; Rutan Klas 2A Rutan Klas 2A Rutan Klas 2A Rutan Klas 2A Klas 2A Ambon,
pemerintah, kelompok Amb Ambon. 4 kab Ambon. 4 kab Ambon. 4 kab 2A Ambon, 4 kab 2A Ambon, 4 kab 4kab
masyarakat dan kader TB moon mbon, 4 ka moon, 4 ka mboon, 4 ka a
Paru
Peningkatan Terlaksananya Surveilance
Surveilance Epidemiologi dan
Epidemiologi dan penanggulangan penyakit TB
Penanggulangan Paru di masyarakat melalui
Wabah Peningkatan Kompetensi Pulau Ambon Pulau Ambon 327.00 Pulau Ambon 435.00 Pulau Ambon 400.00 Pulau Ambon 450.00 Pulau Ambon 500.00 Pulau Ambon 550.00 BKPM
SDM serta Penelitian
Program Terpenuhinya sarana dan
r P
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Rumah Sakit/
Rumah Sakit jiwa/
Rumah Sakit Paru/
Rumah Sakit Mata
Pengadaan Alat-Alat Tersedianya alat kesehatan
Kesehatan Rumah dan alat Laboratorium Kultur 2,955.00 1 paket 550.00 1 paket 600.00 1 paket 650.00 1 paket 700.00 BKPM
Sakit
Rehabilitasi Tersedianya ruangan
Bangunan Rumah representatif untuk pelayanan - 1,000.00 1 paket 1,000.00 1 paket 1,000.00 1 paket 1,000.00 BKPM
Sakit kesehatan
Akreditasi Rumah Terlaksananya akreditasi
Sakit BKPM - 500.00 1 paket - - - BKPM
Pengembangan Tipe Terlaksananya
rumah sakit Pengembangan Rumah Sakit 750.00 1 paket - - - -
Pengembangan Tersedianya peralatan
Sistem Informasi penunjang dan Sistem
Manajemen Rumah Informasi Manajemen BKPM 223.00 1 paket 300.00 1 paket 300.00 1 paket 300.00 2 paket 300.00 BKPM

Sakit
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Program

Terpeliharanya sarana dan

Sarana dan
Prasarana Rumah
Sakit/ Rumah Sakit
Jjiwa/ Rumah Sakit
Paru/ Rumah Sakit
Mata

p rumah sakit

Pemeliharaan Rutin /
Berkala Instalasi

Tersedianya pemeliharaan
rutin / berkala untuk

Pengelolaan Limbah pengelolaan limbah rumah 4 paket 4 paket 120.00 4 paket 225.00 4 paket 140.00 4 paket 150.00 4 paket 160.00 4 paket 170.00 BKPM
Rumah Sakit sakit
Pemeliharaan Tersedianya pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat-alat | rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah kesehatan rumah sakit
sakit ruangan Rontgen, 11 unit 11 unit 180.00 11 unit 300.00 15 unit 200.00 15 unit 210.00 15 unit 220.00 15 unit 230.00 BKPM
Laboratorium, tes faal paru
dan ruang kedaruratan paru
Program Pel: Tercapainya duk
Administrasi dalam pelayanan
Perkantora Imi i guna
memperlancar tugas dan
pelayanan kantor
Penyediaan Jasa Tersedianya jasa surat
Surat Menyurat menyurat 12 bulan 12 bulan 7.00 12 bulan 7.00 12 bulan 8.00 12 bulan 9.00 12 bulan 9.00 12 bulan 9.00 BKPM
Penyediaan Jasa Tersedianya jasa komunikasi
Komunikasi, Sumber sumber daya air dan listrik 12 bulan 12 bulan 159.00 12 bulan 294.00 12 bulan 165.00 12 bulan 170.00 12 bulan 175.00 12 bulan 180.00 BKPM
Daya Air, dan Listrik
Penyediaan Jasa Tersedianya jasa kebersihan
Kebersihan Kantor kantor 33 jenis 33 jenis 106.00 33 jenis 126.00 33 jenis 102.00 33 jenis 103.00 33 jenis 104.00 33 jenis 105.00 BKPM
Penyediaan Alat Tulis Tersedianya alat tulis kantor o L o e o o o
Kantor 86 jenis 86 jenis 70.00 86 jenis 100.00 86 jenis 80.00 86 jenis 85.00 86 jenis 90.00 86 jenis 95.00 BKPM
Penyediaan Barang Tersedianya barang cetakan
Cetakan dan dan penggadaan 8 jenis 8 jenis 70.00 8 jenis 100.00 8 jenis 80.00 8jenis 85.00 8 jenis 90.00 8 jenis 95.00 BKPM
Penggadaan
Penyediaan Tersedianya komponen
Komponen Instalasi | - instalasi listrk /penerangan 12 bulan 12 bulan 12000 12 bulan 40.00 12 bulan 50.00 12bulan 55.00 12bulan 55.00 12 bulan 55.00 BKPM
Listrik/penerangan kantor
Kantor
Penyediaan Makanan Tersedianya makanan dan
dan Minuman minuman 70 orang 70 orang 47.00 70 orang 56.00 70 orang 55.00 70 orang 60.00 70 orang 65.00 70 orang 70.00 BKPM
Rapat - rapat Terlaksananya rapat-rapat
Koordinasi dan koordinasi dan konsultasi ke ) . . . ‘ _ )
Konsultasi Ke luar luar daerah 4 kali 4 kali 87.00 8 kali 116.00 8 kali 120.00 8 kali 120.00 8 kali 120.00 8 kali 120.00 BKPM

Daerah
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Penyediaan jasa
tenaga pendukung

Terbayarnya jasa pendukung
administrasi /teknis

S 12 bulan 12 bulan 270.00 12 bulan 321.00 12 bulan 270.00 12 bulan 270.00 12 bulan 275.00 12 bulan 280.00 BKPM
administrasi dan perkantoran
teknis Perkantoran
Program Terpeliharanya Sarana dan
Penil Sarana P Aparatur
dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Tersedianya kendaraan
Kendaraan dinasfoperasional 80.00 5 unit - - 250.00 1 unit - BKPM
Dinas/Operasional
Pengadaan Peralatan Tersedianya 1 show case
Gedung Kantor medical refrigerator 1 unit , TV
LED 49 inch 3 unit, dispenser
11 unit, kipas angin 3 unit
kulkas 1 unit, vacuum cleaner 10 jenis 10 jenis 200.00 10 jenis 200.00 10 jenis 200.00 10 jenis 200.00 10 jenis 200.00 BKPM
kecil 1 unit, computer PC all
in one 2 set, laptop 5 unit,
handycam 1 unit, camera 1
unit dan air phone 1 set
Pengadaan Mebeleur Tersedianya kursi tunggu
besi/metal 6 buah, kursi kerja
21 buah, kursi rapat pimpinan
4 buah, kursi putar 4 buah,
kursi teras 6 set, kursi kerja
laboratorium 3 buah, meja 12 jenis 12 jenis - 200.00 1 Paket - - - BKPM
kerja 9 buah, lemari arsip 6
buah, lemari narkotika 1 buah
, rak gantung obat 1 buah,
meja troli stainlees 1 buah
dan etalase kaca roda 1 buah
Pemeliharaan Tersedianya pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung | rutin berkala gedung kantor 18 ruangan 18 ruangan 60.00 20 ruangan 100.00 15 ruangan 70.00 15 ruangan 75.00 25 ruangan 80.00 25 ruangan 80.00 BKPM
Kantor
Pemeliharaan Terawatnya kendaraan dinas
Rutriseralo operasional 6 unit 6 unit 84.00 6 unit 80.00 6 unit 85.00 6 unit 85.00 6 unit 85.00 6 unit 85.00 BKPM
Dinas/Operasional
Pemeliharaan Terawatnya genset dalam 12
Rutin/Berkala bulan . . . . . . )
Perlengkapan 1 unit 1 unit 30.00 2 unit 40.00 2 unit 45.00 2 unit 50.00 2 unit 55.00 2 unit 60.00 BKPM
Gedung Kantor
Pemeliharaan Terawatnya peralatan kantor
Rutin/Berkala dalam 12 bulan
Peralatan Gedung 3 jenis 3jenis 40.00 3 jenis 70.00 3jenis 50.00 3 jenis 55.00 3 jenis 60.00 3 jenis 65.00 BKPM
Kantor
Program Meningkatkan disiplin
Peningk Disiplin p
Aparatur
Pengadaan Pakaian Tersedianya pakaian dinas
Dinas beserta dan kelengkapannya 50.00 70 pegawai 70.00 70 pegawai 70.00 70 pegawai 70.00 70 pegawai 70.00 BKPM

kelengkapannya
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Pengadaan Pakaian
Khusus Hari-Hari

Tersedianya pakaian khusus
untuk mengurangi kontak

Tertentu penularan dengan pasien TB - 50.00 70 pegawai 70.00 70 pegawai 70.00 70 pegawai 70.00 70 pegawai 70.00 BKPM
Paru
Program Meningkatkan kualitas dan
Peningk profe lisme sumber
Kapasitas Sumber daya aparatur
Daya Aparatur
Pendidikan dan Seminar Dokter Umum
’ 3 dokt 3 dokt

Pelatihan Teknis Kursus Petugas uml?me:; umour: ' 4 dokter umum, 4 dokter umum, 4 dokter umum 4 dokter umum,

dokter 4 dokter 80.00 s‘;g;";ﬁs’ 167.00 5dokter spesialis, | 16000 | 5dokterspesialis, | 17000 250 180.00 Sigggf; 180.00 BKPM

spesialis, 70 spesialis, i 70 pegawai 70 pegawai "
pegawai 70 pegawai 70 pegawai 70 pegawai

JUMLAH
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Tabel 15. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN

BALAI LABORATORIUM KESEHATAN PROVINSI MALUKU

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan U"it
" s Data Kerja
Indikator Kinerja, " T . Perang
. N Capaian Kondisi Kinerja pada Akhir
Tuju Sasar Program dan Tujuan, Sasaran, . kat N
Kode . pada Tahun Tahunl| Tahun Tahun Il Tahun IV TahunV Periode Renstra Perangkat Lokasi
an an Kegiatan Prgram (Outcome) & Daerah
N Awal Peren Daerah
Kegiatan (Output) Penang
canaan
gung
Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Jawab
Rp.
(1) (2) (3) “ (5) (6) (7) (8 (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
02 01 01 Program Terwujudnya
Pelayanan Kelancaran dalam
Administrasi lak L 1,400,078,560 1,640,086,416 1,804,095,058 1,984,504,563 2,182,955,020 2,401,250,522
Perkantoran Administrasi
Perkantoran
02 01 01 01 Penyediaan jasa Balai
surat menyurat 12 bulan 10,000,000 12 bulan 11,000,000 12 bulan 12,100,000 12 bulan 13,310,000 12 bulan 14,641,000 12 bulan 16,105,100 Labkes
02 01 01 02 Penyediaan jasa
komunikasi, Balai
sumber daya air, 12 bulan 174,000,000 12 bulan 191,400,000 12 bulan 210,540,000 12 bulan 231,594,000 12 bulan 254,753,400 12 bulan 280,228,740 Labkes
dan listrik
02 01 01 06 Penyediaan Jasa
pemeliharaan dan Balai
perizinan 12 bulan 65,000,000 12 bulan 71,500,000 12 bulan 78,650,000 12 bulan 86,515,000 12 bulan 95,166,500 12 bulan 104,683,150 Labkes
kendaraan dinas/
operasional
02 01 01 08 Penyediaan jasa Balai
vee y 12 bulan 85,000,000 12 bulan 93,500,000 12 bulan 102,850,000 12 bulan 113,135,000 12 bulan 124,448,500 12 bulan 136,893,350 2
kebersihan kantor Labkes
02 01 01 09 Penyediaan jasa
. Balai
perbaikan 100% 41,000,000 100% 45,100,000 100% 49,610,000 100% 54,571,000 100% 60,028,100 100% 66,030,910 2
peralatan kerja Labkes
02 01 01 10 Penyediaan alat Balai
tulis kantor 100% 70,000,000 100% 77,000,000 100% 84,700,000 100% 93,170,000 100% 102,487,000 100% 112,735,700 Labkes
02 01 01 11 Penyediaan barang Balai
cetakan dan 100% 40,000,000 100% 44,000,000 100% 48,400,000 100% 53,240,000 100% 58,564,000 100% 64,420,400 aal
penggandaan Labkes
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02 01 01 12 Penyediaan
komponen Balai
instalasi listrik/ 100% 7,000,000 100% 7,700,000 100% 8,470,000 100% 9,317,000 100% 10,248,700 100% 11,273,570 atal
Labkes
penerangan
bangunan kantor
02 01 01 13 Penyediaan
peralatan dan 100% 150,000,000 100% 165,000,000 100% 181,500,000 100% 199,650,000 100% 219,615,000 100% 241,576,500 Balai
perlengkapan Labkes
kantor
02 01 01 17 Penyediaan .
makanan dan 100% - 100% 100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,100,000 100% 146,410,000 Balai
minuman Labkes
02 01 01 18 Rapat-rapat
koordinasi dan 100% 116,000,000 100% 127,600,000 100% 140,360,000 100% 154,396,000 100% 169,835,600 100% 186,819,160 Balai
konsultasi ke luar Labkes
daerah
02 01 01 20 Rapat-rapat
koordinasi dan . . . . " " Balai
konsultasi ke 100% 7,000,000 100% 7,700,000 100% 8,470,000 100% 9,317,000 100% 10,248,700 100% 11,273,570 Labkes
dalam daerah
02 01 01 19 Penyediaan jasa
tenaga pendukung Balai
s : 100% 635,078,560 100% 698,586,416 100% 768,445,058 100% 845,289,563 100% 929,818,520 100% 1,022,800,372
administrasi/ Labkes
teknis perkantoran
02 01 02 Program Operasioanal
Peningkatan Perkantoran dapat
Sarana dan berjalan dengan 180,000,000 7,698,000,000 8,467,800,000 9,314,580,000 10,246,038,000 11,270,641,800
Prasarana Lancar
Aparatur
02 01 02 05 Pengadaan 2 unit 2 unit 2 unit 2 unit Balai
Kendaraan Dinas/ - - ) 500,000,000 " 550,000,000 " 605,000,000 ' 665,500,000 2 unit mobil 732,050,000
X mobil mobil mobil mobil Labkes
Operasional
02 01} 02 | 10 | Pengadaan 1 Paket 75,000,000 1 Paket 82,500,000 1 Paket 90,750,000 1 Paket 99,825,000 1Paket 109,807,500 1Paket 120,788,250 Balai
mebeuler Labkes
02 01 02 22 Pemeliharaan 2 Ged 2 Ged 2 Ged 2 Ged 2 Ged 2 Ged Balai
rutin/ berkala eaung 75,000,000 eaung 82,500,000 ecung 90,750,000 eaung 99,825,000 edUng | 109,807,500 edung 120,788,250 a2l
2 Lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 Lantai 2 Lantai Labkes
gedung kantor
02 01 02 23 Pemeliharaan
tin/ berkal i
rutin/ berkala 1 Paket 15,000,000 1 Paket 16,500,000 1 Paket 18,150,000 1 Paket 19,965,000 1 Paket 21,961,500 1 Paket 24,157,650 Balai
mobil jabatan Labkes
02 01 02 24 Pemeliharaan
rutin/ berkala 2 Mobil, 2 Mobil, 2 Mobil, 2 Mobil, 2 Mobil, 2 Mobil, Balai
f ! 1 ! 1 ! 18,1 ! 1 ! 21,961, ! 24,157,
kendaraan dinas/ 2 Motor 5,000,000 2 Motor 6,500,000 2 Motor 8,150,000 2 Motor 9,965,000 2 Motor +961,500 2 Motor +157,650 Labkes
Operasional
02 01 02 42 | Rehabilitasi 2 Gedung 2 Gedung 2 Gedung 2 Gedung 2 Gedung Balai
- - 7 7,7 47 17, 10,248,7
Gedung Kantor 3 Lantai /000,000,000 3 Lantai +700,000,000 3 Lantai 8,470,000,000 3 Lantai 9,317,000,000 3 Lantai 0,248,700,000 Labkes
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02

01

03

Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur

Meningkatkan
Disiplin ASN

60,000,000

66,000,000

72,600,000

79,860,000

87,846,000

96,630,600

02

01

03

05

Pengadaan
pakaian khusus
hari-hari tertentu

57 orang

60,000,000

57 orang

66,000,000

57 orang

72,600,000

57 orang

79,860,000

57 orang

87,846,000

57 orang

96,630,600

Balai
Labkes

02

01

05

Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur

Meningkatkan
Disiplin ASN

120,000,000

132,000,000

145,200,000

159,720,000

175,692,000

193,261,200

02

01

05

05

Pendidikan dan
pelatihan teknis
laboratorium

8 orang

120,000,000

13 orang

132,000,000

13 orang

145,200,000

13 orang

159,720,000

13 orang

175,692,000

13 orang

193,261,200

Balai
Labkes

02

01

15

Program Obat dan
Perbekalan
Kesehatan

Tersedianya Bahan
Kimia dan Regaen
serta Pendukung
Pemeriksaan di
Laboratorium
sehingga pelayanan
dapat berjalan

I .

2,089,597,800

2,373,557,580

2,610,913,338

2,872,004,672

3,159,205,139

3,475,125,653

02

01

16

08

Pengadaan bahan
kimia dan reagens

250 jenis

1,916,597,800

250 jenis

2,108,257,580

250 jenis

2,319,083,338

250 jenis

2,550,991,672

250 jenis

2,806,090,839

250 jenis

3,086,699,923

Balai
Labkes

02

01

17

09

Pengadaan Alat
dan Bahan Habis
Pakai

100 jenis

173,000,000

100 jenis

190,300,000

100 jenis

209,330,000

100 jenis

230,263,000

100 jenis

253,289,300

100 jenis

278,618,230

Balai
Labkes

02

01

17

10

Penanggulangan
Kejadian Luar
Biasa (KLB)

1 Paket

75,000,000

1 Paket

82,500,000

1 Paket

90,750,000

1 Paket

99,825,000

1 Paket

109,807,500

Balai
Labkes

02

01

23

Program
Standarisasi
Pelayanan

126,000,000

138,600,000

152,460,000

167,706,000

184,476,600

202,924,260

02

01

23

Akreditasi
Laboratorium

3
dokumen

126,000,000

3
dokumen

138,600,000

3
dokumen

152,460,000

3
dokumen

167,706,000

3
dokumen

184,476,600

3 dokumen

202,924,260

Balai
Labkes

02

01

26

Program
Pengadaan,

Tersedianya
Prasarana untuk

sarana dan
prasarana rumah
sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit
paru-paru/ rumah
sakit mata

Pemeriksaan
Laboratorium

1,000,000,000

2,200,000,000

2,420,000,000

2,662,000,000

2,928,200,000

3,221,020,000
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02

01

26

16

Pembangunan
Instalasi
Pengolahan Air
Limbah (IPAL)
Rumah Sakit/
Laboratorium

1 Paket

700,000,000

1 Paket

770,000,000

1 Paket

847,000,000

1 Paket

931,700,000

1 Paket

1,024,870,000

Balai
Labkes

02

01

26

18

Pengadaan Alat-
alat Kesehatan
Rumah Sakit/
Laboratorium

1 Paket

1,000,000,000

1 Paket

1,100,000,000

1 Paket

1,210,000,000

1 Paket

1,331,000,000

1 Paket

1,464,100,000

1 Paket

1,610,510,000

Balai
Labkes

02

01

26

24

Pengadaan
Percetakan
Administrasi dan
Surat Menyurat
Rumah Sakit/
Laboratorium

1 Paket

50,000,000

1 Paket

55,000,000

1 Paket

60,500,000

1 Paket

66,550,000

1 Paket

73,205,000

Balai
Labkes

02

01

26

26

Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan Sistem
Informasi
Laboratorium (SIL)

1 Paket

350,000,000

1 Paket

385,000,000

1 Paket

423,500,000

1 Paket

465,850,000

1 Paket

512,435,000

Balai
Labkes

02

01

27

Program
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana rumah
sakit/ rumah sakit
jiwa/ rumah sakit
mata

Terpeliharanya
Prasarana
pendukung
Pemeriksaan
laboratorium
dengan baik

210,000,000

231,000,000

254,100,000

279,510,000

307,461,000

338,207,100

02

01

27

17

Pemeliharaan
rutin/ berkala alat-
alat kesehatan
rumah sakit/
laboratorium

1 Paket

130,000,000

1 Paket

143,000,000

1 Paket

157,300,000

1 Paket

173,030,000

1 Paket

190,333,000

1 Paket

209,366,300

Balai
Labkes

02

01

27

22

Kalibrasi Peralatan
Laboratorium

1 Paket

40,000,000

1 Paket

44,000,000

1 Paket

48,400,000

1 Paket

53,240,000

1 Paket

58,564,000

1 Paket

64,420,400

Balai
Labkes

02

01

27

30

Penanganan
Limbah Padat
(Limbah B3)

720 kg/
tahun

40,000,000

720 kg/
tahun

44,000,000

720 kg/
tahun

48,400,000

720 kg/
tahun

53,240,000

720 kg/
tahun

58,564,000

720 kg/
tahun

64,420,400

Balai
Labkes

JUMLAH

5,185,676,360

14,479,243,996

15,927,168,396

17,519,885,235

19,271,873,759

21,199,061,135
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Tabel 16. Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan

Balai Pelatihan dan Penelitian (BPPK) Provinsi Maluku

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Kondisi Kinerja pada

Indiktor
Kinerja Akhir Periode Renstra Unit Kerja
broaram dan Qujuan, Date Capaian THN 2020 THN 2021 THN 2022 THN 2023 THN 2024 Perangkat Daerah perangkat
TUIUAN SASARAN Kode Rekening Qo ' Daerah
egiatan Program Awal Penanggun
(Outcome) dan Perencanaan J avggb 9
Kegiatan Targe
(Output) Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp t Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan yang Merata dan

Terjangkau

Evaluasi dan
Pengembangan
Standar Pelayanan
Kesehatan(Akreditasi)

- e e e n e o ﬂ o . e -

02 1.02.01

34

01

Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Manusia
Kesehatan

290,700,000

2 Keg

274,500,000

1Keg

646,140,000

1Keg

710,754,000

1Keg

781,829,000

1Keg

860,100,000

3,273,323,000
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Peningkatan
Mutu
Aparatur
Kesehatan

Peningkatan
Mutu Aparatur
Kesehatan

02

1.02.01

06

Program Evaluasi
Pembinaan dan
Pengembangan
Diklat
Kabupaten/Kota

Peningkatan
Mutu Aparatur
Kesehatan

197,431,500

204,600,000

225,060,000

247,566,000

272,322,000

12Bin

1,146,979,500

02

1.02.01

06

01

Evaluasi Pasca
Diklat

15
Orang

197,431,500

15
Orang

204,600,000

20
Orang

225,060,000

20
Orang

247,566,000

20
Orang

272,322,000

1,146,979,500

pelayanan

Terwujudny
kelancaran

perk

02

1.02.01

01

Program Pelayanan
Administrasi

Terwujudnya
kelancaran

perkantoran

649,040,000

798,957,380

836,562,768

868,694,045

1,086,287,375

12 Bin

3,590,501,577

02

1.02.01

01

01

Penyediaan Jasa
Surat Menyurat

2,000,000

12 Bin

2,000,000

12 BIn

2,000,000

12 Bin

2,250,000

12 BIn

2,300,000

12 BIn

2,500,000

11,050,000

02

1.02.01

01

02

Penyediaan Jasa
komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik

187,800,000

12 Bin

250,000,000

12 BIn

231,000,000

12 Bin

251,000,000

12 BIn

271,000,000

12 BIn

291,000,000

1,294,000,000

02

1.02.01

01

08

Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor

207,461,120

12Bin

222,388,500

12 BIn

228,140,000

12Bin

250,954,000

12 Bin

276,049,000

12 Bin

303,653,000

1,281,184,500

02

1.02.01

01

Penyediaan Alat Tulis
Kantor

20,000,000

12Bin

20,000,000

12 BIn

24,000,000

12Bin

28,000,000

12 Bin

32,000,000

12 Bin

36,000,000

140,000,000

02

1.02.01

01

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Pengandaan

20,000,000

12Bin

10,000,000

12 BIn

14,000,000

12Bin

15,000,000

12 Bin

16,000,000

12 Bin

17,000,000

72,000,000

02

1.02.01

01

Penyediaan
Komponen
Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor

12,600,000

12 Bin

12,600,000

12 BIn

24,000,000

12 Bin

25,000,000

12 BIn

26,000,000

12 Bin

27,000,000

114,600,000

02

1.02.01

01

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

12 Bin

75,000,000

12 BIn

87,000,000

12 Bn

50,000,000

12 BIn

97,500,000

12 BIn

115,000,000

424,500,000

02

1.02.01

01

Penyedian Makanan
dan Minuman

15,540,000

12 Bin

16,280,000

12 BIn

17,000,000

12 Bn

17,000,000

12BIn

18,000,000

12 BIn

19,000,000

87,280,000

02

1.02.01

01

Rapat-rapat
koordinasi dan
Konsultasi ke Luar
Daerah

101,400,000

12 Bin

108,800,000

12 BIn

119,680,000

12 Bin

131,648,000

12 Bin

144,812,000

12 Bin

159,293,000

664,233,000
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02

1.02.01

01

Penyediaan Jasa
Tenaga Administrasi
dan Teknis
Perkantoran

64,538,880

12 Bin

64,538,880

12 BIn

70,992,768

12BIn

78,092,045.00

12 Bin

85,901,250

12 Bin

94,491,375

394,016,318

02

1.02.01

01

22

Rapat-rapat
koordinasi dan
Konsultasi ke Dalam
Daerah

17,700,000

12 Bin

17,350,000

12 BIn

18,750,000

12BIn

19,750,000

12 Bin

20,250,000

12 Bin

21,350,000

97,450,000

Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

Meningkatnya
kelancaran tugas
Dinas

02

1.02.01

03

Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana

Meningkatnya
kelancaran tugas
Dinas

75,900,000

157,000,000

896,170,000

966,760,000

1,031,000,000

1,243,650,000

12BIn

4,294,580,000

02

1.02.01

02

05

Pengadaan
Kendaraan Dinas
Operasional

1 Unit

28,670,000

1 Unit

34,760,000

1 Unit

37,650,000

101,080,000

02

1.02.01

02

09

Pengadaan
Peralatan Gedung
Kantor

6 Jenis

63,000,000

10 Jenis

170,000,000

8 Jenis

200,000,000

10 Jenis

175,000,000

10
Jenis

180,000,000

788,000,000

02

1.02.01

02

Pengadaan Mebeleur

6 jenis

175,000,000

8 Jenis

225,000,000

5 Jenis

250,000,000

7 Jenis

300,000,000

950,000,000

02

1.02.01

02

22

Pemeliharaan Rutin
/Berkala Gedung
Kantor

12 BIn

175,000,000

12 Bin

225,000,000

12 BIn

250,000,000

12 BIn

300,000,000

950,000,000

02

1.02.01

02

24

Pemeliharaan Rutin
[Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional

35,900,000

12Bin

29,500,000

12 BIn

37,500,000

12Bin

42,000,000

12 Bin

46,000,000

12 Bin

54,000,000

209,000,000

02

1.02.01

02

28

Pemeliharaan Rutin /
Berkala Peralatan
Gedung Kantor

40,000,000

12Bin

64,500,000

12 BIn

85,000,000

12Bin

90,000,000

12 Bin

100,000,000

12 Bin

107,000,000

446,500,000

02

1.02.01

02

42

Rehabilitasi
Sedang/Berat
Gedung Kantor

1 Paket

225,000,000

1 Paket

150,000,000

1 Paket

210,000,000

1 Paket

265,000,000

850,000,000

Disiplin dan
Kesejahteraan
Aparatur

Terwujudny
disiplin Pegawai

02

1.02.01

03

Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur

Terwujudnya
disiplin Pegawai

25,900,000

21,000,000

23,100,000

270,000,000

29,300,000

31,000,000

12 Bin

374,400,000

02

1.02.01

03

02

Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta
Perlengkapannya

25,900,000

36
Orang

21,000,000

36
Orang

270,000,000

36
Orang

31,000,000

322,000,000

02

1.02.01

03

05

Pengadaan pakaian
khusus hari - hari
tertentu

36
Orang

23,100,000

36
Orang

29,300,000

52,400,000
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Bimbingan Teknis

Implementasi
1 02 | 1.02.01 05 | 03 pe‘:amran Perundang 54,400,000 4 Orang 75,200,000 4 Orang 84,100,000 4 Orang 76,000,000 4 Orang 83,000,000 Or:ng 96,000,000 414,300,000
-Undangan
JUMLAH 1,150,000,000 1,589,088,880 2,762,172,768 3,195,918,045 2,259,210,009 3,684,525,875 13,490,915,577
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BAB VII
KINERJA DINAS KESEHATAN

7.1. Sistem Pengawasan

alam upaya pelaksanaan pengawasan guna mengevaluasi kinerja organisasi,
maka kegiatan yang akan dilakukan antara lainnya ::
1. Monitoring

Pemantauan terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan, merupakan hal yang
sangat penting untuk memastikan bahwa suatu program dan Kkegiatan tertentu
diimplementasikan sesuai target yang telah ditetapkan.
Adapun pemantauan dimaksud dilakukan secara berjenjang mulai dari puskesmas, dinas
kabupaten/kota maupun capaian program di tingkat Provinsi dalam kurun waktu tertentu.
Evaluasi
Laporan pemantauan akan ditindaklanjuti dalam bentuk evaluasi proses dan hasil yang

dilakukan melalui rapat evaluasi, bulanan, triwulan maupun tahunan.

Diharapkan melalui monitoring dan evaluasi, maka seluruh program dan kegiatannya

dapat direalisasikan sesuai target yang sudah ditetapkan.

7.2. Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan untuk melaksanakan berbagai program dan kegiatan

Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, pada dasarnya selalu berorientasi dan berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Maluku Tahun 2020 — 2024, Rencana

Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Maluku yang diserasikan dengan tugas pokok dan fungsi.

Adapun indikator kinerja dimaksud dapat dilihat pada Indikator Kinerja Pembangunan

Kesehatan Provinsi Maluku pada Tabel 17.

7.3. Sistem Pelaporan

Sistem Pelaporan yang diterapkan di Dinas Kesehatan Provinsi Maluku terhadap

berbagai program beserta kegiatan-kegiatannya, terdiri dari:

1.

3.

Laporan Realisasi Program dilakukan secara berjenjang mulai dari pelayanan dasar,
pelayanan rujukan, dinas kesehaatan kabuoaten/kota hingga ke dinas kesehatan provinsi
dalam kurun waktu tertentu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKIP) yang diawali dengan kontrak kinerja secara berjenjang dalam kurun waktu satu
tahun.

Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Daerah
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Tabel 17.a

Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

Kondisi
Kinerja
No ndikator P;(iﬁ()Ac\;\;al Target Capaian Setiap Tahun Kondisi Kinerja pada
RPIMD akhir periode RPIMD
Tahun 0 Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9
1 Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup 132 127 125 123 121 119 116
2 Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 Kelahiran Hidup 4 4 4 4 4 4 4
3 Prevalensi balita gizi kurang (%) 8,5 8 7,5 7 6,5 6 <5
4 Temuan Kasus Baru TB (%) 61 70 75 80 85 87 90
5 Cakupan Desa/‘KeIu_rahan mengalaml KLB yang dilakukan 100 100 100% 100% 100% 100% 100%
penyelidikan epidemiologi < 24 jam (%)
6 Krisis Kesehatan (%) 100 100 100% 100% 100% 100% 100%
7 Presentase Merokok pada Penduduk Usia 10 — 18 tahun 9,10% 9,10% 9,10% 9% 8,90% 8,80% 8,70%
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8 RS yang terakreditasi Utama 0 0 2 5 11 13 15

9 Jumlah puskesmas yang terakreditasi Madya 34 77 125 148 154 165 170

10 Cakupan ASI eksklusif (%) 25 50 53 56 59 62 65

11 Imunisasi Dasar Lengkap (%) 66,9 90 93,5 94 94,5 95 95,5

12 Rasio dokter dengan penduduk 1(5)09000 40 : 100.000 36:100.000 | 37:100.000 | 38:100.000 | 39:100.000 40:100.000
13 Rasio dokter spesialis dengan penduduk 1305300 6:100.000 7:100.000 8:100.000 9:100.000 10:100.000 11:100.000
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Tabel 17.b

Indikator Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Maluku

1 Persalinan di Fasilitas kesehatan (PF) (%) 45 48 51 54 57 60 63
2 Cakupan pelayanan ANC (K4) (%) 68,28 75 77 79 81 83 85
3 Cakupan kunjungan nifas (KF) (%) 63,52 65 70 75 80 85 90
4 (Co/z:;upan penanganan komplikasi obstetri (PK) 30,73 35 40 45 50 55 60
5 Cakupan pelayanan Keluarga Berencana (%) 51,64 60 65 70 75 80 85
6 ﬁir:jguk; Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran 6 6 6 6 6 6 6
7 Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup 7 7 7 7 7 7 7
8 Cakupan kunjungan neonatal lengkap (KNL) (%) 63 65 67 69 71 73 75
9 Cakupan kunjungan bayi (%) 64 70 73 76 79 82 85
10 (Co/e:yupan penanganan komplikasi neonatal (PKN) 30,27 31 33 35 37 39 a1
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11 Cakupan kunjungan balita (%) 37 45 50 55 60 65 70
12 Cak_up_an puskesmas mampu m'elaksanakan 70 73 76 79 82 85 88
penjaringan kesehatan anak usia sekolah (%)
Cakupan puskesmas mampu pelayanan
13 Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) 55 60 65 70 75 80 85
(%)
Cakupan puskesmas mampu pelayanan
14 kekerasan terhadap anak (%) 18 20 22 24 26 28 30
15 Cakupan pl_J_skesmas mampu pelayanan NA 5 8 11 14 17 20
kesehatan jiwa (%)
16 Cakupan pelayanan kesehatan lanjut usia (%) 55 60 70 80 90 100 110
17 Prevalensi balita gizi buruk (%) 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8
18 Cakupan Pelayanan Kesehatan tradisional (%) 23 23 25 27 29 31 33
19 Prevalensi balita stunting (%) 23 25 24 23 22 21 20
20 Cakupan vitamin A pada bayi dan balita (%) 61 78 80 82 84 86 88
21 Cakupan pelayanan balita (D/S) (%) 55 65 67 69 71 73 75
22 Prevalensi ibu hamil dengan kekurangan energi 18,5 18 17 16 15 14 13

kalori (%)
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23 Prevalensi ibu hamil anemi (%) 22,27 20 19 18 17 16 15
24 Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) 14 >2/100.000 =2/ 100.000 =2/ 100.000 =2/ 100.000 =2/ 100.000 =2/ 100.000
25 Success Rate (%) 45 >95 % 90 90 90 90 90
26 Desa UCI (%) 66,9 68,8 70,6 72,5 74,3 76,2 78
27 Annual Paracite Incidence (API) 1,02 3,1 1,15 11 0,8 0,5
28 Slide Positivity Rate (SPR) (%) < 5% <5% < 5% <5% <5% <5% <5%
Puskesmas yang melaksanakan tatalaksana o o o o o o
29 program ISPA sesuai standar (%) NA 55% 60% 65% 70% 75% 80%
30 Prevalensi HIV dan AIDS dari total populasi (%) <0.2% <0,2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2% <0.2%
31 ODHA yang mendapat pengobatan ARV (%) 31 55 55% 55% 55% 55% 55%
32 Presentase Merokok pada Penduduk Usia 10 — 9.10% 9.10% 9.10% 9% 8.90% 8.80% 8.70%

18 tahun
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Kabupaten/Kota dengan Puskesmas Yang

33 melaksanakan Pelayanan Terpadu PTM sesuai NA 1 4 7 9 10 1
Standar
Rumah Sakit dengan pelayanan kesehatan
34 tradisional 2 3 4 5 6 7 8
35 | Jumlah Puskesmas dengan luas wilayah 25,54 246 250 275 300 325 350
administrasi pemerintahan
36 nglah Pusk_esmas_Pemba_ntu dengan luas 544 506 520 530 540 550 560
wilayah administrasi pemerintahan
37 Ketersediaan Alkes (%) 80 61 62 63 64 65 66
38 Sarana Prasarana Alat Kesehatan (%) 60 77 80 85 90 95 100
39 (Sozgana Prasarana Alat Kesehatan di Fasyankes 60 77 80 85 9 05 100
Rasio Tempat Tidur dengan jumlah penduduk
40| kabikota NA 44 46 48 50 52 54
a1 Pengelolaan limbah Medis RS yang memenuhi 458 465 a7 475 48 485
syarat kesehatan (%)
42 Ketersediaan obat dan vaksin (%) 95% 91% 92% 93% 94% 95% 96%
43 Pengunaan obat generik di Puskesmas (%) 95 95 96% 97% 98% 99% 100%
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44 Pengunaan obat generik di Rumah Sakit (%) 67 70% 72% 74% 76% 78% 80%
a5 :?\ealg)&r:)an kefarmasian di Puskesmas Rawat 32 3506 37.50% 40% 42.50% 45% 47.50%
46 Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit (%) 45% 45% 47,50% 50,00% 52,50% 55,00% 57,50%
a7 Penggunaan obat rasional (%) 70% 70% 73% 76% 79% 82% 85%
48 Cakupan RT konsumsi garam beryodium (%) 64 75 79 83 87 91 96
49 Campak dosis kedua 45,7 51,1 56,5 61,9 67,2 72,6 78
50 Sistem Kewaspadaan Dini (%) 53,2 100 80% 80% 80% 80% 80%
Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang
51 menyelenggarakan layanan Upaya Berhenti NA 1 4 7 9 10 11
Merokok (UBM)
Kabupaten/Kota yang menerapkan Kawasan
52 Tanpa Rokok (KTR) NA ! 4 ! 9 10 1
53 Kabupgten/Kota yang melakukan deteksi dini NA 1 4 7 9 10 11
penyakit kanker
54 Kabupaten/Kota dengan Puskesmas yang NA 1 4 7 9 10 11
melaksanakan deteksi dini gangguan indera
Kabupaten/Kota dengan cakupan deteksi dini
55 Faktor Risiko PTM NA ! 4 ! 9 10 1
56 Desa/Keurahan yang melaksanakan STBM 482 500 520 540 560 580 600
57 Pengawasan Sarana air bersih (%) 57,7 60 63 66 69 72 75
58 Keluarga menggunakan jamban memenuhi 68 70 72 74 76 78 80
syarat kesehatan
59 | Kabupaten/kota sehat (%) 18 18 20 22 24 26 28
60 Alkes dan PKRT (%) 85% 85% 87% 89% 91% 93% 95%
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83%

61 Makanan jajajan anak sekolah (%) 71% 73% 75% 7% 79% 81%
0,
62 Industri Rumah Tangga Pangan (%) 88% 90% 91% 92% 93% 94% 95%
0,
63 Cakupan pelayanan kesehatan dasar 76.80% 80% 85% 87% 90% 950 100%
masyarakat miskin (%)
64 Pos Kesehatan Desa (%) 31,15 32 36 40 44 48 52
65 Kecamatan dengan Indikator Keluarga sehat NA 1 2 3 4 5 6
66 Kebijakan yang mendukung PHBS 11 11 11 11 11 11 1
Organisasi masyarakat yang mendukung 22
67 kesehatan 12 12 14 16 18 20
Aparatur pemerintahan desa yang 55
68 memanfaatkan 10% Dana Desa untuk kesehatan 37,24 40 43 46 49 52
(%)
69 Jumlah model intervensi kesehatan 4 5 6 7 8 9 10
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11.00

Rasio dokter gigi dengan penduduk 2.65 :100.000 12.40,0 13.40,0 14.40,0 15.40,0 16.40,0
100
06.00
Rasio dokter spesialis dengan penduduk 5.59: 100.000 08.40,0 09.40,0 10.40,0 11.40,0 12.40,0
100
95.00.00
70 Rasio bidan dengan penduduk 78 : 100.000 96 : 100.000 97 : 100.000 98 : 100.000 99 : 100.000 100 : 100.000
100
117.00.00
217 :100.000 220 :100.000 225 :100.000 230 :100.000 235:100.000 240 : 100.000
Rasio perawat dengan penduduk 100
Rasio apoteker dengan penduduk 14.88 : 100.000 12.40,0 16.40,0 17.40,0 18.40,0 19.40,0 20.40,0
35.00.00
24.40,0 36.40,0 37.40,0 38.40,0 39.40,0 40.40,0
Rasio sarjana kesmas dengan penduduk 100
71 SIK evidence based 11 KabKota 11 Kab/Kota 11 Kab/kota 11 Kab/kota 11 Kab/kota 11 Kab/kota 11 Kab/kota
72 Persentasi program yang tercapai OPD Dinas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kesehatan
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BAB VI
PENUTUP

encana Strategis (Renstra) Dinas kesehatan Provinsi Maluku Tahun 2020-

2024, pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang

dijabarkan dari RPIJMD Provinsi Maluku Tahun 2020-2024. Dokumen ini akan
menjadi acuan dan/atau pedoman bagi Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dan seluruh
jajarannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mewujudkan pelayanan kesehatan
yang cepat, murah dan terjangkau serta berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Maluku.
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LAMPIRAN | : GUGUS PULAU PELAYANAN KESEHATAN PROVINSI MALUKU

Gugus Pulau Sub Gugus | Puskesmas Pusat | Puskesmas Satelit
Pelayanan Kesehatan | Gugus
1. Namlea PKM Namlea PKM Sawa
PKM Air Buaya
2. Mako PKM Mako PKM Savana Jaya
PKM Waelo
PKM Waplau
PKM llath
PKM Wamlana
Buru PKM Kayeli
3. Namrole PKM Namrole PKM Wamsisi
PKM Oki Baru
PKM Waitawa
4. Ulima PKM Ulima PKM Wailua
5. Leksula PKM Leksula PKM Waimulang
PKM Ewiri
PKM Waikating
6. Biloro PKM Biloro PKM Waipandan
Seram Barat 7. Kairatu PKM Kairatu PKM Waimital
PKM Kairatu Barat
PKM Inamosol
8. Tomalehu PKM Tomalehu PKM Elpaputih
9. Piru PKM Piru PKM Tanah Goyang
10. Luhu PKM Luhu PKM lha
PKM Talaga Kambelo
11. Waisala PKM Waisala PKM Tahalupu
PKM Buano Selatan
PKM Tomalehu Timur
12. Taniwel PKM Taniwel PKM Uwen Pantai
Seram Utara 13. Wahai PKM Wahai PKM Morokay
PKM Pasahari A
PKM Pasahari B
Seram Timur 14. Bula PKM Bula PKM Banggoi
PKM Waru
PKM Jakarta Baru
15. Geser PKM Geser PKM Kilga
PKM Air Kasar
16. Ukarsengan PKM Ukarsengan PKM Afang
PKM Kilmuri
17. Werinama PKM Werinama PKM Batuasa
PKM Atiahu
PKM Polin
18. Kataloka PKM Kataloka PKM Amarserkaru
PKM Dai
PKM Miran
PKM Pulau Panjang
19. Tamher Timur | PKM Tamher Timur | PKM Teor
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Seram Selatan

20.

Amabhai

PKM Amahai

PKM Masohi
PKM Letwaru
PKM Tamilouw

21.

Layeni

PKM Layeni

PKM sahulauw
PKM Rumday

22.

Pasanea

PKM Pasanea

PKM Saleman

23.

Tehoru

PKM Tehoru

PKM Tehua
PKM Laimu

Kepulauan Banda

dan TNS

24.

Banda

PKM Walang

PKM Waer

Ambon dan PP

Lease

25.

Ambon

PKM Hutumuri

PKM Waihaong
PKM Air Salobar
PKM Benteng

PKM Amahusu

PKM Urimesing
PKM Rijali

PKM Kayuputih
PKM Karang Panjang
PKM Hative Kecil
PKM Belakang Soya
PKM Waihoka

PKM Air Besar

PKM Tawiri

PKM Poka

PKM Nania

PKM Lateri

PKM Halong

PKM Passo

PKM Kilang

26.

Saparua

PKM Saparua

PKM Booi Papaeru
PKM Porto Haria
PKM Hatawano

PKM Jasirah
Tenggara

PKM Ameth

27.

Hila

PKM Hila

PKM Hitu

28.

Alang

PKM Alang

PKM Negeri lima

29.

Tulehu

PKM Tulehu

PKM Suli
PKM Waai

30.

Pelauw

PKM Pelauw

PKM Haruku Sameth

Kepulauan Kei

31.

Watdek

PKM Watdek

PKM Ohoijang
PKM Ibra

32.

Rumat

PKM Rumaat

PKM Danar

33.

Debut

PKM Debut

PKM Ohoira

34.

Elat

PKM Elat

PKM Mun

PKM Mataholat
PKM Watsin
PKM Ohoi El

35.

Holat

PKM Holat

PKM Banda Ely

36.

Weduar

PKM Weduar

PKM Larat Kei
PKM Feer
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37.

Namser

PKM Tual

PKM Un

PKM Taar
PKM Fiditan
PKM Tamedan
PKM Ohoitahit
PKM Ngadi

38.

Tayando

PKM Tayando

PKM Tan Ngurhir
PKM Ohoi El Tayando

39.

Tubyal Kur

PKM Tubyal Kur

PKM Kaimear

40.

Warkar

PKM Warkar

PKM Manggur

Kepulauan Aru

41.

Dobo

PKM Dobo

PKM Samang
PKM Siwalima
PKM Patijalabil

42.

Marlasi

PKM Marlasi

PKM Kabalsiang
Benjuring

PKM Jerwatu

PKM Leting

PKM Kobbamar

43.

Benjina

PKM Benjina

PKM Wakua
PKM Lorang

44,

Koijabi

PKM Koijabi

PKM Karaway

45.

Longgar Apara

PKM Longgar
Apara

PKM Mesiang
PKM Jambu Air
PKM Kobadangar

46.

Jerol

PKM Jerol

PKM Kalar-Kalar
PKM Dokabarat
PKM Ngaibor
PKM Popjetur

47.

Taberfane

PKM Taberfane

PKM Reby
PKM Lutur

48.

Meror

PKM Meror

PKM Batu Goyang
PKM Gomarmeti

Kepulauan
Tanimbar

49.

Larat

PKM Larat

PKM Romean
PKM Wunlah
PKM Adodo Molo
PKM Waturu

50.

Saumlaki

PKM Saumlaki

PKM Lorulun
PKM Adaut
Gugus

PKM Lingat
PKM Natambung
PKM Seira

PKM Alusi Kelaan

— Sub

Kepulauan Babar

51.

Tepa

PKM Tepa

PKM Letwurung

PKM Marsela

PKM Rumah Lewang
Besar

52.

Lelang

PKM Lelang

PKM Mahaleta

53.

Serwaru

PKM Serwaru

PKM Werwaru
PKM Weet
PKM Nuwewang
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PKM Sera
PKM Letwoda
PKM Tiakur

Kepulauan
Terselatan
Wetar

PP
dan

54, Wonreli

PKM Wonreli

PKM Lebelau
PKM Jerusu

55. llwaki

PKM llwaki

PKM Ustutun
PKM Lurang
PKM Arwala
PKM Matsaful

56. Wulur

PKM Wulur

PKM Bebat Kumur
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Lampiran I

INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN
PROVINSI MALUKU 2020 - 2024

No Tujuan Sasaran Indikator Kinerja

TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN

2019 2020 2021 2022 2023 2024

’|\<A§2|Iirt]§§amya Meningkatkan Persalinan di
kualitas Fasilitas

Kesehatan | 1

Murah dan pelayanan kesehatan (PF)

Terjangkau kesehatan (%)

48 51 54 57 60 63

Cakupan
2 pelayanan ANC 75 77 79 81 83 85
(K4) (%)

Cakupan
3 kunjungan nifas 65 70 75 80 85 90
(KF) (%)

Cakupan
penanganan
komplikasi obstetri
(PK) (%)

35 40 45 50 55 60

Cakupan
pelayanan
Keluarga
Berencana (%)

60 65 70 75 80 85

Angka Kematian
Bayi (AKB) per
1000 kelahiran
hidup

Angka Kematian
7  Balita per 1000 7 7 7 7 7 7
kelahiran hidup

Cakupan
kunjungan
neonatal lengkap
(KNL) (%)

65 67 69 71 73 75

Cakupan
9  kunjungan bayi 70 73 76 79 82 85
(%)

Cakupan
penanganan

10 komplikasi 31 33 35 37 39 41
neonatal (PKN)
(%)

Cakupan
11 kunjungan balita 45 50 55 60 65 70
(%)

Cakupan
puskesmas
mampu

12 melaksanakan 73 76 79 82 85 88
penjaringan
kesehatan anak
usia sekolah (%)

Cakupan
puskesmas
mampu pelayanan

13 Pelayanan 60 65 70 75 80 85
Kesehatan Peduli
Remaja (PKPR)
(%)

Cakupan
puskesmas
14 mampu pelayanan 20 22 24 26 28 30
kekerasan
terhadap anak (%)
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15

Cakupan
puskesmas
mampu pelayanan
kesehatan jiwa (%)

11

14

17

20

16

Cakupan
pelayanan
kesehatan lanjut
usia (%)

60

70

80

90

100

110

17

Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
Tradisional (%)

23

25

27

29

31

33

18

Prevalensi balita
gizi buruk (%)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

19

Prevalensi balita
stunting (%)

25

24

23

22

21

20

20

Cakupan vitamin A
pada bayi dan
balita (%)

78

80

82

84

86

88

21

Cakupan
pelayanan balita
(DIS) (%)

65

67

69

71

73

75

22

Prevalensi ibu
hamil dengan
kekurangan energi
kalori (%)

18

17

16

15

14

13

23

Prevalensi ibu
hamil anemi (%)

20

19

18

17

16

15

24

Angka Acute
Flaccid Paralysis
(AFP)

>2/
100.000

22/
100.000

22/
100.000

22/
100.000

22/
100.000

22/
100.000

25

Success Rate (%)

> 95 %

90

90

90

90

90

26

Desa UCI (%)

68,8

70,6

72,5

74,3

76,2

78

27

Annual Paracite
Incidence (API)

31

1,15

11

0,8

0,5

28

Slide Positivity
Rate (SPR) (%)

<5%

< 5%

<5%

<5%

<5%

<5%

29

Puskesmas yang
melaksanakan
tatalaksana
program ISPA
sesuai standar (%)

55%

60%

65%

70%

75%

80%

30

Prevalensi HIV
dan AIDS dari total
populasi (%)

<0,2%

<0.2%

<0.2%

<0.2%

<0.2%

<0.2%

31

ODHA yang
mendapat
pengobatan ARV
(%)

55%

55%

55%

55%

55%

55%

32

Kabupaten/Kota
dengan
Puskesmas Yang
melaksanakan
Pelayanan
Terpadu PTM
sesuai Standar

10

11

33

Rumah Sakit
dengan pelayanan
kesehatan
tradisional

Meningkatkan
sarana dan
prasaran
kesehatan
sesuai standar
yang telah
ditetapkan

Jumlah
Puskesmas
dengan luas
wilayah
administrasi
pemerintahan

246

250

275

300

325

350

Jumlah
Puskesmas
Pembantu dengan
luas wilayah
administrasi
pemerintahan

506

520

530

540

550

560
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Ketersediaan
Alkes (%)

61

62

63

64

65

66

Sarana Prasarana
Alat Kesehatan
(%)

7

80

85

90

95

100

Sarana Prasarana
Alat Kesehatan di
Fasyankes (%)

7

80

85

90

95

100

Rasio Tempat
Tidur dengan
jumlah penduduk
kab/kota

44

46

48

50

52

54

Pengelolaan
limbah Medis RS
yang memenubhi
syarat kesehatan
(%)

46,5

47

47,5

48

48,5

49

Ketersediaan obat
dan vaksin (%)

91%

92%

93%

94%

95%

96%

Pengunaan obat
generik di
Puskesmas (%)

95

96%

97%

98%

99%

100%

10

Pengunaan obat
generik di Rumah
Sakit (%)

70%

72%

74%

76%

78%

80%

11

Pelayanan
kefarmasian di
Puskesmas Rawat
Inap (%)

35%

37,50%

40%

42,50%

45%

47,50%

12

Pelayanan
kefarmasian di
Rumah Sakit (%)

45%

47,50%

50,00%

52,50%

55,00%

57,50%

13

Penggunaan obat
rasional (%)

70%

73%

76%

79%

82%

85%

Meningkatkan
Upaya
Preventif dan
Promotif

Cakupan RT
konsumsi garam
beryodium (%)

75

79

83

87

91

96

Campak dosis
kedua

56,5

61,9

67,2

72,6

78

Sistem
Kewaspadaan Dini
(%)

80%

80%

80%

80%

80%

Kabupaten/Kota
dengan
Puskesmas yang
menyelenggarakan
layanan Upaya
Berhenti Merokok
(UBM)

10

11

Kabupaten/Kota
yang menerapkan
Kawasan Tanpa
Rokok (KTR)

10

11

Kabupaten/Kota
yang melakukan
deteksi dini
penyakit kanker

10

11

Kabupaten/Kota
dengan
Puskesmas yang
melaksanakan
deteksi dini
gangguan indera

10

11
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Kabupaten/Kota
dengan cakupan
deteksi dini Faktor
Risiko PTM

10

11

Desa/Keurahan
yang
melaksanakan
STBM

500

520

540

560

580

600

10

Pengawasan
Sarana air bersih
(%)

60

63

66

69

72

75

11

Keluarga
menggunakan
jamban memenuhi
syarat kesehatan

70

72

74

76

78

80

12

Kabupaten/kota
sehat (%)

18

20

22

24

26

28

13

Alkes dan PKRT
(%)

85%

87%

89%

91%

93%

95%

14

Makanan jajajan
anak sekolah (%)

73%

75%

7%

79%

81%

83%

15

Industri Rumah
Tangga Pangan
(%)

90%

91%

92%

93%

94%

95%

16

Cakupan
pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
(%)

80

85

87

90

95

100

17

Pos Kesehatan
Desa (%)

32

36

40

44

48

52

18

Kecamatan
dengan Indikator
Keluarga sehat

19

Kebijakan yang
mendukung PHBS

11

11

11

11

11

11

20

Jumlah Organisasi
masyarakat yang
mendukung
kesehatan

12

14

16

18

20

22

21

Persentasi
Aparatur
pemerintahan
desa yang
memanfaatkan 10
% Dana Desa
untuk kesehatan
(%)

40

43

46

49

52

55

22

Jumlah model
intervensi
kesehatan

10

Meningkatkan
Pendistribusian
Tenaga
Kesehatan
Yang
Berkualitas di
Setiap Gugus
Pulau

Rasio dokter gigi
dengan penduduk

11:
100.000

11:
100.000

12:
100.000

13:
100.000

14:
100.000

15:
100.000

Rasio bidan
dengan penduduk

95:
100:000

96 :
100.000

97 :
100.000

98 :
100.000

99:
100.000

100 :
100.000

Rasio perawat
dengan penduduk

117:
100.000

220:
100.000

225
100.000

230:
100.000

235:
100.000

240 :
100.000

Rasio apoteker
dengan penduduk

11:
100.000

15:
100.000

16:
100.000

17:
100.000

18:
100.000

19:
100.000
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Rasio sarjana

kesmas denaan 35: 35: 36: 37: 38: 39:

9 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000
penduduk
SIK evidence 11 Kab/ | 11 Kab/ | 11 Kab/ 11 Kab/ 11 Kab/ 11 Kab/
based Kota kota kota kota kota kota
Persentasi
program yang 100 100 100 100 100 100

tercapai OPD
Dinas Kesehatan
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